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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan 
Transparan merupakan salah satu misi pembangunan Kota Depok 
dalam mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius. 
Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kerjasama dan kerja keras 
semua pemangku kepentingan pembangunan dalam perumusan 
kebijakan, implementasi, serta pengawasannya. 
 
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu pondasi untuk memperbaiki 
kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah membangun komponen-
komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai 
dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal 
serta Capaian Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian 
Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Pemerintah Kota 
Depok dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat. 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Depok tahun 2020 ini menyajikan capaian 
kinerja pembangunan baik makro maupun mikro Kota Depok pada tahun 2020. Laporan 
ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Depok dalam 
melaksanakan pembangunan. Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna 
dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun, 
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh 
gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Depok. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 
Depok,      April 2021 
WALI KOTA DEPOK 

 
 
 

K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

Secara keseluruhan LKIP Kota Depok memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan 

kegagalan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja 

utama (IKU). 

 

Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran, 26 Indikator Kinerja Utama pada tahun 

2020 menunjukkan sebanyak 1 indikator (3,85%) tidak tersedia datanya, 18 indikator 

(69,23%) mencapai target dan 7 indikator (26,92%) tidak mencapai target.   

 

Indikator yang mencapai target terdiri atas 4 indikator (15,38%) sesuai dengan target 

dan 14 indikator (53,85%) melampaui target. Indikator yang tidak mencapai target terdiri atas 

4 indikator (15,38%) yang tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan 

dengan tahun 2019 dan 3 indikator (11,54%) tidak mencapai target. 

 

Grafik Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama  

Pemerintah Kota Depok tahun 2020 
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Capaian Target Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 

 
 

Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

1 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik 

 
1 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik 100% 
Target 

tercapai 
√ Baik 

 
2 Opini BPK WTP WTP WTP 100% 

Target 
tercapai 

√ WTP 

 3 Predikat SAKIP B BB n.a. n.a. n.a. n.a. A 

2 Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 

 
4 Indeks Pendidikan 74,78 78,97 76,27 96,58% 

Tidak 
tercapai 

▲ 80,14 

3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 
5 Indeks Kesehatan 83,55 83,49 83,75 100,31% 

Target 
tercapai 

√ 83,56 

4 Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social 

 6 Indeks Ketahanan 
Keluarga 

Tinggi Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

116,12% 
Target 

tercapai 
√ Tinggi 

5 Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 

7 Nilai investasi (Rp) 8.443.718.
982.008 

6.120.000.
000.000 

7.887.879.
573.552 

128,89% 
Target 

tercapai 
√ 6.800 M 

8 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

6,97 7,67 -1,92% -25,03% 
Tidak 

tercapai 
X 7,31% 

6 Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

 
9 Indeks Gini Rasio  0,3435 0,361 0,342 105,26% 

Target 
tercapai 

√ 0,360 

 10 PDRB per kapita 
(Rp) 

27.619.762 33.463.328 29.516.876 88,21% 
Tidak 

tercapai 
▲ 35.768.800 

7 Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan 

11 Tingkat inflasi 
daerah 

3,29 3,02 1,78 141,06% 
Target 

tercapai 
√ 2,74 

12 Nilai pola pangan 
harapan 

91,61 89,5 85,6 95,64% 
Tidak 

tercapai 
X 90,8 
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Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

13 Proporsi panjang 
jaringan jalan kota 
dalam kondisi baik 

92,58% 96,17% 94,48% 98,24% Tidak 
tercapai ▲ 97,40% 

14 Moda share 
transportasi umum 23,17% 30,61 %  17,10 % 55,86% Tidak 

tercapai X 32,74% 

9 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota 

15 Persentase 
kesesuaian 
terhadap RTRW 

49,84% 60% 76,49% 127,48% Target 
tercapai √ 65% 

10 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 

16 Rasio permukiman 
layak 99,54% 97,72% 99,81% 102,14% Target 

tercapai ▲ 97,72% 

17 Rasio rumah layak 
huni  99,76% 99,50% 99,87% 100,37% Target 

tercapai √ 99,50% 

11 Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan Ketersediaan Air 

18 Persentase 
penduduk yang 
mendapatkan akses 
air minum yang 
aman 

81,35% 100% 81,13% 81,13% Tidak 
tercapai X 100% 

 19 Persentase 
tersediannya air 
untuk pertanian  

89,67% 90,04% 136,8% 151,93% Target 
tercapai √ 95,04% 

 20 Luas genangan 
(lebih dari 30 cm, 
selama 2 jam) 

61,93ha 78,01ha 77,38ha 100,81% Target 
tercapai √ 66,88ha 

12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah  

21 Kualitas effluen 
IPLT 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

100% Target 
tercapai √ 

BOD<90 
mg/L,TSS
<90mg/L 

13 Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup 

22 Level kualitas air Kelas III Kelas III Kelas III 100% Target 
tercapai √ Kelas III 

23 Level kualitas udara 93,7% 87% 96,26% 110,64% Target 
tercapai √ 90% 

14 Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City) 

24 Persentase pengu-
rangan sampah 16,90% 17,28% 17,63% 102,03% Target 

tercapai √ 20% 

25 Persentase pena-
nganan sampah 66,21% 74,18% 76,60% 103,26% Target 

tercapai √ 80% 

15 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

 26 Persentase luas 
ruang terbuka hijau 
publik 

11,20% 10,36% 11,30% 109,07% 
Target 

tercapai 
√ 10,46% 
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Keterangan:  
√ = mencapai/melampaui target,  
▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, 
X = tidak mencapai target. 

 
Upaya pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Depok didukung dengan 

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.013.080.167.954,00 dengan 

realisasi sebesar Rp1.826.528.925.717,00 atau 90,73%. Sedangkan rata-rata efisiensi 

anggaran untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah 12,79%, dan 

efektivitas sebesar 114,34%. 

 

Demikian ikhtisar eksekutif ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut 

pada tahun mendatang dalam rangka menyukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kota 

Depok. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Target pencapaian 

visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut selaras dengan target pencapaian lingkup 

provinsi dan nasional. 

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota 

Depok adalah sebagai berikut. 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 

6. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019—2021  
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B. Isu Strategis 

 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, 

berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

Berdasarkan isu global, nasional, dan lokal, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah kebijakan serta isu strategis Kota Depok. Penentuan isu strategis menjadi 

penting dalam penyusunan RPJMD Kota Depok 2016-2021 karena dari tahap ini akan 

diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta 

jajaran perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis, 

serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat 

diidentifikasi 10 (sepuluh) isu strategis Kota Depok, sebagai berikut. 

1. Infrastruktur 

2. Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi 

3. Kualitas Lingkungan Hidup 

4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal 

5. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan 

6. Ketimpangan 

7. Kemiskinan dan Pengangguran 

8. Kesehatan 

9. Kualitas Sumber Daya Manusia 

10. Tata Kota 
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C. Program Unggulan sebagai Upaya Mengatasi Isu Strategis 

 

1. Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City 

 

Pemerintah Indonesia telah menargetkan Universal Health Coverage (UHC) untuk 

seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Untuk mendukung hal tersebut 

Pemerintah Kota Depok mempunyai peranan penting untuk memastikan cakupan 

layanan serta jangkauan yang menyeluruh terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang 

memadai untuk seluruh warga Kota Depok. 

Salah satu permasalahan Kota Depok dalam menunjang Depok Kota Sehat yaitu 

masih rendahnya cakupan warga yang terlindungi asuransi kesehatan. Saat ini 

diperkirakan hanya setengah warga Kota Depok yang tergabung dalam Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional (SJKN). Cakupan ini perlu diperluas untuk memastikan seluruh 

warga Kota Depok memiliki akses mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan 

andal. 

Pelaksanaan SJKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian 

masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan 

preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman dan pendidikan masyarakat. Pendidikan memegang kunci untuk 

memberikan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota 

Depok adalah membuat program unggulan terkait kesehatan yaitu Depok Kota Sehat 

atau Smart Healthy City. 

 

2. Depok Kota Bersih atau Zero Waste City 

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok 

karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah 

overload, tidak dapat menampung sampah yang semakin lama semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 4% 

pertahun.  
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Timbulan sampah meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. 

Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 kg perorang perhari maka sampah yang 

dihasilkan sebanyak 1.321 ton perhari. Namun, hanya sekitar 600 ton yang dapat 

diangkut atau terlayani oleh Pemerintah Kota Depok. Mengingat jumlah sampah terus 

meningkat, daya tampung terbatas, dan biaya pengelolaan sampah relatif mahal, maka 

program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat 

dalam menangani masalah sampah. 

Pengelolaan sampah melalui 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) diatur dalam Perda 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Proses pemilahan sampah dari 

sumbernya meliputi pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Sampah 

organik dibawa ke Unit Pengolahan Sampah (UPS) untuk dibuat kompos, sedangkan 

sampah anorganik disetorkan oleh masing-masing warga ke bank sampah unit. Bank 

sampah induk mengambil sampah anorganik dari masing-masing bank sampah unit 

sesuai jadwal kesepakatan. Sementara itu, sampah residu dibuang ke TPA Cipayung. 

Perda tersebut mengatur pemberian insentif berupa pembebasan retribusi sampah 

rumah tangga.  

Prinsip pengelolaan sampah Kota Depok didasarkan pada empat hal, yaitu: perencanaan, 

efisiensi, perubahan budaya, dengan edukasi industrialisasi. 

 

Gambar I.1.  

Prinsip Pengelolaan Sampah Kota Depok 
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Gambar I.2.  

Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok 

 

Target penanganan sampah Kota Depok pada tahun 2021 adalah 80%, dan target 

pengurangan sampah dari sumbernya mencapai 20%. Untuk mencapai target tersebut, 

Kota Depok membuat program unggulan yaitu Depok Kota Bersih (Zero Waste City). 

 

3. Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City 

 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1992) 

tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga, 

melalui pembangunan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera. Pembangunan 

ketahanan keluarga juga telah dituangkan dalam Perda Nomor 09 Tahun 2017 tentang 

Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang mengatur secara lebih rinci mengenai tujuan, 

lingkup, dan upaya peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok. Beberapa sisi terkait 

ketahanan keluarga juga disinggung dalam Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. 

Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan bangsa dan negara. Secara 

sosiologis, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang mempengaruhi kesehatan 

masyarakat, dan menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani.  
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Secara psikologis, keluarga merupakan institusi utama pembangunan manusia 

berkualitas, yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan miniatur 

kehidupan masyarakat,  berbangsa, dan bernegara. Dimensi kehidupan keluarga 

mencerminkan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Selama tiga dekade terakhir Kota Depok mengalami transisi yang cukup besar yang 

berdampak pada perubahan cara hidup, cara berinteraksi antar individu, keluarga, dan 

masyarakat termasuk kompleksitas permasalahan yang ditimbulkannya seperti tingkat 

perceraian yang semakin tinggi, penyakit mental, paparan pornografi, penyimpangan 

seksual, kecanduan game terutama kepada anak-anak, dan narkoba. Semua masalah 

tersebut bermuara pada pentingnya meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat 

menghasilkan SDM dalam keluarga yang berdaya guna dan berkualitas.  

Ketahanan Keluarga secara sederhana dapat didefinsikan sebagai kondisi keluarga 

yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam kemampuannya untuk mewujudkan 

keluarga yang sejahtera, berkualitas dan berdaya. Sejahtera yaitu terpenuhinya 

kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan batin. Berkualitas yaitu anggota keluarga 

memiliki kompetensi keimanan, moralitas, dan intelektualitas. Berdaya yaitu anggota 

keluarga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memiliki daya tahan 

terhadap tantangan.  

Ketahanan keluarga meliputi bagaimana keluarga bertransaksi dengan 

lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, sehingga ketahanan 

keluarga menjadi titik sentral yang mempengaruhi kualitas kehidupan sosial maupun 

kualitas lingkungan alam. 

Ketahanan keluarga merupakan kunci agar Kota Depok dapat memperoleh manfaat 

dari bonus demografi yang sedang terjadi sekarang ini. Sampai saat ini Depok masih 

menghadapi tantangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan 

kesehatan keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan 

infrastruktur untuk mendukung hidup dan kehidupan yang layak dan nyaman. 

Berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keluarga melatarbelakangi 

diangkatnya Program Unggulan Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City 

menjadi program strategis pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 dengan indikator 

ketahanan keluarga.  
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Melalui program Kota Ramah Keluarga, Pemerintah Kota Depok telah 

menempatkan kepentingan keluarga sebagai dasar pertimbangan pemilihan dan 

penetapan kebijakan dan program pembangunannya. Dalam pelaksanaannya program 

ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. 

 

D. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK 

 

Pembentukan Kota Depok diatur berdasarkan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya 

Tingkat II Cilegon.  

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan 

di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yakni 

Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan 

Sawangan, Kecamata Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan 

Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong.  

Sebaran luas wilayah menurut kecamatan dan peta wilayah Kota Depok dapat dilihat 

pada tabel dan gambar di bawah ini. 

Tabel I.1.  

Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan 

 

NO KECAMATAN LUAS (ha) NO KECAMATAN LUAS (ha) 

I BEJI 1,456 VII CINERE 1,055 

1 Beji 194 33 Cinere 366 

2 Beji Timur 71 34 Gandul 264 

3 Kemiri Muka 169 35 Pangkalan Jati 268 

4 Pondok Cina 335 36 Pangkalan Jati Baru 158 

5 Kukusan 340 VIII CIMANGGIS 2,158 

6 Tanah Baru 347 37 Cisalak Pasar 181 

II PANCORAN MAS 1,803 38 Mekarsari 385 

7 Pancoran Mas 350 39 Tugu 542 

8 Depok Jaya 119 40 Pasirgunung Selatan 271 

9 Depok 366 41 Harjamukti 592 
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NO KECAMATAN LUAS (ha) NO KECAMATAN LUAS (ha) 

10 Rangkapan Jaya Baru 382 42 Curug 187 

11 Rangkapan Jaya 370 IX TAPOS 3,326 

12 Mampang 217 43 Tapos 632 

III CIPAYUNG 1,145 44 Leuwinanggung 425 

13 Cipayung 214 45 Sukatani 476 

14 Cipayung Jaya 235 46 Sukamaju Baru 425 

15 Ratujaya 305 47 Jatijajar 265 

16 Bojong Pondok 

Terong 

220 48 Cilangkap 614 

49 Cimpaeun 489 

17 Pondok Jaya 171 X SAWANGAN 2,619 

IV SUKMAJAYA 1,735 50 Sawangan 329 

18 Sukmajaya 333 51 Kedaung 211 

19 Mekarjaya 326 52 Cinangka 343 

20 Baktijaya 253 53 Sawangan Baru 276 

21 Abadijaya 267 54 Pengasinan 406 

22 Tirtajaya 288 55 Bedahan 586 

23 Cisalak 268 56 Pasir Putih 469 

V CILODONG 1,619 XI BOJONGSARI 1,930 

24 Sukamaju 433 57 Bojongsari 206 

25 Cilodong 218 58 Bojongsari Baru 197 

26 Kalibaru 328 59 Pondok Petir 307 

27 Kalimulya 305 60 Serua 321 

28 Jatimulya 335 61 Curug 421 

VI LIMO 1,184 62 Duren Mekar 191 

29 Limo 413 63 Duren Seribu 287 

30 Meruyung 216  

KOTA DEPOK 

 

20.029 31 Grogol 364 

32 Krukut 191 

 

Sumber: Naskah Akademis RTRW 2012—2032  
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Gambar I.3.  

Peta Wilayah Kota Depok 

 

 

Dalam rangka mendukung penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 

lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, telah 

diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah.  
Tabel I.2.  

Struktur Perangkat Daerah Kota Depok 

No. Struktur Jumlah 
1 Sekretariat Daerah 1 
2 Sekretariat DPRD 1 
3 Inspektorat 1 
4 Dinas 18 
5 Badan 4 
6  Satuan Polisi Pamong Praja 1 
7 Kecamatan 11 
 Jumlah perangkat daerah 37 
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA DEPOK 

BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN 

DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
 
 
 
 

 
             
 
 

 
 
 

 
 

 

  

WALI KOTA 

WAKIL WALI KOTA 

SEKRETARIS 
DAERAH 

STAF 
AHLI 

DINAS 

1. Dinas Pendidikan 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 
4. Dinas Perumahan dan 

Permukiman 
5. Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan 
6. Dinas Sosial 
7. Dinas Tenaga Kerja 
8. Dinas Ketahanan Pangan, 

Petanian dan Perikanan 
9. Dinas Lingkungan dan 

Kebersihan 
10. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
11. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

12. Dinas Perhubungan 
13. Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
14. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

15. Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 

16. Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

17. Dinas Pemuda, Olah Raga, 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

18. Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

INSPEK 
TORAT 

DAERAH 

BADAN 

1. Badan Perencanaan 
Pembangunan dan 
Penelitian Pengembangan 
Daerah 

2. Badan Keuangan Daerah 
3. Badan Kepegawaian dan 

PengembanganSumber 
Daya Manusia 

4. Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 
 
 

SEKRETARIAT 
DPRD 

ASISTEN 
ADMNISTRASI 
DAN UMUM 

ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

ASISTEN 
EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN 
SATPOL 

PP 

1. Bag. Hukum 
2. Bag. Kesejahteraan 

Sosial 
3. Bag. Pemerintahan 

dan Kerjasama 

1. Bag. 
Pembangunan 

2. Bag. Ekonomi 
3. Bag. 

Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

1. Bag. Administrasi 
2. Bag. Umum 
3. Bag. Organisasi 

dan Reformasi 
Birokrasi 

4. Bag. Protokol dan 
Dokumentasi 

1. Bag. Persidangan 
2. Bag. Keuangan 
3. Bag. Umum 
4. Bag. Humas dan 

Protokol 

KECAMATAN 

KELURAHAN 

DPRD 
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E. PERSONEL PEGAWAI 

Berdasarkan data per 31 Desember 2019 jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Depok 

sebanyak 6.595 orang dengan rincian sebagai berikut. 

 

Gambar I.4. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin 

   

Sumber: BKPSDM Kota Depok (31 Desember 2020) 

 

Gambar I.5. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Golongan 

 

  Sumber: BKPSDM Kota Depok (31 Desember 2020) 
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Gambar I.6. Grafik Jumlah ASN Kota Depok Berdasarkan Usia 

 

 Sumber: BKPSDM Kota Depok (31 Desember 2020) 

 

Gambar I.7. Grafik Jumlah ASN Kota Depok berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 Sumber: BKPSDM Kota Depok Tahun 2020 
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F. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI  

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan 

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan 

sumber daya manusia aparatur. 

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan 

bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang 

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.  

Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatnya kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah Kota 

Depok telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2018–2021. 

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2018–2021 mencerminkan 

tahapan-tahapan reformasi yang diinginkan pada tiap area perubahan yang meliputi 

seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel I.3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 

 

Area Hasil yang diharapkan 

Perubahan manajemen 
(pola pikir) 

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang 
tercermin dalam Budaya Kerja 

Peraturan Perundang-
undangan 

Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta 
mendorong pencapaian kinerja pemerintahan 

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) 

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, 
terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

SDM Aparatur ASN yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, 
berkinerja tinggi dan sejahtera 

Akuntabilitas Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi 

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
bebas KKN 

Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan 
dunia usaha 
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Tabel I.4. Sasaran Reformasi Birokrasi 
 

No. Sasaran Reformasi Birokrasi Ukuran kualitatif/kuantitatif 

1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme 

- Nilai Zona Integritas 
- Nilai Efisiensi 
- Indeks Persepsi Korupsi 
- Opini BPK 
- Indikator lain yang relevan 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat 

- Indeks Kepuasan Masyarakat 
- Integritas Pelayanan 
- Tingkat Kepatuhan terhadap Standar 

Pelayanan 
- Nilai pemeringkatan 
- Ukuran-ukuran yang terkait dengan 

MDGs 
- Indikator lain yang relevan 

3. Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi 

- Nilai akuntabilitas kinerja 
- Nilai kinerja organisasi 
- Indikator lain yang relevan 

 
 

Salah satu indikator terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBK/WBBM).  

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/197/Kpts/ ORB/Huk/2019 telah 

dibangun 4 unit kerja ZI yaitu RSUD, Kecamatan Pancoran Mas, UPTD Puskesmas 

Limo, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.  

Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang terukur dengan nilai indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020 nilai indeks 

kepuasan masyarakat adalah 76,99% dan indeks Sistem Pelayanan Berbasis 

Elektronik (SPBE) adalah 2,62 dan termasuk kategori B (baik).  

Akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian terhadap target kinerja yang telah 

ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja 

nilai akuntabilitas kinerja Kota Depok Tahun 2019 yaitu 67,02 yang termasuk 

kategori B (baik). 
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Secara bertahap dan formal, perangkat daerah yang telah melaksanakan 

reformasi birokrasi pada tahun 2020, yaitu: 

1. Badan Keuangan Daerah 

2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

6. Dinas Kesehatan 

7. Dinas Perhubungan 

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

9. Kecamatan Pancoran Mas 

10. Rumah Sakit Umum Daerah 

 

Tahun 2019 nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Depok adalah 

62,41 termasuk kategori ‘Baik’. Nilai ini meningkat dibandingkan nilai tahun 2018 sebesar 

58,74 termasuk kategori CC. Hampir semua komponen area perubahan mengalami 

peningkatan nilai. Hal ini menunjukkah bahwa Kota Depok semakin serius dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi. 

 

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

 

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Tahun 

2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kota Depok, 

dengan penekanan kepada aspek strategis Kota Depok serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Kota 

Depok. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

Pemerintah Kota Depok Tahun 2019. 
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Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

B. Realisasi Anggaran 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota 

Depok Tahun Anggaran 2020.  

 

A. Visi dan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021  

 

Visi Kota Depok Tahun 2016—2021 merupakan visi kepala daerah yang harus selaras 

dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 

2006—2025 yaitu Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan 

Lingkungan. 

Visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2016—2020 disusun dengan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang serta budaya yang hidup dalam 

masyarakat Kota Depok. Adapun visi Pemerintah Kota Depok yang hendak dicapai dalam 

tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah: 

 

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius” 

 

Kota Depok didefinisikan sebagai: 

 

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang 

berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. 
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Unggul didefinisikan sebagai: 

 

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki 

sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada 

ketahanan keluarga. 

 

Nyaman didefinisikan sebagai: 

 

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, 

berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat. 

 

Religius didefinisikan sebagai: 

 

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi 

masing- masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan 

kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam 

pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. 

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan 

dan ramah keluarga. 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan 

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara. 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan 

untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang 

didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan 

informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan 

serta nyaman dan ramah. 

 

Misi Kedua: Pengembangan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas 

baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap 

peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan 

Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik 

dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan 

dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia 

kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok. 

 

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim 

usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kualitas 

usaha mikro menjadi usaha mikro yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan 

ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu. 

 

Misi Keempat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang 

dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan 

ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh 

warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan 

ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan 

Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan 

berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan. 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama 

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character 

building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai 

penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan 

dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga 

terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan 

persaingan global. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

 

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai 

evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Berikut keterkaitan Visi, Misi, 

Tujuan, dan Sasaran Kota Depok Tahun 2016—2021. 

 

Tabel II.1. 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Depok 

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS 

MISI TUJUAN SASARAN 

Misi I (Pertama): 
Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang 
profesional dan 
transparan 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan 

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan 

dalam pelayanan publik 

Misi II (Kedua): 
Mengembangkan 
sumber daya manusia 

yang kreatif dan 
berdaya saing. 

Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang 
kreatif dan berdaya saing 

1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan 
pendidikan 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan 
kesejahteraan sosial 

4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas 
masyarakat 

Misi III (Ketiga): 
Mengembangkan 
ekonomi yang mandiri, 

kokoh dan berkeadilan. 

Mengembangkan 
kemandirian ekonomi lokal 
yang kokoh dan berkeadilan 

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat 
yang berkualitas 

2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat 
3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya 

kestabilan harga bahan pangan 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

MISI TUJUAN SASARAN 

Misi IV (Keempat): 
Membangun 

infrastruktur dan ruang 
publik yang merata, 
berwawasan lingkungan 
dan ramah keluarga. 

1. Meningkatkan kualitas 
dan kapasitas infra-

struktur transportasi 

Meningkatknya kualitas dan kuantitas sarana dan 
prasarana transportasi 

2. Mewujudkan ruang kota 
yang nyaman dan ramah 
keluarga 

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang kota 

2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman 

3. Meningkatkan kualitas 
dan kapasitas infra-

struktur keairan 

Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan 
keberlanjutan ketersediaan air 

4. Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup 

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah 
2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan 

hidup 

3. Terwujudnya depok sebagai kota bersih (zero 
waste city) 

4. Tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman 

dan ramah Keluarga 

Misi V (Kelima): 
Meningkatkan kesadar-
an masyarakat dalam 

melaksanakan nilai-nilai 
agama dan menjaga 
kerukunan antar umat 
beragama serta 

meningkatkan kesadar-
an hidup berbangsa dan 
bernegara. 

Meningkatkan integrasi 
sosial berlandaskan nilai- 
nilai agama dan 

kebangsaan 

1. Meningkatnya kohesi sosial 
2. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan 

beragama 

 

 

C. Program Unggulan Kota Depok 

 

1. Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City 

Program unggulan ini berkaitan dengan aspek kesehatan yang meliputi: 

a. Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan 

b. Cakupan Jaminan Kesehatan 

c. Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan 24 Jam 

d. Program Kota Sehat 

e. Pengembangan Sistem Manajemen Kesehatan Daerah Berbasis TI 
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2. Depok Kota Bersih atau Zero Waste City 

Target penanganan sampah Kota Depok pada tahun 2021 adalah 80%, dan target 

pengurangan sampah dari sumbernya mencapai 20%. Untuk mencapai target 

tersebut, Kota Depok membuat program unggulan yaitu Depok Kota Bersih (Zero 

Waste City). Aspek yang yang dikembangkan untuk mencapai target tersebut, yaitu: 

a. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota;  

b. Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis;  

c. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern;  

d. Pusat Riset dan Training. 

 

3. Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City 

Program unggulan Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City merupakan 

program yang menempatkan kepentingan keluarga sebagai prioritas utama dalam 

setiap pengambilan keputusan atau kebijakan strategis dengan tiga aspek utama 

yaitu: 

a. Peningkatan Ketahanan Keluarga,  

b. Peningkatan Pembangunan Kota Layak Anak, dan  

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan. 

 

Keselarasan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 dengan Program Unggulan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel II.2.  

Keselarasan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 dengan Program Unggulan 

VISI: KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS 

MISI TUJUAN SASARAN 
PROGRAM 

UNGGULAN 

Misi I (Pertama): 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang 

profesional dan 

transparan 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan 

Meningkatnya kualitas 

manajemen pemerintahan 

dalam pelayanan publik 

1. Depok Kota Sehat 

2. Depok Kota Bersih 

3. Depok Kota Ramah 

Keluarga 
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PEMERINTAH KOTA DEPOK 

MISI TUJUAN SASARAN 
PROGRAM 

UNGGULAN 

Misi II (Kedua): 

Mengembangkan 

sumber daya manusia 

yang kreatif dan berdaya 

saing 

Meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia yang 

kreatif dan berdaya saing 

1. Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

2. Terbangunnya ketahanan 

keluarga dan kesejah-

teraan sosial 

1. Depok Kota Sehat 

 

2. Depok Kota Ramah 

Keluarga 

Misi IV (Keempat): 

Membangun 

infrastruktur dan ruang 

publik yang merata, 

berwawasan lingkungan 

dan ramah keluarga. 

Mewujudkan ruang kota 

yang nyaman dan ramah 

keluarga 

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman 

1. Depok Kota Sehat 

2. Depok Kota Ramah 

Keluarga 

Meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup 

1. Terwujudnya depok 

sebagai kota bersih (zero 

waste city) 

2. Tersedianya ruang 

terbuka hijau yang 

nyaman dan ramah 

keluarga 

1. Depok Kota Bersih 

 

 

2. Depok Kota Ramah 

Keluarga 

 

 

D. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP, telah dilaksanakan reviu terhadap 

sasaran dan indikator kinerja sasaran. Hasil reviu tersebut dituangkan melalui Keputusan 

Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/KPTS/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016—2021 

untuk Tahun 2019—2021.  Berdasarkan keputusan tersebut terdapat penyesuaian sasaran 

strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut. 
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Tabel II.3. 

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Target 2020 

1. Meningkatnya kualitas manajemen 

pemerintahan dalam pelayanan 

publik 

1. Survey Kepuasan Masyarakat Baik 

2. Opini BPK WTP 

3. Predikat SAKIP BB 

2. Meningkatnya kualitas dan akses 

layanan pendidikan 
4. Indeks Pendidikan 78,97 

3. Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat 
5. Indeks Kesehatan 83,49 

4. Terbangunnya ketahanan keluarga 

dan kesejahteraan sosial 
6. Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi 

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat yang berkualitas 

7. Nilai Investasi Rp 6.120 M 

8. Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,67% 

6. Meningkatnya pemerataan 

pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat 

9. Indeks Gini Rasio 0,361 

10. DPRB Perkapita (adhb) (Rp) Rp33.463.328 

7. Meningkatnya ketersediaan dan 

terjaganya kestabilan harga bahan 

pangan 

11. Tingkat Inflasi Daerah 3,02% 

12. Nilai Pola Pangan Harapan 89,5 

8. Meningkatknya kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana 

transportasi 

13. Proporsi Panjang Jaringan Jalan 

Kota Depok Dalam Kondisi Baik 
96,17% 

14. Modal Share Transportasi 

Umum 
30,61% 

9. Terwujudnya perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian tata 

ruang kota 

15. Persentase Kesesuaian 

terhadap RT RW 
60% 

10. Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana Perumahan dan 

Permukiman 

16. Rasio Permukiman Layak 97,72% 

17. Rasio Rumah Layak Huni 99,50% 

11. Meningkatnya jaringan 

pengendalian banjir dan 

keberlanjutan ketersediaan air 

18. Persentase Penduduk yang 

Mendapatkan Akses Air Minum 

yang Aman 

100% 

19. Persentase Tersediannya Air 

Untuk Pertanian  
90,04% 

20. Luas Genangan (Lebih Dari 30 

cm, Selama 2 jam) 
78,01 Ha 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Target 2020 

12. Meningkatnya kualitas pengelolaan 

air limbah 
21. Kualitas Effluen IPLT 

BOD<95 mg/L 

TSS<95 mg/L 

13. Terkendalinya tingkat pencemaran 

lingkungan hidup 

22. Level Kualitas Air Kelas III 

23. Level Kualitas Udara 87% 

14. Terwujudnya depok sebagai kota 

bersih (zero waste city) 

24. Persentase Pengurangan 

Sampah 
17,28% 

25. Persentase Penanganan 

Sampah 
74,18% 

15. Tersedianya ruang terbuka hijau 

yang nyaman dan ramah keluarga 

26. Persentase Ruang Terbuka 

Hijau Publik 
10,36% 

 

 

Untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut, Pemerintah Kota Depok 

melaksanakan 107 program dengan anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel II.4.  

 

  Tabel II.4. 

Alokasi Anggaran per Program untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kota Depo 

No. Program Anggaran (Rp) 

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik 
            494.736.243.744  

1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                 2.466.009.900  

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa                     650.981.400  

3 Peningkatan Sistem Pengawasan                 1.876.161.500  

4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                 2.192.165.000  

5 Peningkatan Ketentraman Ketertiban.dan Perlindungan 
Masyarakat 

              17.871.651.600  

6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur               14.537.269.250  

7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 
Pelayanan 

            209.153.491.078  

8 Peningkatan Administrasi Perkantoran               75.840.624.635  

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               41.957.239.712  

10 Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika               19.809.605.658  
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No. Program Anggaran (Rp) 

11 Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik                 4.897.097.300  

12 Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral                     946.621.000  

13 Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa                 1.797.626.100  

14 Pembentukan. Penataan Produk Hukum dan Kesadaran 
Hukum dan HAM 

                1.660.589.220  

15 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah 

                2.303.010.749  

16 Peningkatan Kualitas Perencanaan               24.569.621.123  

17 Peningkatan Inovasi Daerah                     498.065.300  

18 Peningkatan Layanan KDH / WKDH                 6.600.700.000  

19 Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil                 8.576.579.800  

20 Peningkatan Kualitas Layanan Bencana               15.005.438.820  

21 Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD               13.332.044.700  

22 Peningkatan Peran dan Trifungsi DPRD               26.977.858.500  

23 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan                 1.215.791.400  

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan 
Pendidikan 

            278.859.304.650  

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan               33.387.955.300  

2 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan             240.179.698.300  

3 Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan 

Masyarakat 
                    932.254.000  

4 Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan                 2.061.850.800  

5 Standarisasi Pelayanan Publik                       32.911.600  

6 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik                     838.400.750  

7 Peningkatan Minat Baca Masyarakat                 1.426.233.900  

Sasaran 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat             407.741.549.668  

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan             194.636.989.913  

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan                 6.056.762.560  

3 Pengembangan dan Pengelolaan BLUD             161.882.150.811  

4 Pengembangan Program Kota Sehat                 8.074.892.538  
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No. Program Anggaran (Rp) 

5 Peningkatan Promosi Kesehatan                 1.745.775.500  

6 Peningkatan Kesehatan Keluarga                     457.473.000  

7 Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular 
              33.851.082.446  

8 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi                     844.072.300  

9 Peningkatan Kesehatan Lingkungan                     192.350.600  

Sasaran 4 Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan 
Kesejahteraan Sosial 

              34.480.895.440  

1 Peningkatan Keluarga Harmonis                 1.026.612.200  

2 Pengembangan Kota Layak Anak                 6.580.988.940  

3 Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan 
Ketahanan Keluarga 

                1.402.494.900  

4 Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana                 3.956.789.000  

5 Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga               12.931.091.350  

6 Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan                 1.359.202.900  

7 Perlindungan dan Jaminan Sosial                 2.037.336.000  

8 Peningkatan Rehabilitasi Sosial                     766.380.350  

9 Pemberdayaan Sosial                 1.015.613.000  

10 Pengembangan Kota Ramah Lansia                 3.404.386.800  

Sasaran 5 Berkembangnya Potensi dan Kreativitas 
Masyarakat 

                4.893.754.300  

1 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya                 1.077.863.600  

2 Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya                     410.395.400  

3 Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda                     832.470.300  

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                 1.342.500.000  

5 Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga                 1.230.525.000 

Sasaran 6 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 
yang Berkualitas 

              32.894.557.250  

1 Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha                     362.421.400  

2 Peningkatan Kapasitas IKM dan UM                 3.726.528.100  
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No. Program Anggaran (Rp) 

3 Penciptaan Wirausaha Baru                     781.332.000  

4 Peningkatan Akses Pemasaran Produk IKM dan UM                 7.390.616.400  

5 Peningkatan Mutu Produk IKM dan UM                     470.094.000  

6 Penguatan Kelembagaan Koperasi                 1.227.414.800  

7 Peningkatan Usaha Koperasi                 1.045.918.800  

8 Revitalisasi Pasar Rakyat               11.653.146.850  

9 Penyediaan Kios Bagi UMKM                 1.969.504.900  

10 Pengembangan Objek Wisata                     731.882.000  

11 Pengembangan Pariwisata                     325.918.000  

12 Peningkatan Penerimaan PAD                 3.209.780.000  

Sasaran 7 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan dan 
Kesejahteraan Masyarakat 

                5.525.961.800  

1 Peningkatan Kompetensi Usia Kerja                 3.280.468.550  

2 Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja                 1.298.710.550  

3 Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja                     946.782.700  

Sasaran 8 Meningkatnya Ketersediaan dan Terjaganya 
Kestabilan Harga bahan pangan 

                6.013.989.927  

1 Pengelolaan Informasi dan Pengawasan Distribusi Barang dan 
Bahan Pangan 

                1.005.209.700  

2 Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortilkultura                     646.207.300  

3 Peningkatan Produksi Perikanan                     938.675.000  

4 Peningkatan Produksi Peternakan                 2.014.983.077  

5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular                     838.942.950  

6 Peningkatan Pemasaran Produk Pangan                     156.575.900  

7 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan                     413.396.000  

Sasaran 9 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan 

Prasaran Transportasi 
            256.293.001.386  

1 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota             136.253.138.688  

2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan               34.664.716.426  

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana ke-PU-an               32.935.687.900  
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No. Program Anggaran (Rp) 

4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur 
Transportasi 

              36.078.827.872 

5 Penyediaan Simpul Transportasi                 3.198.154.100  

6 Peningkatan Layanan Transportasi Umum               13.162.476.400  

Sasaran 10 Terwujudnya Perencanaan. Pemanfaatan dan 

Pengendalian Tata Ruang Kota 
                2.138.475.000   

1 Perencanaan. Pemanfaatan dan Pengendalian ruang                 2.138.475.000  

  

Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 

Perumahan dan Permukiman 
            171.955.386.689  

1 Penataan Kawasan Permukiman             154.767.275.264  

2 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan 
Komunal 

              11.367.225.325  

3 Pengembangan Perumahan Bersusun dan Tidak Bersusun                 1.966.155.000  

4 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                 3.854.731.100  

Sasaran 12 Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir 
dan Keberlanjutan Ketersediaan Air 

            128.831.578.727  

1 Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih               11.466.119.900  

2 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

              29.666.484.904  

3 Pengendalian Sistem Drainase Makro dan Mikro yang Terpadu               58.255.844.241  

4 Konservasi Sumber Daya Air               29.443.129.682  

Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah                 6.238.798.000  

1 Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT                 6.238.798.000  

Sasaran 14 Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan 
Hidup 

                3.422.353.840  

1 Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan 
Hidup 

                1.987.204.132  

2 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

                1.435.149.708  

Sasaran 15 Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero 
Waste City) 

            117.433.809.794  

1 Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan             103.894.727.494  

2 Peningkatan Pengelolaan TPA               13.539.082.300  
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No. Program Anggaran (Rp) 

Sasaran 16 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman 
dan Ramah Keluarga 

              33.356.938.088  

1 Pembangunan. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH               33.356.938.088  

Sasaran 17 Meningkatnya Kohesi Sosial 
  

              20.751.157.900  

1 Pembauran Kebangsaan                     172.650.000  

2 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban                 1.172.148.100  

3 Penanganan Konflik Sosial                     393.544.000  

4 Peningkatan Wawasan Kebangsan dan Bela Negara                     333.238.000  

5 Pendidikan Politik Warga                 1.660.282.500  

6 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik                     512.461.500  

7 Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta 
Kemandirian dalam Pembangunan 

              16.506.833.800  

Sasaran 18 Meningkatnya Toleransi dalam Kehidupan 
Beragama 

                7.512.411.750  

1 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan                 4.204.013.300  

2 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama                       44.489.000  

3 Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan                 3.263.909.450  

Total         2.013.080.167.953  

Sumber: Badan Keuangan Daerah. 2020 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 

 

Untuk mengetahui ketercapaian target indikator kinerja utama digunakan rumus 

sebagai berikut. 

1) Untuk indikator bermakna positif (semakin besar realisasi maka semakin baik): 

Capaian =  
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡

 × 100% 

2) Untuk indikator bermakna negatif (semakin besar realisasi maka semakin buruk): 

Capaian =  
(2 𝑥𝑥 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡
 × 100% , dengan asumsi: 

 capaian maksimal sebesar 200% atau realisasi = 0, dan 

 jika realisasi sama dengan target maka capaiannya 100%. 

 

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan terhadap 15 (lima belas) sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi pencapaian 26 indikator 

kinerja utama. Penjelasan mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis 

diuraikan tiap misi sebagai berikut. 

 

MISI I: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN 

TRANSPARAN 

Tabel III.1.  

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Misi I 

No. 
INDIKATOR  

KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD  

1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik 

1 
Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik 100% 
Target 

tercapai 
√ Baik 

2 Opini BPK WTP WTP WTP 100% 
Target 

tercapai 
√ WTP 

3 Predikat SAKIP B BB n.a. n.a. n.a. n.a. A 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Keuangan Daerah, 2021 
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1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan 

Publik 

 

a. Indikator Kinerja Utama: Survei Kepuasan Masyarakat 

 

Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga Ibukota. Kualitas hidup 

manusia di Kota Depok termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat dari 

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Tahun 2020 sebesar 80,97. Nilai 

tersebut bahkan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 dan IPM 

Nasional sebesar 71,94. Dengan tingginya nilai IPM, tentunya mempengaruhi ekspektasi 

masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kota Depok.  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kota 

Depok tahun 2020 adalah sebesar 77,00% meningkat dari tahun sebelumnya yang 

bernilai 76,99%, dengan Kinerja Pelayanan Bernilai Baik dan nilai Mutu Pelayanan B. 

Nilai IKM ini menunjukkan capaian target kinerja indeks kepuasan 

masyarakat sebesar 100%. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing 

unsur, mayoritas meningkat dibanding tahun sebelumnya. Survei kepuasan masyarakat 

dilakukan oleh Departemen Statistika IPB. 

Nilai IKM merupakan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan 

dengan menghitung jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan 

penimbang yang sama yaitu 0,11. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

dihitung dengan skala 1–4 yang akan dikonversikan menjadi skala 100. IKM pada 

pelayanan memiliki angka interval sebesar 3,08 atau jika dikonversikan sebesar 77,00.  

Tabel III.2.  

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat  

 
Nilai 

Persepsi Nilai Interval Nilai Interval 
Konversi 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja 
Pelayanan 

1. 1,00 – 2,5996 250 – 64,99 D Tidak baik 
2. 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 
3. 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 
4. 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 

Sumber: Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 
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Secara umum, dari hasil survei dapat diketahui bahwa unsur perilaku petugas 

(kesopanan dan keramahan) dalam memberikan pelayanan sudah sangat baik, 

sedangkan unsur pelayanan yang perlu menjadi prioritas adalah kecepatan waktu 

pelayanan dan kemudahan prosedur pelayanan. 

 

b. Indikator Kinerja Utama: Opini BPK  

 

Misi I Kota Depok yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional 

dan Transparan, mempunyai Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Salah satu indikator sasaran strategis ini adalah 

Opini BPK dengan target capaian kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.  

Pemerintah Kota Depok telah meraih opini WTP 9 kali berturut turut, dan terakhir 

atas LKPD Tahun 2019. Opini WTP adalah opini tertinggi dari BPK yang akan diterbitkan 

jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji 

material dan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap 

telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara baik, dan 

kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusannya.  

Strategi dan arah kebijakan untuk meraih WTP ini adalah Meningkatkan Kualitas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang didukung oleh Program Peningkatan 

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada tahun 2020, anggaran untuk 

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 

Rp2.466,009.900,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 

adalah sebesar Rp1.903.762.845,00 sehingga efisiensi anggaran sebesar 

Rp562.247.055,00. 
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Faktor pendorong pencapaian kinerja Opini BPK ini antara lain sebagai berikut. 

1) Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik.  

Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh 

penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset 

tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai 

laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan 

pemerintah daerah yang sesungguhnya. 

2) Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat 

pada peraturan perundang–undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyakat, sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta 

penyimpangan administrasi keuangan dapat dieliminasi. 

3) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik. 

4) Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK. 

 

Berbagai upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja sebagai berikut.  

1) Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan 

melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan bertanggung jawab. 

2) Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan 

Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi SIPKD, SIPKD Modul Aset, SIMPAD, 

Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online. 

3) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang 

berlaku. 

4) Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam 

menindaklanjuti setiap temuan BPK. 

5) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap seluruh proses pengelolaan 

APBD yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 

anggaran, pelaporan dan pertanggung-jawaban anggaran serta pengawasannya. 

6) Menyusun APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu. 
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c. Indikator Kinerja Utama: Predikat SAKIP  

 

Pada tahun 2019, hasil evaluasi AKIP Kota Depok mencapai predikat B dengan nilai 

67,02 meningkat 1,55 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 65,47. Sedangkan 

hasil evaluasi tahun 2020 belum ada dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. 

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya 

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di 

Pemerintah Kota Depok sudah menunjukkan hasil yang baik.  

Gambar III.1.  

Grafik Nilai SAKIP Kota Depok

 

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2020 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi 

dari sistem perencanaan kinerja, sistem pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, sistem 

pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. SAKIP juga merupakan bentuk penerapan 

manajemen kinerja, yang berorientasi pada pencapaian outcomes. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Daerah Kota Depok 

selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan evaluasi atas 

implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2019 dengan nilai rata-rata 

hasil evaluasi sebesar 66,48 termasuk dalam kategori B (Baik, akuntabilitas kinerjanya 

sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu 

sedikit perbaikan). 

Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2019 

telah menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif perangkat daerah dalam 

mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP 

38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2017—2019 sebagai 

berikut. 

1) Perangkat Daerah yang memperoleh kategori nilai BB 

 pada tahun 2017 sebanyak 3 perangkat daerah; 

 pada tahun 2018 sebanyak 6 perangkat daerah; 

 pada tahun 2019 sebanyak 11 perangkat daerah. 

2) Perangkat Daerah yang memperoleh kategori nilai B 

 pada tahun 2017 sebanyak 20 perangkat daerah; 

 pada tahun 2018 sebanyak 18 perangkat daerah; 

 pada tahun 2019 sebanyak 22 perangkat daerah. 

3) Perangkat Daerah yang memperoleh kategori nilai CC 

 pada tahun 2017 sebanyak 7 perangkat daerah; 

 pada tahun 2018 sebanyak 8 perangkat daerah; 

 pada tahun 2019 sebanyak 5 perangkat daerah. 

4) Perangkat Daerah yang memperoleh kategori nilai C 

 pada tahun 2017 sebanyak 5 perangkat daerah; 

 pada tahun 2018 sebanyak 6 perangkat daerah; 

 pada tahun 2019 tidak ada perangkat daerah yang memperoleh nilai kategori 

C. 

5) Perangkat Daerah yang memperoleh kategori nilai D 

 pada tahun 2017 sebanyak 3 perangkat daerah; 

 pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada perangkat daerah yang memperoleh nilai 

kategori D. 
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Tabel III.3. 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Tahun 2017—2019  

 

Tahun 
Jumlah Perangkat Daerah 

A BB B CC C D 

2017 - 3 20 7 5 3 

2018 - 6 18 8 6 - 

2019 - 11 22 5 - - 

 

 

Tabel III.4.  

Rincian Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2017—2019 

 

No. Perangkat Daerah 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi 

1 

Badan Perencanaan 
Pembangunan dan 
Penelitian 
Pengembangan 
Daerah 

79,17 BB Sangat Baik 76,18 BB Sangat Baik 78,45 BB Sangat Baik 

2 Inspektorat Daerah 78,71 BB Sangat Baik 75,22 BB Sangat Baik 77,41 BB Sangat Baik 

3 Sekretariat Daerah 72,77 BB Sangat Baik 73,04 BB Sangat Baik 74,96 BB Sangat Baik 

4 
Dinas Pemadam 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 

69,69 B Baik 70,69 BB Sangat Baik 70,20 BB Sangat Baik 

5 
Badan Keuangan 
Daerah 

69,66 B Baik 68,81 B Baik 70,13 BB Sangat Baik 

6 
Dinas Perumahan 
dan Permukiman 

69,43 B Baik 74,40 BB Sangat Baik 76,59 BB Sangat Baik 

7 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

69,26 B Baik 68,11 B Baik 68,95 B Baik 

8 
Dinas Lingkungan 
Hidup dan 
Kebersihan 

68,70 B Baik 68,61 B Baik 69,49 B Baik 

9 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

68,40 B Baik 53,14 CC 
Cukup/ 

Memadai 
65,91 B Baik 
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No. Perangkat Daerah 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi 

10 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

66,84 B Baik 67,05 B Baik 68,61 B Baik 

11 Dinas Perhubungan 66,01 B Baik 65,54 B Baik 69,17 B Baik 

12 
Kecamatan 
Sukmajaya 

65,78 B Baik 68,15 B Baik 67,09 B Baik 

13 
Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

65,11 B Baik 60,86 B Baik 68,2 B Baik 

14 Sekretariat DPRD 64,92 B Baik 65,87 B Baik 63,8 B Baik 

15 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 

64,34 B Baik 65,25 B Baik 67,77 B Baik 

16 Kecamatan Cinere 63,08 B Baik 55,46 CC 
Cukup/ 

Memadai 
50,03 CC 

Cukup/ 
Memadai 

17 
Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian 

62,98 B Baik 50,28 CC 
Cukup/ 

Memadai 
60,71 B Baik 

18 
Rumah Sakit Umum 
Daerah 

62,79 B Baik 65,37 B Baik 71,04 BB Sangat Baik 

19 
Kecamatan 
Sawangan 

62,73 B Baik 42,21 C Kurang 65,66 B Baik 

20 
Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian 
dan Perikanan 

61,83 B Baik 60,18 B Baik 61,66 B Baik 

21 
Kecamatan 
Bojongsari 

61,72 B Baik 60,91 B Baik 66,06 B Baik 

22 
Dinas Pemuda, Olah 
Raga, Pariwisata 
Seni dan Budaya 

61,63 B Baik 67,83 B Baik 69,08 B Baik 

23 Kecamatan Cilodong 60,03 B Baik 60,14 B Baik 64,88 B Baik 

24 Dinas Tenaga Kerja  56,28 CC 
Cukup/ 

Memadai 
58,82 CC 

Cukup/Mem
adai 

69,03 B Baik 

25 Dinas Pendidikan 55,56 CC 
Cukup/ 

Memadai 
45,74 C Kurang 62,45 B Baik 

26 Dinas Kesehatan 54,08 CC 
Cukup/ 

Memadai 
72,75 BB Sangat Baik 77,14 BB Sangat Baik 

27 
Dinas 
Kependudukan dan 
Catatatan Sipil 

52,81 CC 
Cukup/ 

Memadai 
60,56 B Baik 63,34 B Baik 

28 Kecamatan Limo 51,93 CC 
Cukup/ 

Memadai 
52,92 CC 

Cukup/ 
Memadai 

54,47 CC 
Cukup/ 

Memadai 

29 
Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

51,11 CC 
Cukup/ 

Memadai 
43,19 C Kurang 42,21 CC 

Cukup/ 
Memadai 

30 Kecamatan Cipayung 50,16 CC 
Cukup/ 

Memadai 
50,98 CC 

Cukup/ 
Memadai 

63,04 B Baik 

31 Kecamatan Beji 48,88 C Kurang 35,52 C Kurang 63,20 B Baik 

32 Kecamatan Tapos 46,74 C Kurang 53,38 CC 
Cukup/ 

Memadai 
56,10 CC 

Cukup/ 
Memadai 

33 
Kecamatan 
Cimanggis 

42,16 C Kurang 37,93 C Kurang 52,80 CC 
Cukup/ 

Memadai 
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No. Perangkat Daerah 
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi Nilai Kategori Interpretasi 

34 
Kecamatan Pancoran 
Mas 

38,32 C Kurang 47,09 C Kurang 63,33 B Baik 

35 
Dinas Arsip dan 
Perpustakaan 

37,06 C Kurang 68,08 B Baik 69,70 B Baik 

36 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

23,39 D 
Sangat 
Kurang 

63,88 B Baik 70,58 BB Sangat Baik 

37 

Dinas Perlindungan 
Anak dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Keluarga 

22,31 D 
Sangat 
Kurang 

53,68 CC 
Cukup/ 

Memadai 
72,16 BB Sangat Baik 

38 Dinas Sosial 20,2 D 
Sangat 
Kurang 

60,25 B Baik 67,60 B Baik 

Sumber: Inspektorat Daerah, 2020 

 

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam implementasi SAKIP Perangkat 

Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut. 

1) Pencapaian target Renstra dan Perjanjian Kinerja perangkat daerah belum 

sepenuhnya dimonitor sampai dengan tahun berjalan dan digunakan untuk 

mengukur keberhasilan. 

2) Pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor secara berkala 

dan dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. 

3) Pencapaian target Indikator Kinerja Utama eselon III, IV, dan staf belum 

sepenuhnya dimonitor secara berkala dan dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, 

serta pengukurannya belum menggunakan teknologi informasi secara maksimal. 

4) Hasil pengukuran kinerja setingkat Eselon II, III, dan IV belum sepenuhnya 

dijadikan dasar pemberian reward & punishment, serta pengukuran kinerja atas 

Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan 

kinerja secara berkala. 

5) Informasi yang disajikan dalam LKIP belum sepenuhnya digunakan untuk menilai 

dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan serta untuk peningkatan dan 

penilaian kinerja. 

6) Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan 

program serta memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan 

peningkatan kinerja. 
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7) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat 

dilaksanakan.  

 

Rekomendasi yang diberikan dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

terjadi dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut. 

1) Pencapaian target dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja agar dimonitor sampai 

dengan tahun berjalan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan. 

2) Pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja agar dimonitor secara berkala dan 

dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. 

3) Pencapaian target Indikator Kinerja Utama eselon III, IV, dan staf agar 

dimanfaatkan untuk penilaian kinerja secara berkala serta pengukurannya 

menggunakan bantuan teknologi informasi secara maksimal.  

4) Hasil pengukuran kinerja setingkat Eselon II, III, dan IV agar dijadikan dasar 

pemberian reward & punishment, serta pengukuran kinerja atas Rencana Aksi 

belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pamantauan kinerja secara 

berkala. 

5) Informasi yang disajikan dalam LKIP agar digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan serta digunakan untuk peningkatan 

dan penilaian kinerja. 

6) Evaluasi program agar dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program 

dan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan 

peningkatan kinerja. 

7) Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja 

dan dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.  
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Gambar III.2.  

Grafik Komponen Nilai LKIP Kota Depok 

 
Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB, 2020 (diolah) 

 

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti diantaranya sebagai berikut. 

1) Memanfaatkan teknologi informasi pada Sistem aplikasi e-SAKIP (elektronik-Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Aplikasi ini dapat membantu perangkat 

daerah dalam memonitor capaian kinerja dan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) dalam melakukan evaluasi dan reviu SAKIP. 
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Gambar III.3. 

Tampilan Aplikasi e-SAKIP Kota Depok 

 

 

Sumber: lakip.depok.go.id 

2) Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya melalui refocusing program dan 

kegiatan, terutama pada masa pandemi Covid-19 penggunaan anggaran 

difokuskan untuk penanganan pandemi dan dampaknya pada seluruh aspek 

kehidupan. 
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3) Melakukan pendampingan dan koordinasi secara berkala kepada perangkat daerah 

tentang pemahaman sistem akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaporan dalam bentuk FGD, bimtek, dan desk asistensi. Untuk 

penyusunan laporan kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari 

Inspektorat Daerah.  

4) Melakukan perubahan dokumen perencanaan meliputi: 

a) reviu dan perbaikan pada kualitas perencanaan yaitu dengan Perda Nomor 

21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021; 

b) reviu dan perbaikan terhadap IKU dengan Keputusan Wali Kota Depok 

Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang 

Penetapan IKU RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 untuk tahun 2019—

2021. 

Desk Pengumpulan Data Kinerja dari Perangkat Daerah untuk Penyusunan LKIP Kota 
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Bimbingan Teknis Aplikasi E-SAKIP Kota Depok 
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MISI II: MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KREATIF DAN BERDAYA 
SAING 

 

Hasil pengukuran capaian target pada Misi II disajikan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel III.5.  

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis pada Misi II 

 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Inter-
pretasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

2 Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 

 
4 Indeks Pendidikan 74,78 78,97 76,27 96,58% 

Tidak 
tercapai 

▲ 80,14 

3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 
5 Indeks Kesehatan 83,55 83,49 83,75 100,31% 

Target 
tercapai 

√ 83,56 

4 Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social 

 6 Indeks Ketahanan 
Keluarga 

Tinggi Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

116,12% 
Target 

tercapai 
√ Tinggi 

Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPAPMK, dan Diskominfo, 2021 

Keterangan:  

√ = mencapai/ melampaui target,  

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu, 

X = tidak mencapai target 

 

Hasil pengukuran terhadap 3 sasaran strategis pada Misi II tersebut di atas dapat 

digambarkan dengan grafik sebagai berikut. 
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Gambar III.4.  

Grafik Tingkat Ketercapaian Target Kinerja Sasaran Strategis pada Misi II 

 

 

 

 

 

2. Meningkatnya Kualitas Akses Layanan Pendidikan  

 

Indikator Kinerja Utama: Indeks Pendidikan 

 

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human Development 

Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indeks komposit yang dihitung 

berdasarkan indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur 

harapan hidup waktu lahir). IPM dibuat sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

perkembangan suatu daerah dan statistik tunggal yang dapat digunakan sebagai 

referensi perkembangan sosial dan ekonomi (undp.org, 2012).  

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewenangan untuk merilis Indeks 

Pendidikan pada semester kedua tahun berikutnya, sehingga untuk realisasi indeks 

pendidikan digunakan data satu tahun sebelumnya.  

 

66.67%

0

33.33%

Capaian Kinerja pada Misi II

Mencapai target Tidak mencapai target Tidak mencapai target tapi meningkat
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Gambar III.5.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 

 

 

Sumber: BPS, 2020 

Berikut pencapaian target kinerja terkait Indeks Pendidikan Kota Depok. 

 

Tabel III.6. 

Realisasi Target Kinerja yang Mendukung Indeks Pendidikan Kota Depok 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

2017 
Realisasi 

2018 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 (%) 

1 Angka harapan rata-
rata lama sekolah 

13,86 
tahun 

13,87 
tahun 

13,90 
tahun 

14,80 
tahun 

13,92 
tahun 

94,05 

2 Angka rata-rata lama 
sekolah 

10,76 
tahun 

10,84 
tahun 

10,85 
tahun 

11,36 
tahun 

11,28 
tahun 

99,30 

Sumber: BPS, 2021 
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Gambar III.6. 

Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Depok 

Tahun 2017—2020  

 

Sumber: BPS, 2020 

 

Target indeks pendidikan tahun 2020 adalah 78,97 sedangkan realisasinya 76,27 

atau capaian sebesar 96,58%. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun 2019 sebesar 74,78 dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan target indeks 

pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar 71,18. Indeks Pendidikan Kota Depok masih 

menempati urutan ke-3 tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota 

Bekasi. 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam 

pendidikan formal pada waktu tertentu. Batas nilai harapan lama sekolah adalah 

minimum 0 dan maksimum 18 tahun. 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat 

SD diperhitungkan lama sekolahnya 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 

selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa 

memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.  

74.37 74.66 74.78
76.27
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Indeks Pendidikan Kota Depok belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh 

indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang 

realisasinya masih belum mencapai target yang diharapkan, yaitu: 

1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)  

HLS di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 13,92 tahun, artinya, secara rata-

rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 

memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,92 tahun atau menamatkan 

pendidikan sampai SMA (12 tahun) dan kuliah selama 1 tahun 9 bulan. 

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  

Target RLS Tahun 2020 sebesar 11,36 tahun sedangkan capaian yang diperoleh 

11,28 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Depok yang berusia 25 

tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai jenjang SMA kelas 11. 

 

Penyebab belum tercapainya target Indeks Pendidikan sebagian besar karena 

masih terdapat peserta didik yang tidak bisa melanjutkan s.d. SMA. Salah satu faktor 

penyebab peserta didik tidak bisa melanjutkan s.d. SMA adalah berasal dari keluarga 

miskin. Pada tahun 2020 Bantuan Siswa Miskin yang sudah diajukan sebanyak 2.305 

siswa (berdasarkan SK Walikota Depok Nomor 903/248/Kpts/Disdik/Huk/2020 tanggal 

15 Juni 2020), akan tetapi bantuan yang dapat dicairkan hanya 807 siswa (sesuai surat 

permohonan pencairan Bansos Siswa Miskin Nomor 903/16665/XII/2020/Disdik tanggal 

23 Desember 2020). Hal tersebut terjadi karena siswa yang diajukan sudah terlanjur 

lulus. Panjangnya proses pencairan anggaran membuat pemberian Bantuan Siswa 

Miskin tidak maksimal.  

 

Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk peningkatan 

Indeks Pendidikan Kota Depok antara lain sebagai berikut. 

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.  

Penyediaan sarana dan prasarana ini terdiri atas penambahan sarana dan 

prasarana serta memaksimalkan rombongan belajar (rombel).  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), atau juga Bentuk Lain yang Sederajat, maka rombel 
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maksimal untuk tingkat SD adalah 24 rombel dengan jumlah maksimal 4 rombel 

di masing-masing tingkat. Untuk tingkat SMP, jumlah rombel maksimal sebanyak 

33 rombel, dengan jumlah maksimal 11 rombel di masing-masing tingkat.  

2) Penyediaan SMP Terbuka. 

Penyediaan SMP Terbuka bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama 

bagi penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan jenjang SMP. Ada 3 lokasi 

SMP Terbuka di Depok yaitu: SMPN 3, SMPN 10, dan SMPN 12. 

3) Mendorong dibukanya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di seluruh 

kecamatan.  

PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang 

bergerak dalam bidang Pendidikan. Kondisi saat ini terdapat 52 PKBM yang 

tersebar di 11 kecamatan, dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar. Dengan semakin 

banyaknya PKBM yang dibuka, maka kesempatan warga Depok yang belum 

bersekolah, belum menyelesaikan sekolahnya, dapat terfasilitasi melalui PKBM ini. 

Peserta didik dapat memilih program sesuai dengan pendidikan terakhir mereka, 

seperti program Kejar paket A, Kejar paket B, dan Kejar Paket C.  

4) Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan. 

Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan bertujuan untuk menjamin bahwa 

siswa miskin dapat terus bersekolah sampai jenjang SMA atau 12 tahun. Bantuan 

sosial bagi siswa miskin melalui dana Hibah BOS APBD bagi peserta didik jenjang 

SD/MI (swasta) sebesar Rp2.000.000,00. Bagi peserta didik SMP/MTS (swasta) 

sebesar Rp3.000.000,00. Peserta didik SMP/MTS yang akan melanjutkan ke 

jenjang SMA mendapatkan bantuan pendidikan melalui bantuan sosial sebesar 

Rp2.000.000 pertahun. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak 

Usia Dini (BOP PAUD) dari APBN sebesar Rp600.000/siswa/tahun dan dari APBD 

sebesar Rp500.000/bulan/lembaga, serta peningkatan kesejahteraan guru 

honorer sebesar Rp100.000/guru/bulan. 

5) Pendataan Anak Usia Dini (5-6 tahun) di Tingkat Kelurahan 

Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendataan yang digunakan untuk 

dasar sekolah-sekolah PAUD dalam menjaring peserta didik. Sehingga anak usia 

dini (usia 5-6 tahun) dapat bersekolah, dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya 

dalam meningkatkan indeks pendidikan. 
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6) Pembelajaran pada Masa Pandemi 

a) Menerbitkan Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Perwal ini mengatur 

tentang Metode Pembelajaran dengan BDR (Belajar Di Rumah) guna 

mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di sekolah.  

b) Menerbitkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 420/338-Huk/Disdik 

tentang Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Surat Edaran ini 

menindaklanjuti Perwal Nomor 48 Tahun 2020 yang mengatur Pembelajaran 

di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Depok. 

Tabel III.7. 

Program Pendukung untuk Mencapai Target Indeks Pendidikan 

Belanja Anggaran Realisasi 
Keuangan 

Capaian 
Keuangan 

BELANJA TIDAK LANGSUNG       

Belanja Pegawai 461.892.600.292 400.068.914.773 86,62 

Gaji dan Tunjangan 361.914.628.042 325.416.820.303 89,92 

Tambahan Penghasilan PNS 99.977.972.250 74.520.314.999 74,54 

Total  461.892.600.292 400.068.914.773 86,59 

BELANJA LANGSUNG       
Peningkatan Administrasi 
Perkantoran 981.277.600 978.167.700 99,68 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 439.335.000 422.511.662 96,17 

Peningkatan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 52.336.000 52.298.000 99,93 

Peningkatan Kualitas perencanaan 391.285.000 348.821.000 89,15 

Peningkatan sarana dan prasarana 
pendidikan 33.387.955.300 26.633.554.624 79,77 

Peningkatan Akses Pembiayaan 
Pendidikan 240.179.698.300 231.993.606.450 96,59 

Pendidikan Anak Usia dini dan 
lembaga pendidikan Masyarakat 932.254.000 912.949.000 97,93 

Peningkatan Kualitas dan tata 
kelola pendidikan 2.061.850.800 1.893.609.722 91,84 

Standarisasi Pelayanan Publik 32.911.600 32.911.600 100 
Peningkatan Kualitas Tenaga 
pendidik 838.400.750 784.555.950 93,58 

Total  279.297.304.350 264.052.985.708 94,54 

Total (A+B) 741.189.904.642 663.990.121.010 89,58 
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Kontribusi Peningkatan Minat Baca terhadap Indeks Pendidikan 

Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Depok melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan indikator sebagai 

berikut. 

Target persentase minat baca tahun 2020 sebesar 50% dengan realisasi sebesar 

66,37% atau capaian sebesar 132,74%. Nilai ini bahkan lebih tinggi daripada Provinsi 

Jawa Barat 62,11% dan Nasional 54,17%. 

Gambar III.7. 

Persentase Minat Baca Kota Depok Tahun 2018—2020  

 

 

Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Kota Depok telah diperkuat 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca. 

Survei minat baca dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan 

Perpustakaan Nasional. Berikut hasil survei minat baca terhadap 400 responden.  

Tabel III.8.  

Rata-rata Minat Baca berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan terakhir  % responden % Rata-rata minat baca 

Pelajar SMP/MTs 74,47 63,97 

Pelajar SMA/SMK/MA 8,94 69,05 

Diploma (D1, D2, D3) 1,28 75,56 

Sarjana (S1, D4) 11,91 73,87 

Magister (S2) 3,40 82,08 

Rata-rata minat baca  66,37 

63.94%

64.88%

66.37%

62.00%

63.00%

64.00%

65.00%

66.00%

67.00%

2018 2019 2020

Persentase Minat Baca Kota Depok
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Faktor-faktor pendukung pencapaian minat baca masyarakat. 

1) Keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan umum Kota Depok 

dengan jumlah koleksi buku pada tahun 2020 sebanyak 47.714 eksemplar dengan 

22.863 judul, memberikan dampak positif terhadap kegemaran membaca jauh lebih 

baik bagi pelajar/mahasiswa/masyarakat. 

2) SDM pelayanan yang cukup memadai antara lain Pejabat Fungsional Pustakawan 

dan tenaga pustakawan non-PNS. 

3) Armada Perpustakaan Keliling sebanyak 4 (empat) buah dengan realisasi 

jangkauan 350 titik. 

4) Telah dilakukan penataan perpustakaan umum agar lebih instragamabel sehingga 

berdampak positif pada jumlah dan lama kunjungan di perpustakaan. 

5) Adanya e-library yang dapat diakses kapanpun dan di manapun terutama pada 

masa pandemi Covid-19 dengan jumlah koleksi e-book sebanyak 2.037 judul. 

6) Jumlah anggota Perpustakaan sampai dengan tahun 2020 adalah 15.494 anggota 

dan jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 adalah 217.961 pemustaka. 

Alokasi anggaran untuk meningkatkan minat baca masyarakat tersebut sebesar 

Rp1.426.233.900,00 dengan realisasi anggaran Rp1.406.100.466,00 atau 98,59% 

dengan melaksanakan Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dengan efisiensi 

Rp20.133.434,00. 

 

 

 

3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 

Indikator Kinerja Utama: Indeks Kesehatan 

 

Pada komponen kesehatan, Indeks Kesehatan diukur melalui Angka Harapan 

Hidup (AHH) pada saat lahir (life expectancy at birth), yaitu rata-rata tahun hidup yang 

akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator AHH 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya lingkungan, status gizi masyarakat, dan 

kematian karena penyakit.  
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Capaian indeks kesehatan Kota Depok sudah mencapai target yang diharapkan, 

yaitu 83,75% dari target 83,49% atau capaian kinerja sebesar 100,31%. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung Indeks Kesehatan sudah cukup baik.  

Variabel Indeks kesehatan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi kesehatan 

masyarakat cukup banyak, tetapi yang ditampilkan antara lain Angka Kematian Ibu 

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Buruk, dan Tingkat Tatanan Kota 

Sehat. Capaian variabel tersebut diuraikan pada tabel berikut. 

 

Tabel III.9.  

Capaian Indikator Kinerja Terkait Indeks Kesehatan  

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2017 

Realisasi 
2018 

Realisasi 
2019 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Status 
Capaian 

Target 
2021 

1 Tingkat 
Tatanan 
Kota Sehat 

80% 
Wiwerda 

100% 
Wiwerda 

100% 
Wistara 

80% 
Wistara 

100% 
Wistara 

125,00% √ 100% 
Wistara 

2 Angka 
Kematian 
Bayi  

1,69/ 
1000 KH 

1,52/ 
1000 KH 

1,80/ 
1000 KH 

2,16/ 
1000 KH 

1,19/ 
1000 KH 

144,90% √ 2,14/ 
1000 KH 

3 Angka 
Kematian 
Ibu  

46,88/ 
100,000 

KH 

40,82/ 
100,000 

KH 

82,44/ 
100,000 

KH 

38,50/ 
100,000 

KH 

58,45/ 
100,000 

KH 

48,18% ▲ 38,25/ 
100,000 

KH 
4 Prevalensi 

Gizi Buruk  
0,064 0,061 0,056 0,050 0,067 66,00% X 0,050% 

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 

Keterangan:  √ = mencapai/melampaui target; 

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu, 

X = tidak mencapai target. 

 

Indikator indeks kesehatan di Kota Depok dianalisis melalui 4 indikator. 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 terdapat 2 indikator mencapai target, yaitu 

Tatanan Kota Sehat dan Angka Kematian Bayi, 1 indikator belum mencapai target tetapi 

meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu Angka Kematian Ibu, dan 1 indikator belum 

mencapai target yang diharapkan, yaitu Prevalensi Gizi Buruk. Uraian hasil pengukuran 

sebagai berikut. 
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1. Tatanan Kota Sehat 

Kabupaten/Kota Sehat adalan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, 

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya 

penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat 

dan Pemerintah Daerah. Tatanan merupakan sasaran Kabupaten/Kota sehat yang sesuai 

dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten/Kota, 

yang terdiri dari 9 tatanan, yaitu:  

1) Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;  

2) Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi; 

3) Kawasan Pertambangan Sehat (tidak ada di Kota Depok); 

4) Kawasan Hutan Sehat (tidak ada di Kota Depok); 

5) Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; 

6) Kawasan Pariwisata Sehat; 

7) Ketahanan Pangan dan Gizi; 

8) Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri; dan  

9) Kehidupan Sosial Yang Sehat. 

Pada tahun 2013 dan 2015 Kota Depok telah memenuhi kriteria yang ditetapkan 

dan mendapat penghargaan Swasti Saba dengan katagori PADAPA, yaitu penghargaan 

yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf 

pemantapan dengan 2 tatanan yang dipilih yaitu : 

1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; dan  

2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri 

Sementara pada tahun 2017 Kota Depok meraih penghargaan Swasti Saba 

dengan katagori WIWERDA, yaitu penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota 

Sehat pada taraf pembinaan. Tatanan yang dipilih yaitu: 

1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; 

2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri; 

3) Ketahanan pangan dan gizi; dan  

4) Kehidupan sosial yang sehat. 

Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota Depok yang menetapkan 4 

tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota Sehat, sebagai salah satu Indikator 

Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2019, Kota 

Depok menambah 3 (tiga) tatanan Kota Sehat, yaitu: 
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1)  Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; 

2)  Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi; dan 

3)  Kawasan Pariwisata Sehat. 

Setelah melalui tahapan penilaian berhasil mencapai penghargaan Swasti Saba dengan 

katagori WISTARA.  

Pada tahun 2020 kegiatan penilaian Kota Sehat tidak dilakukan. Namun, 

pembinaan Lokus di setiap Kecamatan tetap dilakukan secara daring karena dalam masa 

Pandemi Covid-19.  

 Meskipun telah mencapai target tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

upaya penguatan Tatanan Kota Sehat antara lain: 

1) Optimalisasi pembinaan Kader Forum Kota Depok Sehat (FKDS) secara merata dan 

intensif; 

2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program melalui grup whatsapp 

terkait kegiatan kota sehat; 

3) Menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Panduan bagi Perangkat Daerah 

dalam Melaksanakan Kegiatan Kota Sehat; 

4) Melakukan refreshing kader melalui pertemuan dan sosialisasi tatanan kota sehat. 

5) Pemanfaatan website SIMPOK SEHAT sebagai sebuah tools yang memudahkan 

pencatatan dan pelaporan kegiatan Kota Sehat oleh FKDS dan Forum Komunikasi 

Kecamatan Sehat (FKKS). 

 
 

 
 

 
 

 
 Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kelurahan Sehat di Kelurahan Bojongsari 

Kecamatan Bojongsari 
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Kunjungan Tim Pembina Kota Sehat Provinsi Jabar 

 

2. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) 

 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai 

bayi belum berusia tepat satu tahun. Indikatornya dilihat dari rasio Angka Kematian Bayi 

(AKB), yaitu banyaknya kematian bayi dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup 

(KH). Adapun rumus AKB sebagai berikut. 

AKB = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟 0−1 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟 1 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 ℎ𝑟𝑟𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟

 x 1000 

AKB = �𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐵𝐵
� x K 

Do = Jumlah kematian bayi yang belum mencapai ulang tahunnya yang pertama 

yang dicatat selama satu tahun 

B = jumlah lahir hidup pada tahun yang sama 

K = konstanta = 1000 

 

Pada tahun 2020, kasus kematian bayi mencapai 53 kasus dari 44.480 Kelahiran 

Hidup atau 1,19/1.000 KH. Capaian ini masih dibawah target tahun 2020 sebesar 

2,16/1.000 KH. Namun, bila dilihat tren selama beberapa tahun terakhir, capaian tahun 

2016 sebesar 2,20/1.000 KH, tahun 2017 sebesar 1,68/1.000 KH, tahun 2018 sebesar 

1,55/1.000 KH, dan tahun 2019 sebesar 1,8/1.000 KH. Capaian AKB Kota Depok tahun 

2020 sudah cukup bagus karena dibawah target Sustainable Development Goals (SDG’s), 

yaitu 12/1.000 KH pada tahun 2030. Capaian AKB dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar III.8.  

Grafik Capaian Angka Kematian Bayi di Kota Depok (per 1.000 KH) 
 

 
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 
 

Kasus kematian bayi terbanyak di Kota Depok tahun 2020 terdapat di Kecamatan 

Cimanggis (13 kasus), Kecamatan Tapos (10 kasus), Sukmajaya (8 kasus). Penyebab 

utama kasus kematian bayi tahun 2020 adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

sebanyak 13 kasus (28,26%), Kelainan Bawaan sebanyak 8 kasus (17,39%), dan 

Asfiksia sebanyak 12 kasus (26,08%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor kondisi ibu 

sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan kondisi bayinya.  

 

3. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) 

 

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam 

kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan 

atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau 

pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. 

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat komplikasi kehamilan, 

persalinan, dan masa nifas yang dicatat selama satu tahun per 1000 kelahiran hidup 

pada tahun yang sama dengan rumus: 

 

Angka kematian ibu  =
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐽𝐽 ℎ𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘,
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟 1 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘

𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 ℎ𝑟𝑟𝑑𝑑𝐽𝐽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟
 X 1.000 
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Jumlah kasus kematian ibu mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Pada 

tahun 2016 sebesar 38,85/100.000 KH, tahun 2017 sebesar 46,87 per 100.000 KH, 

tahun 2018 41,64/100.000 KH, dan tahun 2019 82,44/100.000 KH. Pada tahun 

2020, jumlah kasus kematian ibu mencapai 26 kasus dari 44.480KH atau AKI 

58,45/100.000 KH. Capaian ini belum mencapai target tahun 2020 sebesar 

38,50/100.000 KH. Namun, bila dibandingkan dengan standar nasional, capaian 

tahun 2020 melampaui target Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah 

70/100.000 KH pada tahun 2030. Capaian AKI dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar III.9.  

Grafik Capaian Angka Kematian Ibu di Kota Depok (per 100.000 KH) 

 

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 
 

Pada tahun 2020 penyebab kematian ibu terbanyak adalah penyebab langsung 

antara lain PEB/Eklampsia/Hipertensi 23,76% (6 kasus) dan perdarahan 19,23% (5 

kasus). Penyebab tidak langsung sebanyak 38,46% (10 kasus) diantaranya penyakit 

Asma, Ca mamae, Pnemonia, DBD, Covid-19, dan emboli. Faktor risiko usia saat hamil 

juga dapat mempengaruhi kualitas kehamilan seseorang. Tahun 2020 jumlah kematian 

ibu pada usia berisiko tinggi > 35 tahun terdapat 34,61% (9 kasus). Jumlah ini 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 19% (7 kasus).  

Karakteristik kematian ibu berdasarkan status kehamilan, terbanyak pada 

kelompok multi para (kehamilan >1 anak) sebesar 65,38% (17 kasus), primi gravida 

sebesar 23% (6 kasus), dan multi grande sebesar 11,5% (3 kasus). Berdasarkan 

periode meninggal, berbeda pada tahun 2019 dimana 73% kasus terbanyak pada saat 

nifas, maka tahun 2020 terbanyak aterm/cukup bulan dan pada saat masa nifas, yaitu 

39.00
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sebesar 38,46% (10 kasus), pada saat kehamilan 42,30% (11 kasus). Kasus kematian 

ibu berdasarkan lokasi kejadian meninggal paling banyak di rumah sakit sebanyak 

84,61% (22 kasus). 

Kasus kematian Ibu akibat hamil, bersalin dan nifas tersebar pada wilayah 

kecamatan di Kota Depok, kecuali Kecamatan Cinere dan Cipayung. Kasus terbanyak 

terdapat di Kecamatan Sawangan sebesar 19,23% (5 kasus), diikuti oleh Kecamatan 

Cilodong, Cimanggis, Beji, Bojongsari dan Sawangan masing-masing 11,53% (3 

kasus), serta 7,69% (2 kasus) di Kecamatan Limo, Tapos, dan Pancoran Mas. 

Berdasarkan lokasi, kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Rumah Sakit sebesar 

84,61% (22 kasus). Walaupun sebagian besar rujukan sudah ditangani oleh tenaga 

kesehatan, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan kematian ibu tidak dapat 

dihindari. 

Kasus kematian ibu dan kematian bayi disebabkan oleh faktor internal ataupun 

eksternal organisasi.  

Faktor internal organisasi sebagai berikut. 

1) Praktik Mandiri Bidan belum mendapat pelatihan dalam penanganan asuhan 

prarujukan. 

2) Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) belum 

diberikan pada tenaga kesehatan di Puskesmas. 

3) Antenatal Care (ANC) 10 T belum optimal sesuai standar. 

4) Kegiatan skrining kehamilan berisiko tinggi dan Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K) belum maksimal.  

5) Jejaring/sistem rujukan rumah sakit belum maksimal. 

6) Terbatasnya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119. 

7) Pelaksanaan tugas Tim AMP dan Pengawas KIBBLA belum optimal.  

Faktor eksternal organisasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 

1) Pemberdayaan masyarakat, peran lintas program dan lintas sektoral terkait 

pentingnya persalinan yang aman masih belum optimal. 

2) Sosial ekonomi yang kurang sehingga mempengaruhi asupan zat gizi ibu yang 

dapat menyebabkan ibu mengalami anemia gizi. 

3) Belum semua sasaran Ibu Hamil menjadi peserta BPJS.  

4) Jumlah sarana Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensive Care Unit 

(NICU) di Kota Depok belum memadai. 
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Upaya penguatan dalam menurunkan rasio angka kematian ibu dan rasio 

angka kematian bayi adalah sebagai berikut. 

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

untuk ibu dan bayi di Puskesmas PONED. 

2) Peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas PONED. 

3) Optimalisasi P4K di masyarakat. 

4) Peningkatan jumlah rumah sakit yang mampu PONED. 

5) Peningkatan cakupan Ibu hamil yang memiliki jaminan kesehatan. 

6) Optimalisasi Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pengawas Kesehatan Ibu, 

Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA). 

7) Peningkatan sistem rujukan. 

8) Peningkatan kompetensi Praktik Mandiri Bidan dalam memberi pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi. 

 

4. Prevalensi Gizi Buruk 

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

menentukan derajat kesehatan. Penilaian status gizi balita menggunakan pengukuran 

antropometri yang menilai status gizi buruk dengan menghitung indeks berat badan 

menurut umur (BB/U) dan menilai stunting dengan menghitung indeks tinggi badan 

menurut umur (TB/U).  

Status gizi buruk pada balita perlu mendapat perhatian karena masa balita 

merupakan masa emas perkembangan baik kecerdasan dan pertumbuhan fisik. Apabila 

pada masa keemasan tersebut mengalami gizi buruk maka akan berdampak pada 

kualitas hidup selanjutnya.  

Pada tahun 2016 kasus gizi buruk di Kota Depok sebanyak 85 kasus dari 133.466 

balita (0,064%), tahun 2017 sebanyak 83 kasus dari 129.628 balita (0,064%), tahun 

2018 sebanyak 76 kasus dari 124.862 balita (0,061%), dan tahun 2019 sebanyak 64 

kasus dari 115.141 balita (0,056%).  

Pada tahun 2020 kasus gizi buruk adalah 72 kasus dari 107.710 balita atau 

0,067% dari target 0,050%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, 

capaian di tahun ini mengalami penurunan. Sementara dibandingkan dengan angka 

nasional, capaian tahun 2020 sudah diatas prevalensi nasional dan Jawa Barat. 
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Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi gizi buruk (BB/TB) hasil 

Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 3,5% dan Jawa Barat sebesar 3,2%. 

Capaian Prevalensi Gizi Buruk di Kota Depok tahun 2016—2020 dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar III.10.  

Prevalensi Gizi Buruk di Kota Depok  

 
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020 

Sebaran kasus gizi buruk (BB/U) berdasarkan wilayah secara lengkap sebagai berikut. 

Tabel III.10.  

Prevalensi Gizi Buruk Kota Depok Tahun 2020 

No Kecamatan Jumlah Balita 
ditimbang 

Jumlah Balita 
Gizi Buruk 

Prevalensi Balita 
Gizi Buruk (%) 

1 Sawangan 10.429 8 0,077 

2 Bojongsari 8.011 5 0,062 

3 Pancoran Mas 12.377 7 0,057 

4 Cipayung 8.793 5 0,057 

5 Sukmajaya 10.568 12 0,114 

6 Cilodong 10.952 6 0,055 

7 Cimanggis 13.533 7 0,052 

8 Tapos 15.159 14 0,092 

9 Beji 8.405 6 0,071 

10 Limo 5.856 1 0,017 

11 Cinere 3.651 1 0,027 

 Total 107.734 72 0,067 

Sumber: Bulan Penimbangan Balita, Agustus 2020 
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Selain status gizi buruk balita, penilaian status gizi dapat dilihat dari tingkat 

prevalensi stunting sebagai berikut. 

Tabel III.11.  

Prevalensi Stunting di Kota Depok Tahun 2020 

No Kecamatan Jumlah Balita 
ditimbang 

Jumlah Balita 
Stunting 

Prevalensi Balita 
Stunting (%) 

1 Sawangan 10.429 1.107 10.61 

2 Bojongsari 8.011 707 8.83 

3 Pancoran Mas 12.387 948 7.65 

4 Cipayung 8.786 215 2.45 

5 Sukmajaya 10.573 437 4.13 

6 Cilodong 10.949 387 3.53 

7 Cimanggis 13.524 316 2.34 

8 Tapos 15.159 865 5.71 

9 Beji 8.404 234 2.78 

10 Limo 5.856 250 4.27 

11 Cinere 3.632 252 6.94 

 Total 10.429 5.718 54.83 

Sumber: Bulan Penimbangan Balita, Agustus 2020 

 

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja indikator Prevalensi Gizi 

Buruk antara lain sebagai berikut. 

Variabel Pendorong Penghambat 
Sumber Daya 
Manusia (Man) 

Tersedianya tenaga gizi di Puskesmas 1. Belum semua tenaga 
pelaksana gizi di Puskesmas 
mendapatkan pelatihan,  kete-
rampilan penanganan gizi 
buruk 

2. Masih banyak pelaksana gizi 
Puskesmas yang melaksanakan 
tupoksi lain 

Anggaran  
(Money) 

1. Tersedianya alokasi anggaran untuk program 
Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
tahun 2020 pada Dinas Kesehatan yang 
bersumber dari APBD 

2. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non- 
Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 
yang digunakan untuk pelaksanakan teknis 
kegiatan Penanganan Masalah Gizi 
Masyarakat dan Pembinaan ASI Eksklusif di 
tingkat Puskesmas 

3. Tersedianya biaya pendampingan untuk 
keluarga pasien dengan gizi buruk yang 

- 
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Variabel Pendorong Penghambat 
dirawat di Therapeutic Feeding Centre (TFC) 
Rawat Inap 

4. Tersedianya anggaran jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi warga tidak mampu melalui 
skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 
Bansos 

Sarana 
Prasarana 
(Material) 

1. Tersedianya sarana prasarana untuk 
pelayanan gizi yang bersifat promotif dan 
preventif di 38 Puskesmas serta media 
promosi (leaflet, lembar balik, dan lain lain) 
untuk mendukung upaya penanganan 
giz i  masyarakat; 

2. Tersedianya 6 TFC untuk pelayanan kuratif 
dan rehabilitatif penanganan kasus gizi buruk 
(1 TFC Rawat Inap di Puskesmas Sukmajaya 
dan 5 TFC Rawat Jalan pada 5 Puskesmas, 
yaitu Tapos, Cimanggis, Sawangan, 
Bojongsari, Pancoran Mas) 

3. Tersedianya Pelayanan Puskesmas Ramah 
Anak pada 27 Puskesmas  

4. Tersedianya Ruang Laktasi pada setiap 
Puskesmas, perkantoran, tempat-tempat 
umum, dsb. 

Belum optimalnya fasilitas 
pendukung pelayanan tata 
laksana gizi buruk di Puskesmas 
TFC dan ruang bermain/edukasi 
balita 
 
 

Machine Kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara 
Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan, Organisasi Profesi, Akademisi, LSM, 
pihak swasta dan masyarakat 

1. Masih terdapat penyakit 
penyerta pada balita gizi buruk 
yang memperberat kondisi dan 
menghambat pemulihan 

2. Masih terdapat masalah 
sosioekonomi yang menjadi 
variabel tidak langsung 
kejadian kasus gizi buruk 

Methode Tersedianya kebijakan yang mendukung yaitu:  
a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang 

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak 
(KIBBLA) 

b. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota 
Layak Anak 

c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang 
Ketahanan Keluarga 

d. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem 
Kesehatan Daerah  

1. Masih terdapat kendala teknis 
dalam pengadaan PMT di 
Puskesmas 

2. Penemuan kasus gizi buruk 
belum optimal 

 

Permasalahan dan Solusi Prevalensi Gizi Buruk 

Permasalahan Solusi 
1. Tenaga pelaksana gizi di Puskesmas 

mendapatkan pelatihan, keterampilan 
penanganan gizi buruk 

2. Masih banyak pelaksana gizi puskesmas 
yang melaksanakan tupoksi lain 

1. Dilakukan pelatihan dan pendampingan paska 
pelatihan kepada tenaga pelaksana gizi 
Puskesmas 

2. Koordinasi lintas program terkait pelayanan 
sesuai dengan tupoksi (jabfung gizi)  
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Permasalahan Solusi 
3. Belum semua RS melaksanakan tata laksana 

gizi buruk ketika menerima pasien rujukan 
gizi buruk 

4. Belum optimalnya fasilitas pendukung 
pelayanan tata laksana gizi buruk di 
puskesmas TFC dan ruang bermain/edukasi 
balita 

5. Masih terdapat penyakit penyerta pada 
balita gizi buruk yang memperberat kondisi 
dan menghambat pemulihan 

6. Masih terdapat kendala teknis dalam 
pengadaan PMT di Puskesmas 

7. Penemuan kasus gizi buruk belum optimal 

3. Pembinaan jejaring faskes rujukan dalam tata 
laksana gizi buruk 

4. Memberikan arahan kepada kepala puskesmas 
terkait pemenuhan fasilitas pendukung 
pelayanan tata laksana gizi buruk di 
puskesmas TFC dan ruang bermain, alat 
edukasi dan skrining tumbuh kembang balita 

5. Konsultasi dan rujukan medis sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhannya 

6. Pembinaan dan pendampingan dari dinas 
kesehatan 

7. Melatih tim tata laksana gizi buruk di semua 
Puskesmas 

 

Hasil capaian indeks kesehatan Kota Depok dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

Gambar III.11. 

Perbandingan Indeks Kesehatan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2016—2020  

 

Sumber: BPS, 2021 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa indeks kesehatan Kota Depok 

tahun 2016—2020 selalu meningkat dan lebih tinggi daripada indeks kesehatan Provinsi 

Jawa Barat. Capaian ini didukung dengan program-program bidang kesehatan sebagai 

berikut. 
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Tabel III.12. 

Program Pendukung Pencapaian Indeks Kesehatan 

No. Program Pagu Anggaran 
(Rp) 

Penyerapan 
Anggaran (Rp) 

Realisasi 
(%) 

1 Peningkatan Kesehatan 
Keluarga 

457,473,000 433,345,500 94,73 

2 Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
menular dan Tidak Menular 

27,852,003,946 21,243,826,052 76,27 

3 Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Sarana dan 
Prasarana Pelayanan 

1,025,716,700 987,330,500 96,26 

4 Pengembangan Program 
Kota Sehat 

103,232,000 91,450,000 88,59 

5 Peningkatan Kesehatan 
Lingkungan 

97,366,600 92,788,600 95,30 

6 Peningkatan Promosi 
Kesehatan 

1,745,775,500 1,605,673,698 91,97 

7 Peningkatan Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 

844,072,300 200,600,200 23,77 

8 Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan 

145,666,168,477 131,301,817,688      90,14 

9 Peningkatan Sarana 
Prasarana Kesehatan 

6,056,762,560 5,369,396,463 88,65 

10 Peningkatan Kualitas Sumber 
Daya Aparatur 

4,490,104,600 4,490,104,600 100,00 

11 Pengembangan dan 
Pengelolaan BLUD 

65,966,556,025 53,341,102,423 80,86 

12 Pembangunan dan 
Pengembangan Teknologi 
Informatika 

492,476,600 449,084,929 91,19 

JUMLAH    254,596,340,795  219,606,520,653 86,26 

 

Keberhasilan pencapaian target indeks kesehatan juga didukung oleh 

kontribusi RSUD Kota Depok dalam mencapai target BOR (bed occupancy ratio) yaitu 

angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap.  

Berdasarkan Standar Kementerian Kesehatan nilai BOR adalah 60—85%. Pada 

tahun 2020 target BOR adalah 80% dengan realisasi mencapai 69,34% atau capaian 

sebesar 86,68%. Capaian BOR sebesar 69,34% didasarkan pada pelayanan rawat 

inap pasien Covid-19 pada tahun 2020 yang penilaiannya dimulai pada bulan Maret 

hingga Desember 2020. Meskipun belum mencapai target, tetapi capaian ini masih 

memenuhi standar Kementerian Kesehatan.  
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Faktor penyebab target nilai BOR tidak tercapai karena adanya penyesuaian 

kebijakan akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada pelayanan. 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 440/204/Kpts/Dinkes/Huk/2020 

tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebagai Rumah Sakit 

Penyelenggara Pelayanan Covid-19 di Kota Depok, maka pada bulan Mei, Juni, dan 

Juli tahun 2020 pelayanan rawat inap tidak menerima pasien non Covid-19.  

Pelayanan rawat inap mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi 

Covid-19, hal ini karena perubahan jumlah tempat tidur rawat inap, jumlah SDM 

terkonfirmasi positif covid-19 yang mempengaruhi kemampuan RSUD dalam 

menerima pasien yang bisa dirawat, serta banyak masyarakat yang takut untuk 

datang ke RSUD. 

Hambatan dalam pencapaian target nilai BOR: 

1) terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh pelayanan 

di RSUD Kota Depok; 

2) perubahan kebijakan dan peraturan terkait pelayanan RSUD yang 

memprioritaskan pelayanan Covid-19. 

Strategi upaya pemecahan masalah: 

1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, 

Bappeda, Inspektorat, BKD, Satgas Covid-19, dan Instansi terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; 

2) membuat kebijakan khusus terkait penanganan pandemi Covid-19 dengan 

mengalihkan fungsi Gedung Kenanga menjadi ruang rawat pasien Covid-19, 

penambahan tempat tidur ICU Covid-19, serta menjadikan lantai 7 dan 8 

menjadi ruang rawat inap Covid-19; 

3) melakukan evaluasi internal terkait pelayanan rawat inap dan memperbaiki 

pengumpulan data sensus harian rawat inap. 

Tabel III.13. 

Program untuk Mencapai Target BOR 

Sumber Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 
APBD Kota 
Depok 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Dasar dan 
Rujukan 

48.970.821.436 47.892.448.208 97,80% 

Dana BLUD 
RSUD Kota 
Depok 

Program 
Pengembangan dan 
Pengelolaan BLUD 

95.915.594.786 89.915.460.305 93,74% 
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Pada tahun 2019 Wali Kota Depok telah menerima penghargaan Kota Sehat 

berupa Piala Swastisaba Wistara sebagai Kota Sehat tingkat nasional dari Kementerian 

Kesehatan RI. 

 

Wali Kota menerima Piala Swastisaba Wistara  

 

 

4. Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial 

 

Indikator Kinerja Utama: Indeks Ketahanan Keluarga 

 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 

6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa 

konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 dimensi yaitu (1) 

Legalitas dan Struktur Keluarga; (2) Ketahanan Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi, (4) 

Ketahanan Sosial Psikologi; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Indeks Ketahanan 

Keluarga digunakan untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan 

peranan, fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan 

anggotanya. Komponen variabel penilaian ketahanan keluarga di Kota Depok meliputi: 

1) Ketahanan Fisik, yang meliputi: 

a. status ekonomi 

b. kecukupan pangan 

c. status kesehatan 

d. status tempat tinggal 
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2) Ketahanan Psikologi yang meliputi: 

a. relasi suami-istri 

b. pengasuhan dan relasi orangtua-anak 

c. cara mengatasi konflik/masalah keluarga 

d. kebersamaan keluarga 

3) Ketahanan Sosial yang meliputi: 

a. kesejahteraan sosial 

b. interaksi sehat dengan media digital 

c. partisipasi keluarga 

d. legalitas perkawinan dan akte kelahiran 

e. keutuhan keluarga 

4) Ketahanan Spiritual yang meliputi: 

a. komitmen beragama 

b. pemahaman peran suami-istri dan orangtua dalam bingkai agama 

5) Ketahanan eksternal (kebijakan pemerintah) yang meliputi: 

a. meningkatnya penyediaan lapangan kerja  

b. penyediaan sarana pendukung ketahanan keluarga 

 

Tabel III.14. 

Kategori Nilai Indeks Ketahanan Keluarga 

Kategori R-IKK Rentang Data Sama Persentil Standar Deviasi 

1 2 3 4 
Sangat Rendah Kurang dari 61,16 Kurang dari 68,59 Kurang dari 62,96 

Rendah 61,16 – 65,76 68,59 – 71,17 62,96 – 67,41 

Cukup 65,76 – 70,36 71,17 – 72,81 67,41 – 76,30 

Tinggi 70,36 – 74,96 72,81 – 74,81 76,30 – 80,75 

Sangat Tingi Lebih dari atau sama 
dengan 74,96 

Lebih dari atau 
sama dengan 
74,81 

Lebih dari atau 
sama dengan 
80,75 
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Gambar III.12. 

Proses Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga 

 

 

Hasil Survey Indeks Ketahanan Keluarga diuraikan sebagai berikut. 

1) Indeks ketahanan keluarga di Kota Depok tahun 2020 tergolong “sangat tinggi” 

dengan nilai IKK 88,6 meningkat dari tahun 2019 yaitu 77,46 termasuk kategori 

“tinggi”. Capaian tahun 2020 ini menunjukkan capaian kinerja indeks 

ketahanan keluarga Kota Depok sebesar 116,12%. 

2) Ketahanan Sosial mempunyai indeks paling tinggi, hal ini menunjukkan baiknya 

tingkat pemahaman dan kerangka berfikir pasangan untuk membangun interaksi 

dan komunikasi yang efektif dalam menjalankan perannya dalam keluarga dan 

masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a) Indeks ketahanan keluarga Kota Depok sebesar 88,6. 

b) IKK fisik ekonomi yang paling rendah yaitu sebesar 85,01. 

c) IKK psikologis sebesar 85,78.  

d) IKK sosial sebesar 93,57.  

3) Ketahanan Fisik memberikan kontribusi paling besar terhadap ketahanan keluarga 

artinya pendapatan keluarga, kepemilikan aset, kemampuan menangani masalah 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan 

papan merupakan indikator utama dalam ketahanan keluarga.  
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4) Kesejahteraan Psikologis berupa hubungan interpersonal, intrapersonal, 

kecemasan terhadap masa depan, konsep diri, kepuasan hidup, berkontribusi 

paling besar terhadap ketahanan psikologis. Penanganan masalah sosial berupa 

perhatian dan kerjasama dalam keluarga, kesadaran akan nilai keluarga, beribadah 

dengan khusyu, adanya dukungan keluarga dan sosial memberikan kontribusi 

terbesar terhadap ketahanan sosial.  

5) Religiusitas berpengaruh terhadap ketahanan keluarga di Kota Depok. Hal ini 

menunjukkan bahwa keyakinan beragama, memahami pentingnya beragama, 

pengamalan ibadah secara pribadi dan kegiatan keagamaan di masyarakat 

memberikan kontribusi terhadap ketahanan keluarga secara signifikan. 

 

Capaian IKK =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡𝑟𝑟 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑘𝑘

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐽𝐽𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟
 × 100% 

Capaian IKK =  
88,60
76.30

 × 100% = 116,12% 

 

Faktor pendorong pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga, sebagai berikut. 

1) Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga serta 

Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. 

2) Pada RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 terdapat Program Unggulan “Depok 

Kota Ramah Keluarga”. Hal ini menjadi fokus utama beberapa perangkat daerah 

dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan tercapainya program tersebut. 

 

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indeks Ketahanan Keluarga.  

1) Melaksanakan sosialisasi penguatan ketahanan keluarga melalui: 

a) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) melalui kegiatan bincang keluarga, 

roadshow PUSPAGA, dan ceria bersama PUSPAGA; 

b) Gerakan Perlindungan Anak dan Parenting melalui kegiatan sekolah ayah 

bunda, kampanye gerakan sayang keluarga, talkshow sosialisasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak (SKPA) serta Sekolah Pranikah; 

c) Program Pengarusutamaan Gender yang menekankan pada isu-isu gender 

dan pemahaman serta persepsi gender yang benar; 

d) Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) 

Remaja dan Mahasiswa serta forum anak. 
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2) Melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya dalam pengasuhan dan 

pendidikan anak dengan membangun komitmen bersama melalui Rukun Warga 

(RW) Ramah Anak dan Kampung KB yang bertujuan menghidupkan 8 fungsi 

keluarga. 

3) Memberikan perlindungan dan pelayanan terpadu melalui kegiatan di UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak berupa pelayanan tim respon cepat di nomor 

hotline 112 atau nomor handphone 08111186598, pelayanan bantuan 

pendampingan hukum, mediasi terhadap orang yang menjadi korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak serta pendampingan oleh psikolog. 

4) Memberikan edukasi kepada keluarga dengan tujuan penguatan ketahanan 

keluarga berupa tindakan preventif dan kuratif terhadap perilaku kekerasan 

terhadap perempuan dan anak serta dampaknya melalui kegiatan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Rukun Warga (RW) yang 

dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan. 

b. Kegiatan PUSPAGA yang berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu 

Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang 

dimiliki PUSPAGA adalah layanan konseling/konsultasi dan layanan informasi 

yang didukung oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor. 

c. Kegiatan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan 

konseling kepada pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. 

Tabel III.15.  

Program untuk Mencapai Target Indeks Ketahanan Keluarga 

No. Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi 
(%) Efisiensi 

1 Pengembangan Kota 
Layak Anak 1.948.806.060   1.889.059.471  96,93% 59.746.589 

2 

Penguatan Peran 
Perempuan dalam 
Pembangunan 
Ketahanan Keluarga 

 1.699.473.900  1.227.867.131  72,25% 471.606.769 

3 
Peningkatan 
Kelembagaan Ketahanan 
Keluarga 

9.447.187.950  9.211.502.091  97,51% 235.685.859 

4 Peningkatan Keluarga 
Harmonis  1.026.612.200  1,007,002.200  98,09% 19.610,000 

TOTAL 14.122.080.110  13.335.430.893  91,19% 786.649.217 

 



 

 74 

 
 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan dari 

BKKBN Pusat berupa Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana yaitu 

penghargaan kepada Pemerintah Kota Depok atas Dukungan dan Komitmen Wali 

Kota Depok terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana. 
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Dukungan Dinas Sosial dalam Pencapaian IKU Indeks Ketahanan Keluarga. 

 

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung capaian IKU Indeks 

Ketahanan Keluarga adalah melalui peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Berkaitan 

hal tersebut, terdapat 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok 

dengan hasil capaian program sebagai berikut. 

Tabel III.16.  

Capaian Program Pendukung untuk Mencapai Indeks Ketahanan Keluarga 

No. Program Indikator Kinerja 
Program 

Realisasi 
2019 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Status 
Capaian 

Target Akhir 
RPJMD 

1 Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Persentase PMKS 
yang menerima 
bantuan 

44,78% 45% 72,25% 161% Melampaui 
Target  47,50% 

2 Peningkatan 
Rehabilitasi Sosial 

Persentase PMKS 
yang direhabilitasi 4,31% 4,40% 4,71% 107% Melampaui 

Target  4,50% 

3 Pemberdayaan 
Sosial 

Persentase PMKS 
dan PSKS yang 
mendapat 
pemberdayaan 

4,70% 4,90% 5,11% 104% Melampaui 
Target  5,00% 

4 Pengembangan 
Kota Ramah Lansia 

Cakupan Kriteria 
Ruang Lingkup 
Pengembangan 
Kota Ramah 
Lansia 

26,67% 26,67% 40% 150% Melampaui 
Target  40,00% 

Sumber: Dinas Sosial, 2020 

 

Program Dinas Sosial yang memberikan kontribusi dalam pencapaian indeks ketahanan 

keluarga sebagai berikut. 

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode Januari tahun 

2020 terdapat 78.065 kepala keluarga miskin. Capaian persentase Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sebanyak 56.401 KPM (Keluarga 

Penerima Manfaat) atau 72,25% dari 45% yang ditargetkan. Jenis bantuan yang 

diberikan meliputi bantuan PKH (Program Keluarga Harapan); Bantuan Pangan Non- 

Tunai (BPNT) dan santuan kematian bagi anggota keluarga miskin/rentan miskin. Secara 

keseluruhan PMKS yang tertangani adalah 53.612 KPM BPNT dan PKH serta 2.789 

penerima Santunan Kematian.  
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Program PKH dan BPNT merupakan program yang diluncurkan Pemerintah 

melalui Kementerian Sosial RI sebagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada 

keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan 

sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan 

termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya termasuk bagi 

penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan kesejahteraan 

sosialnya. 

Pada tahun 2020, dalam rangka pencegahan stunting dan penanganan gizi 

buruk, Kementerian Sosial mengambil kebijakan dengan adanya penambahan indeks 

bantuan kategori ibu hamil dan anak usia dini yang bertujuan mendorong pemenuhan 

kebutuhan nutrisi keluarga. Adapun besaran indeks bantuan PKH adalah sebagai berikut. 

Tabel III.17. 

Faktor Penimbang 

NO FAKTOR PENIMBANG INDEKS BANTUAN 
2019 (Rp) 

INDEKS BANTUAN 
2020 (Rp) 

1 Bantuan Tetap PKH Reguler 550,000                              -  

2 Bantuan Tetap PKH Akses 1,000,000                              -  

3 Ibu Hamil 2.400,000            3,000,000  

4 Anak Usia 0 s.d. 6 tahun 2.400,000             3,000,000  

5 Pendidikan Anak SD/sederajat 900,000                900,000  

6 Pendidikan Anak SMP/sederajat 1.500,000            1.500,000  

7 Pendidikan Anak SMA/sederajat 2,000,000            2,000,000  

8 Penyandang Disabilitas Berat 2.400,000            2.400,000  

9 Lanjut Usia 70 Tahun ke atas 2.400,000            2.400,000  

 

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi 

aspek kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, Kementerian Sosial 

mengambil kebijakan dengan memperluas secara bertahap jumlah KPM penerima PKH 

Program Sembako sebanyak 8.795 KPM.  Bahkan pada bulan Agustus, September, dan 

Oktober sebanyak 27.485 KPM penerima PKH ini mendapat tambahan bantuan berupa 

Bantuan Sosial Beras (BSB) sebesar 15 Kg/KPM. 
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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako merupakan 

perlindungan sosial pangan yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan miskin.  Pada 

tahun 2020 terdapat kenaikan indeks bantuan semula Rp150,000,00/KPM/bulan dan 

pada bulan Maret meningkat menjadi Rp200,000,00/KPM/bulan. Melalui bantuan ini 

diharapkan KPM mendapatkan kecukupan gizi yang dikonsumsi meliputi sumber 

karbohidrat, protein hewani/nabati, dan vitamin/mineral.  

Penerima Program Sembako juga menerima bantuan tambahan berupa uang 

tunai sebesar Rp500,000,00 sekali yang langsung masuk ke rekening KPM. 

Program ini mendukung pencapaian pada dimensi kedua, yaitu Dimensi 

Ketahanan Fisik dengan variabel kecukupan pangan dan gizi serta variabel kesehatan 

keluarga dan Dimensi Ketahanan Ekonomi dengan variabel pembiayaan pendidikan 

anak. 

 

2) Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 

Pada program Peningkatan Rehabilitasi Sosial, dari target 4,4% dapat terealisasi 

sebesar 4,71% atau capaian kinerja 107%.  

Pada tahun 2020 terdapat 513 PMKS yang mendapatkan pelayanan:  

a) orang terlantar ditangani: 265 orang; 

b) pelatihan disabilitas: 22 orang; 

c) rehabilitasi sosial: 190 orang;  

d) penerima alat bantu: 36 orang.  

Program ini mendukung pencapaian pada Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi dengan 

variabel keharmonisan keluarga.  

 

3) Program Pemberdayaan Sosial bagi PMKS dan  

Target persentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan program pemberdayaan 

sosial adalah 4,9% dan dapat terealisasi sebesar 5,11% atau capaian kinerja 104%. 

Pada tahun 2020 program Pemberdayaan Sosial dilakukan kepada 374 PMKS dan 200 

PSKS.  

Pemberdayaan sosial bagi PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan 

keterampilan bagi Lanjut Usia, keluarga anak jalanan, anak diluar panti, Wanita Rawan 

Sosial Ekonomi (WRSE), dan bimbingan konseling secara virtual kepada Orang Dengan 

HIV AIDS (ODHA).  
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Pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilakukan 

melalui kegiatan bimbingan keluarga bermasalah psikologis, pengembangan potensi dan 

sumberdaya PSKS berupa pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK), bimbingan teknis kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna, 

pembinaan akreditasi dan sosialisasi proses input Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- 

New Generation (SIKSNG) kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); pengawasan 

dan pengendalian LKS serta partisipasi dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 

Program ini mendukung pencapaian pada Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi dengan 

variabel keharmonisan keluarga.  

 

4) Program Pengembangan Kota Ramah Lansia 

 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia, pelaksanaan Program Pengembangan Kota 

Ramah Lansia terdapat 15 ruang lingkup yaitu: 

a) Kebijakan Kelanjutusiaan; 

b) Keagamaan dan Mental Spritual; 

c) Kesehatan; 

d) Kesempatan Kerja; 

e) Kemudahan dalam Penggunaan Sarana Prasarana Umum; 

f) Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

g) Ruang Terbuka dan Bangunan; 

h) Transportasi; 

i) Penghormatan dan Inklusi Sosial; 

j) Partisipasi Sosial; 

k) Partisipasi Sipil; 

l) Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial; 

m) Komunikasi dan Informasi; 

n) Bantuan Hukum; 

o) Perlindungan dari Ancaman dan Tindak Kekerasan. 

 

 Pada tahun 2020 target persentase/cakupan ruang lingkup adalah 26,67% (4 

ruang lingkup) dan dapat terealisasi 40% (6 ruang lingkup) atau capaian sebesar 150%.  

Ruang lingkup Kota Ramah Lansia yang telah tercapai sebagai berikut. 
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a) Kebijakan Kelanjutusiaan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 83 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Ramah Lanjut Usia. 

b) Keagamaan dan Mental Spiritual dengan melibatkan para Lansia dalam 

kegiatan pengajian Majelis Taklim dan peringatan hari raya keagamaan. 

c) Kesehatan dengan Puskesmas Ramah Lansia Tingkat Madya 12 Puskesmas 

dan Tingkat Pratama 23 Puskesmas, serta Pelatihan Care Giver. 

d) Partisipasi Sipil dan Pekerjaan dengan mengikutsertakan Lansia dalam 

berbagai program Pemerintah Kota, antara lain sebagai pengurus dalam 

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok, Tim UKS (Unit Kesehatan 

Sekolah) dsb. 

e) Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui pembangunan 

gedung/kantor pemerintah yang mempertimbangkan faktor keamanan dan 

kenyaman bagi para Lansia. 

f) Partisipasi Sosial dengan keterlibatan dan peran serta lanjut usia dalam 

berbagai aktivitas masyarakat seperti kelompok senam dan olah raga 

bersama, pekerjaan dan seni budaya. 

Program Pengembangan Kota Ramah Lansia ini tidak hanya dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial, tetapi oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan ruang lingkupnya. 

Program ini mendukung pencapaian pada Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, dengan 

variabel kepedulian sosial. 

Tabel III.18. 

Program Pendukung Indeks Ketahanan Keluarga 

NO. PROGRAM 
CAPAIAN KEUANGAN 2020 Efisiensi 

anggaran 
(Rp) ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Persentase 

1 Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 2.037.336,000 1.951.870.800 95,81% 85.465.200 

2 Peningkatan 
Rehabilitasi Sosial 766.380.350 681.239.414 88,89% 85.140.936 

3 Pemberdayaan Sosial 1.015.613,000 1,003.030.208 98,76% 12.582.792 

4 Pengembangan Kota 
Ramah Lansia 18.428,000 18.406,000 99,88% 22,000 

  TOTAL 3.837.757.350 3.654.546.442 95,22% 183.210.928 

  Sumber: Dinas Sosial, 2020 
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MISI III: MENGEMBANGKAN EKONOMI YANG MANDIRI, KOKOH, DAN BERKEADILAN 

 

Tabel III.19. 

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Misi III 

 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD  

5 Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 

7 Nilai investasi (Rp) 8.443.718.9
82,008 

6.120,000,0
00,000 

7.887.879.5
73.552 128,88% 

Target 
tercapai 

√ 6.800 M 

8 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

6,97% 7,67% -1,92% -0,25% 
Tidak 

tercapai 
X 7,31% 

6 Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

 9 Indeks Gini Rasio  
0,3435 0,361 0,342 105,26% 

Target 
tercapai 

√ 0,360 

 10 PDRB perkapita (Rp) 
27.619.762 33.463.328 29.516.876 88,21% 

Tidak 
tercapai 

▲ 35.768.800 

7 Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan 

11 Tingkat inflasi 
daerah 

3,29% 3,02% 1,78% 141,06% 
Target 

tercapai 
√ 2,74 

12 Nilai pola pangan 
harapan 

91,61 89,5 85,6 95,64% 
Tidak 

tercapai 
X 90,8 

Sumber: DPMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian, dan Perikanan, 2020 
 

Keterangan: 

√ = mencapai/melampaui target 

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu 

X = tidak mencapai target 

 

Hasil pengukuran sasaran strategis pada Misi III: 

Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis menunjukkan:  

1) 3 indikator (50%) mencapai atau melampaui target 

2) 1 indikator (16,67%) tidak mencapai target tetapi meningkat dibanding tahun 

sebelumnya 

3) 2 indikator (33,33%) tidak mencapai target 
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Hasil pengukuran sasaran strategis pada Misi III dapat digambarkan dengan grafik 

berikut. 

Gambar III.13.  

Grafik Tingkat Ketercapaian Target Kinerja Sasaran Strategis pada Misi III 

 

 

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas 

 

a. Indikator Kinerja Utama: Nilai Investasi 

 

Pada tahun 2020, berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan-

perusahaan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online, tercatat 

realisasi investasi di Kota Depok senilai Rp 7.887.879.573.552,00 dari target senilai Rp 

6.120.000.000.000,00 atau capaian sebesar 128,89% yang berasal dari: 

1) LKPM PMDN 

Jumlah LKPM sebanyak 409 perusahaan dengan tenaga kerja 1.175 orang dan 

investasi senilai Rp 7.175.435.000.000,00. 

2) LKPM PMA 

Jumlah LKPM sebanyak 236 perusahaan dengan tenaga kerja 261 orang dan 

investasi senilai Rp 712.444.573.552,00. 

 

 

 

50.00%

33.33%

16.67%

Capaian Kinerja pada Misi III

Mencapai target Tidak mencapai target Tidak mencapai target tapi meningkat
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Gambar III.14.  

Perkembangan Realisasi Investasi Kota Depok 

 

Sumber: DPMPTSP, 2020 

 

Upaya yang dilakukan untuk mendorong investasi sebagai berikut. 

1) Pemerintah Kota Depok telah menjalankan amanat Permendagri 138 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang memberikan 

pendelegasian kewenangan perizinan penuh dan bertahap kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. 

2) DPMPTSP telah menempatkan sebagian besar tim teknis yang berasal dari 

perangkat daerah terkait di DPMPTSP sehingga pelayanan lebih cepat.  

3) DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat 

merangsang investasi dan menyediakan informasi yang berguna bagi penanam 

modal (investor). 

4) DPMPTSP telah membuat Channel Youtube dengan nama “Profil Investasi Depok”. 

5) DPMPTSP juga telah menjalankan Pelayanan Perizinan Online, e-signature, Online 

Single Submission (OSS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 

Online, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 

(SPIPISE) serta LKPM Online untuk melayani Penanam Modal Dalam Negeri 

(PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) yang berada di Kota Depok. 
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6) DPMPTSP juga telah menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk 

masyarakat, berupa:  

a) Website Perizinan: perizinanonline.depok.go.id 

b) Website Dinas: dpmptsp.depok.go.id 

c) Channel Youtube: Profil Investasi Kota Depok 

d) Loket Pelayanan Pengaduan Langsung (di tempat) dan via email: 

pipm.loket789@gmail.com  

e) Klinik OSS (oss.go.id) 

 

Kota Depok terus berupaya meningkatkan nilai investasi dari tahun ke tahun. 

Tantangan terbesar pada tahun mendatang adalah upaya untuk meningkatkan jumlah 

investor untuk berinvestasi di Kota Depok dengan memperbaiki pelayanan perizinan.  

 

Untuk meningkatkan nilai investasi setiap tahunnnya dilakukan berbagai upaya 

antara lain: 

1) membenahi regulasi perizinan antara lain mengatur proses dan mekanisme 

perizinan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat waktu penyelesaian 

permohonan perizinan; 

2) membenahi sarana dan prasarana; 

3) menambah jumlah pegawai; 

4) mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat dari masing-masing atasan langsung 

secara berjenjang; 

5) melaksanakan penandatanganan digital sehingga kapanpun dan dimanapun 

pejabat penandatanganan perizinan dapat menandatangani berkas perizinan 

sehingga penyelesaian perizinan tidak terhambat; 

6) melaksanakan fungsi pengendalian dan pembinaan kepada para investor untuk 

tertib dalam melaporkan LKPM; 

7) mengoptimalkan business meeting dengan para investor untuk memberikan 

informasi terbaru mengenai kebijakan atau perubahan-perubahan yang ada; 

8) melakukan update data per triwulan terkait PMA dan PMDN di Kota Depok. 

 

 

 

mailto:loket789@gmail.com
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b. Indikator Kinerja Utama: Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pada tahun 2020 target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,67% sedangkan 

realisasinya -1,92%. Angka ini masih diatas angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

yaitu -2,07% dan Jawa Barat -2,44. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Depok dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

Gambar III.15. 

Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 

 

Sumber: BPS, 2020 

 

Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut. 

1) Faktor internal. 

a) Faktor lapangan usaha.  

Penurunan pertumbuhan disebabkan oleh melambatnya beberapa kategori 

lapangan usaha seperti seperti konstruksi, industri pengolahan, jasa 

keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan.  

Selain itu, penurunan pertumbuhan kategori pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang juga turut memberikan andil terhadap 

melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Depok. 
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b) Faktor pengeluaran. 

Penurunan pertumbuhan juga disebabkan oleh melambatnya hampir seluruh 

komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah. Perlambatan disinyalir 

dampak dari pertumbuhan yang terlalu tinggi di tahun sebelumnya.  

2) Faktor eksternal. 

Penurunan kinerja perekonomian dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang 

mengakibatkan pembatasan kegiatan ekonomi di Kota Depok. Hal ini juga 

berpengaruh pada kinerja ekspor Kota Depok. 

 

Program pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.  

 

Tabel III.20. 

Program Pendukung untuk Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi 

No Program Indikator Program 
Realisasi 

2019 
Target  
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian  
2020 

1 Peningkatan Kapasitas 
IKM dan UM  

Persentase Industri 
Kecil Menengah Mandiri  

50% 60% 60% 100,00% 

2 Peningkatan Akses 
Pemasaran Produk IKM  

Persentase Akses 
Pemasaran Produk  

19,01% 20% 20,70% 103,50% 

3 Peningkatan Mutu 
Produk IKM dan UM 

Persentase Produk IKM 
Tersertifikasi 

37% 38,30% 36,67% 95,74% 

4 Revitalisasi Pasar Revitalisasi Pasar 
Rakyat 

5 Pasar 5 Pasar 5 Pasar 100,00% 

5 Penyediaan Kios bagi 
UMKM  

Jumlah Kios bagi UMKM 
(akumulasi 4 tahun) 

923 unit 800 unit 1.000 
unit 

120,00% 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 

 

Target kinerja Program Peningkatan Mutu Produk IKM dan UM tidak tercapai 

karena adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung program tersebut tidak dapat dilaksanakan.  

Penyediaan Kios bagi UMKM sebanyak 1.000 kios merupakan salah satu janji Wali 

Kota. Tingkat keterisian kios bagi UMKM adalah 869 kios. Pencapaian target Penyediaan 

Kios bagi UMKM selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. 
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Tabel III.21. 

Realisasi Penyediaan Penyediaan Kios bagi UMKM 

Tahun Target tahunan Realisasi Tahunan Realisasi Akumulasi 

2017 200 200 200 

2018 200 423 623 

2019 200 300 923 

2020 200 77 1.000 

2021 200 -  

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 

 

Tabel III.22. 

Program Pendukung untuk Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(Dinas Perdagangan dan Perindustrian) 

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 

1. Peningkatan Kapasitas IKM 
dan UM  

257.562,000 257.462,000 99,96 

2. Peningkatan Akses 
Pemasaran Produk IKM  

772.206,000 757.573.227 98,11 

3. Peningkatan Mutu Produk 
IKM dan UM 

270.147,000 264.507.804 99,91 

4. Revitalisasi Pasar 11.653.146.850 11.388.966.198 97,73 

5. Penyediaan Kios bagi 
UMKM  

1.969.942.600 1.900.280.500 96,49 
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Kontribusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) terhadap 

Pencapaian Target Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 

Tabel III.23. 

Program DKUM dalam Pencapaian Target Laju Pertumbuhan Ekonomi 

No. Program Indikator Program Realisasi 
2019 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

1. Penguatan 
kelembagaan koperasi 

Persentase koperasi 
aktif  44% 77,33% 78,78% 101,80% 

2. Peningkatan usaha 
koperasi 

Peningkatan volume 
usaha 108 M 103 M 45,1 M 43,79% 

3. Penciptaan wirausaha 
baru 

Persentase wirausaha 
baru 0,06% 0,14% 0,10% 73,55% 

4. Peningkatan kapasitas 
IKM dan UM 

Persentase usaha 
mikro naik kelas 7,7% 12,50% 13,00% 104,00% 

5. Peningkatan mutu 
produk IKM dan UM 

Persentase produk UM 
tersertifikasi 34,64% 59,00% 44,44% 75,32% 

6. Peningkatkan akses 
pembiayaan usaha 

Persentase UM yang 
memperoleh 
pembiayaan  

8,89% 11,11% 8,89% 80,00% 

7. 
Peningkatan akses 
pemasaran produk IKM 
dan UM 

Persentase jumlah 
produk yang masuk ke 
Pusat Perdagangan 

80% 100% 100% 100,00% 

 

Berdasarkan data tahun 2016 jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 375 unit, 

dan hingga tahun 2019 sebanyak 210 koperasi telah bubar sehingga jumlah koperasi 

yang ada pada tahun 2020 sebanyak 165 koperasi.  

Pada tahun 2020, target persentase koperasi aktif adalah 77,33% (128 unit) 

dengan realisasi mencapai 78,78% (130 unit). Realisasi Program Penguatan 

Kelembagaan Koperasi telah memenuhi target yang diharapkan dengan tingkat capaian 

101,80%.  

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target: 

1) mengadakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada koperasi di Kota 

Depok; 

2) penambahan aparatur yang memadai dan profesional seperti fungsional pengawas 

dan penyuluh koperasi. 
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Sampai dengan tahun 2020, capaian Program Peningkatan Usaha Koperasi dengan 

indikator peningkatan volume usaha mencapai Rp45,1 miliar dari target sebesar Rp103 

miliar atau capaian 43,79%. Walaupun telah dibantu dengan bantuan permodalan dari 

Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 dan kegiatan Peningkatan Kualitas 

Koperasi dan UKM (DAK TA 2020) serta Kegiatan Jaringan Usaha Koperasi khususnya di 

bidang perdagangan belum mampu menaikkan volume usaha koperasi. Penyebab utama 

tidak tercapainya target karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

perubahan antara lain pada daya beli masyarakat serta prioritas dan pola konsumsi. 

Sampai dengan tahun 2020, realisasi Program Penciptaan Wirausaha Baru dengan 

indikator persentase wirausaha baru mencapai 0,10% dari target sebesar 0,14%. 

Realisasi 0,10% merupakan akumulasi realisasi 1.295 wirausaha baru dari target 1.350 

wirausaha baru dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Realisasi 1.295 

wirausaha baru terdiri dari 475 wirausaha baru tahun 2020, 275 wirausaha baru tahun 

2019, 275 wirausaha baru tahun 2018, dan 270 wirausaha baru tahun 2017. Target 

belum tercapai karena angka pembanding yaitu jumlah penduduk usia produktif Kota 

Depok mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun belum mencapai target tetapi 

tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 820 

wirausaha baru.  

Sampai dengan tahun 2020, realisasi Program Peningkatan Kapasitas IKM dan UM 

dengan indikator persentase usaha mikro naik kelas sebesar 13% dari target sebesar 

12,50%. Realisasi 13% merupakan gabungan realisasi 130 usaha mikro naik kelas terdiri 

dari 53 usaha mikro naik kelas tahun 2020, 68 usaha mikro naik kelas di tahun 2019, 

dan 9 usaha mikro naik kelas tahun 2018, dengan perbandingan 1000 usaha mikro yang 

terdaftar. 

Sampai dengan tahun 2020, realisasi Program Peningkatan Mutu Produk Industri 

Kecil Menengah dan Usaha Mikro dengan indikator presentase produk usaha mikro 

tersertifikasi mencapai 44,44% dari target sebesar 59%. Realisasi 44,44% artinya sudah 

terealisasi 2.222 produk dari target 2.950 produk dengan rincian: 580 produk pada tahun 

2019, 612 produk pada tahun 2018, dan 540 produk pada tahun 2017, dengan 

perbandingan 5000 usaha mikro yang telah difasilitasi. Upaya yang telah dilakukan untuk 

mencapai target adalah dengan penambahan kuota target Sertifikat Pelatihan Keamanan 

Pangan (PKP), laik sehat, halal, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).  
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Pada tahun 2020 Program Peningkatkan Akses Pembiayaan Usaha mengalami 

refocusing anggaran sehingga pagunya nol. Data realisasi tahun 2020 menggunakan 

data realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 8,89% atau sama dengan 40 usaha mikro yang 

telah memperoleh pembiayaan dengan perbandingan 450 usaha mikro yang telah 

mendapatkan fasilitas. 

Pada tahun 2020, realisasi Program Peningkatan Akses Pemasaran Produk Industri 

Kecil Menengah dan Usaha Mikro dengan indikator persentase jumlah produk yang 

masuk ke Pusat Perdagangan sebesar 100% dari target 100%. Realisasi 100% 

merupakan 5.000 usaha mikro yang telah masuk ke pusat perdangangan dari target 

5.000 usaha mikro. Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja: 

1) dilakukannya pembinaan terhadap kualitas dan legalitas produk usaha mikro; 

2) terfasilitasinya sarana perdagangan untuk memasarkan produk usaha mikro. 

 

Kontribusi Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

Salah satu sektor yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi adalah 

sektor pariwisata. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok pada sektor ini adalah 

Optimalisasi Potensi Pariwisata melalui kebijakan Pengembangan Destinasi, Promosi, 

dan Daya Dukung Pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan 

beberapa program yaitu: 

1) Program Pengembangan Objek Wisata;  

Indikator dan target program tahun 2020: Jumlah objek wisata unggulan sebanyak 

3 objek wisata; 

2) Program Pengembangan Pariwisata; 

Indikator dan target program tahun 2020: Jumlah kunjungan wisata sebanyak 

2.000.000 orang 

Capaian kinerja dari 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu: 

1) target destinasi pariwisata yang dikembangkan tercapai 100% yaitu Pembangunan 

Ekowisata (Gapura Tugu), pembangunan sarpras (jogging track) dan pemeliharaan 

sarpras (Situ Cilodong, Situ Pengasinan, Situ Jatijajar, Situ Patinggi); 



 

 91 

 
 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

2) kunjungan wisata hanya tercapai 1.109.951 orang dari target sebanyak 2,000,000 

orang atau capaian sebesar 55,50% karena banyak destinasi wisata yang tutup 

dan dibatasi jam operasionalnya akibat pandemi Covid-19. 

 

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagai 

berikut. 

Tabel III.24. 

Perbandingan Data Kinerja Sektor Pariwisata 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
Tahun 2019 

Tahun 2020 
Target Realisasi Capaian 

1 
Jumlah destinasi pariwisata 
yang dikembangkan 

2 objek 3 objek 3 objek 100% 

2 Jumlah kunjungan wisata 
2.796.553 

orang 
2,000,000 

orang 
1.109.951 

orang 
55,50% 

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2020 

Tabel III.25. 

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sektor Pariwisata 

Program Anggaran Realisasi Efisiensi Anggaran 

1. Pengembangan 
Objek Wisata  

Rp731.882.000,00 Rp634.947.500,00 Rp96.934.500,00 

2. Pengembangan 
Pariwisata 

Rp325.918.000,00 Rp250.769.300,00 Rp75.148.700,00 

Jumlah Rp1.057.800.000,00 Rp885.716.800,00 Rp172.083.200,00 

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2020 

 

Rencana aksi persiapan new normal telah dilakukan yaitu dengan membuat pengajuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok untuk 

penyelenggaraan pariwisata Kota Depok selama musim pandemi sebagai berikut. 

1) Protokol Kesehatan pencegahan Penyebaran Covid -19 Sanggar Seni di Kota Depok 

2) Protokol Kesehatan Operasional Kolam Renang 

3) Protokol Operasional Arena Bermain Anak 

4) SOP Kolam Renang 

5) SOP Arena Bermain Anak 

6) SOP Pelaku Seni dan Pengelolaan Seni Pertunjukan 
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6. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat 

 

Indikator yang dipakai untuk melihat kondisi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat Kota Depok adalah Indeks Gini Rasio dan Produk Domestik Regional Bruto. 

 

a. Indikator Kinerja Utama: Indeks Gini Rasio 

 

Indek gini rasio adalah suatu koefisien yang menggambarkan seberapa besar 

ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu. Koefisien Gini 

(gini ratio) berkisar antara 0 hingga 1. Makin besar koefisien artinya makin timpang 

pendapatan masyarakat dalam wilayah itu.  

Target indeks gini rasio Kota Depok tahun 2020 adalah 0,3610 dan indeks gini rasio 

tahun 2020 mencapai 0,3420 atau capaian sebesar 105,26%. Nilai indeks gini rasio 

tahun 2020 lebih kecil daripada tahun 2019 sebesar 0,3435. Hal ini menunjukkan tingkat 

ketimpangan pendapatan di Kota Depok semakin kecil dan tingkat kemiskinan terendah 

se-Jawa Barat. 

Gambar III.16.  

Grafik Indeks Gini Rasio Kota Depok 

Tahun 2015—2020  

 

Sumber: BPS, 2020 
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Gambar III.17. 

Angka Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

 

 

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga 

Kerja dalam mendukung pencapaian indeks gini rasio adalah melalui Program 

Peningkatan Kompetensi Usia Kerja dengan indikator program jumlah tenaga kerja 

yang mempunyai sertifikat.  

Anggaran untuk Program Peningkatan Kompetensi Usia Kerja tahun 2020 sebesar 

Rp1.490.302.550,00 sedangkan realisasinya Rp1.429.515.600,00 atau 95,92% dengan 

efisiensi sebesar Rp60.786.950,00. 

 

b. Indikator Kinerja Utama: PDRB perkapita adhb (Produk Domestik 

Regional Bruto perkapita atas dasar harga berlaku) 

 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020 diperoleh PDRB 

perkapita adhb Kota Depok sebesar Rp29.516.876,46. Sedangkan target PDRB perkapita 

tahun 2020 dalam RPJMD Kota Depok adalah Rp33.463.328,00 sehingga capaian 

kinerjanya sebesar 88,21%. Capaian ini terus meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan capaian PDRB Kota Depok 5 tahun terakhir 

sebagai berikut.  
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Gambar III.18. 

PDRB per kapita Kota Depok 

 
Sumber: BPS, 2020 

Tabel III.26. 

Program Pendukung untuk Mendukung Capaian Target PDRB 

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

1 
Peningkatan Perluasan 
Kesempatan Kerja 

1.270.410.550 1.246.846.100 98,14% 

2 
Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

946.782.700 835.917.150 88,29% 

Jumlah 2.217.193.250 2.082.763.250 93,94% 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020 

 

Tahun 2019 dan 2020 target PDRB tidak tercapai. Faktor penyebab utama adalah 

terbatasnya lowongan kerja dan kurangnya keterampilan pencari kerja. Upaya untuk 

mencapai target PDRB sebagai berikut. 

1) Memperluas lowongan kerja 

a) melaksanakan 3 kegiatan job fair  

b) melaksanakan kegiatan padat karya di 11 kelurahan wilayah Kota Depok 

c) meningkatkan kerja sama secara insentif dengan perusahaan - perusahaan 

yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup antara lain 

Perusahaan Retail seperti Indomaret, Alfa Mart 

2) Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan bagi 

pencari kerja, dan kesempatan kerja sesuai dengan kualifikasinya. 

23,043,825

24,465,884

25,907,492

27,619,762

29,516,876

20,000,000

22,000,000

24,000,000

26,000,000

28,000,000

30,000,000

PDRB

PDRB per kapita Kota Depok

2015 2016 2017 2018 2019



 

 95 

 
 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

7. Meningkatnya Ketersediaan dan Terjaganya Kestabilan Harga Bahan 

Pangan. 

 

a. Indikator Kinerja Utama: Tingkat Inflasi 

 

Tingkat inflasi merupakan indikator penting yang dapat memberi gambaran 

seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga 

barang.  

Tahun 2019 tingkat inflasi Kota Depok adalah 3,29%. Tahun 2020 target tingkat 

inflasi sebesar 3,02% dan realisasinya mencapai 1,78%. Target tercapai dengan 

capaian sebesar 141%.  

Kontribusi terbesar menurut kelompok pengeluaran (BPS, 2020) meliputi: 

1) perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,78%); 

2) makanan, minuman, dan tembakau (3,89%); 

3) kesehatan (2,42%); 

4) penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,95%). 

 

Dinamika inflasi tahunan di Kota Depok pada rentang waktu 2015—2020 sebagai 

berikut. 

Gambar III.19.  

Grafik Perbandingan Perkembangan Inflasi Kota Depok 

Tahun 2015—2020 

 

Sumber: BPS Kota Depok, 2020 
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Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah 

melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Pengawasan Distribusi Barang dan 

Bahan Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.005.209.700,00 dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp936.078.284,00 atau 93,12%.  

 

b. Indikator Kinerja Utama: Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) 

 

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah 

susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok 

pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. 

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang 

dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, 

dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi 

pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. 

Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan 

penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (Nutritional 

Adequacy), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (Nutritional 

Balance) yang didukung oleh cita rasa (Palatability), daya cerna (Digestability), daya 

terima masyarakat (Acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (Affortability). 

 

Pada tahun 2020 target Nilai PPH adalah 89,50 sedangkan capaian nilai PPH 

sebesar 85,60 atau capaian sebesar 95,64%. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 

2019 sebesar 91,61 atau capaian sebesar 103,87%. 

Penurunan capaian tersebut disebabkan oleh cara penghitungan yang berbeda 

pada saat target ditetapkan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan 

pada pelaksanaan penghitungan tahun 2020 hanya menggunakan data sekunder 

konsumsi per golongan makanan. Perubahan cara penghitungan tersebut disebabkan 

kondisi pandemi Covid-19 yang kurang memungkinkan untuk pengambilan data primer. 

Selain itu, refocusing anggaran menyebabkan penghitungan Nilai PPH dilakukan dengan 

menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setelah melalui koordinasi 

dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Provinsi Jawa Barat.  
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Perbedaan cara penghitungan ini mengakibatkan pengurangan parameter 

penghitungan PPH yang seharusnya menghitung seluruh pengeluaran makanan baik 

yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, catering, dan jasa boga lainnya secara 

langsung melalui survei atau kuisioner, maka pada tahun 2020 hanya menghitung 

pengeluaran rumah tangga saja dengan memanfaatkan sumber data  atau referensi dari 

pihak kedua (data Susenas BPS, 2020). Perubahan parameter tersebut menyebabkan 

kurang akuratnya pemetaan pola konsumsi penduduk Kota Depok dengan 

kecenderungan konsumsi di luar rumah relatif tinggi.  

Berikut adalah grafik perbandingan antara target dan capaian Nilai Pola Pangan 

Harapan. 

Gambar III.20.  

Grafik Perbandingan antara Target dan Capaian Nilai Pola Pangan Harapan 

Kota Depok Tahun 2016—2020  
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Tabel III.27. 

Perbandingan antara skor PPH ideal dan capaian skor PPH Kota Depok 

 

No Kelompok 
Pangan Skor PPH Ideal Skor PPH  

Kota Depok Kekurangan 

1 Padi-padian 25,0 25,0 0,0 

2 Umbi-umbian 2,5 1,0 1,5 

3 Pangan hewani 24,0 24,0 0,0 

4 Minyak & lemak 5,0 5,0 0,0 

5 Buah/biji berminyak 1,0 0,2 0,8 

6 Kacang-kacangan 10,0 5,9 4,1 

7 Gula 2,5 1,0 1,5 

8 Sayur & buah 30,0 23,5 6,5 

9 Lain-lain 0,0 0,0 0,0 

  Jumlah 100,0 85,6 14,4 

 

Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi, kesadaran penduduk Kota Depok 

dalam mengkonsumsi bahan pangan sudah mendekati standar kesehatan ideal baik 

mutu maupun gizi. Pola konsumsi masyarakat Kota Depok yang tergambarkan dari skor 

PPH 85,6 tentu masih perlu ditingkatkan hingga mencapai nilai PPH normatif 100, hal ini 

mengindikasikan bahwa: 

1) konsumsi padi-padian terutama beras masih cukup tinggi; 

2) konsumsi pangan sayur dan buah, kacang-kacangan, dan umbi-umbian masih 

kurang; 

3) pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi-umbian perlu 

ditingkatkan; 

4) kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH masih 

belum mencapai kondisi ideal. 

 

Upaya meningkatkan keragaman konsumsi pangan agar sesuai dengan standar 

pola pangan harapan yang ideal adalah sebagai berikut. 
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1) Pengembangan pertanian perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani. 

2) Penyediaan produksi pangan lokal melalui penerapan Pekarangan Pangan Lestari 

(P2L) dan urban farming dalam memanfaatkan lahan pekarangan. 

3) Menjamin ketersediaan bahan pangan, dengan memastikan keamanan jumlah stok 

bahan pangan dipasaran dan kelancaran dalam pendistribusiannya dengan 

melakukan: 

a) koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan 

operasi pasar; 

b) kerjasama dengan BULOG Cianjur untuk menyimpan cadangan beras 

sebanyak 35,32 ton beras. 

4) Melakukan kerjasama dengan Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center sebagai 

suplier kebutuhan pangan Kota Depok. 

5) Melakukan pendidikan pangan dan gizi berimbang pada pelajaran sekolah 

khususnya Sekolah Dasar melalui pelaksanaan kegiatan Gemari (Gerakan Makan 

Ikan) dan Gerimis Telur (Gerakan Intensif Minum Susu dan Telur). 

 

Tabel III.28. 

Program Pendukung Tercapainya Skor Nilai PPH 

 

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi Anggaran 
(Rp) 

1 Penganekaragaman dan 
Keamanan Pangan 

 413.396.000     395.377.000            18.019.000  

2 Peningkatan Produksi Perikanan  938.675.000     889.359.993            49.315.007  

3 Peningkatan Kualitas Keluarga 
Miskin dan Rentan 

 200.000.000     177.129,000            22.871.000  

4 Peningkatan Produktivitas 
Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

 646.207.300     628.133.204            18.074.096  

5 Peningkatan Produksi 
Peternakan 

   2.014.983.077  1.921.358.198            93.624.879  

6 Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit  
Hewan Menular 

 838.942.950     804.842,004            34.100.946  

7 Peningkatan Pemasaran Produk 
Pangan 

 156.575.900     106.976,000            49.599.900  

Jumlah    5.208.780.227  4.923.175.399  285.604.828  
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MISI IV: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN RUANG PUBLIK YANG MERATA, 

BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN RAMAH KELUARGA 

 

Misi IV mempunyai 8 sasaran strategis yaitu:  

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi;  

2. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota;  

3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;  

4. Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan Ketersediaan Air;  

5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah; 

6. Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup; 

7. Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City); 

8. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga. 

 

Hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel III.31 dibawah ini. 

 

Tabel III.29.  

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Misi IV 

 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

2019 
Target  
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 (%) 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD  

8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

13 Proporsi panjang 
jaringan jalan kota 
dalam kondisi baik 

92,58% 
(1.268,29 

km)  
96,17%  

94,48% 
(1.294,33 

km) 
98,24% Tidak 

tercapai ▲ 97,40% 

14 Moda share 
transportasi umum 

23,17% 30,61%  17,1% 55,86% 
Tidak 

tercapai 
X 32,74% 

9 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota 

15 Persentase 
kesesuaian 
terhadap RTRW 

49,84% 60% 76,49% 127,48% 
Target 

tercapai 
√ 65% 

10 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 

16 Rasio permukiman 
layak 

99,54% 97,72% 99,81% 102,14% 
Target 

tercapai 
√ 97,72% 

17 Rasio rumah layak 
huni  

99,76% 99,50% 99,87% 100,37% 
Target 

tercapai 
√ 99,50% 
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No. Indikator Kinerja 
Realisasi 

2018 
Target  
2019 

Realisasi 
2019 

Capaian 
2019 (%) 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD  

11 Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan Ketersediaan Air 

18 Persentase 
penduduk yang 
mendapatkan akses 
air minum yang 
aman 

81,35% 100% 95,33% 95,33% 
Tidak 

tercapai 
▲ 100% 

 19 Persentase 
tersediannya air 
untuk pertanian  

89,67% 90,04% 136,81% 151,94% 
Target 

tercapai 
√ 95,04% 

 20 Luas genangan 
(lebih dari 30 cm, 
selama 2 jam) 

61,93 ha 78,01 ha 77,38 ha 100,81% 
Tidak 

tercapai 
√ 66,88ha 

12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah  

21 Kualitas effluen 
IPLT 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS<

95 mg/L 
100% 

Target 
tercapai 

√ 
BOD<90 
mg/L,TSS
<90mg/L 

13 Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup 

22 Level kualitas air Kelas III Kelas III Kelas III 100% 
Target 

tercapai 
√ Kelas III 

23 Level kualitas udara 93,7% 87% 96,26% 111% 
Target 

tercapai 
√ 90% 

14 Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City) 

24 Persentase 
pengurangan 
sampah 

16,90% 17,28% 17,69% 102,03% 
Target 

tercapai 
√ 20% 

25 Persentase 
penanganan 
sampah 

66,21% 74,18% 76,60% 103,26% 
Target 

tercapai 
√ 80% 

15 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

 26 Persentase luas 
ruang terbuka hijau 
publik 

11,20% 10,36% 11,21% 109,07% 
Target 

tercapai 
√ 10,46% 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas 

Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2020 

Keterangan:  

√ = mencapai/melampaui target,  

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu, 

X = tidak mencapai target,  
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Hasil pengukuran sasaran strategis pada Misi IV: 

Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis menunjukkan:  

1) 11 indikator (78,57%) mencapai atau melampaui target; 

2) 1 indikator (7,14%) tidak mencapai target; 

3) 2 indikator (14,29%) tidak mencapai target tetapi meningkat dibanding tahun 

sebelumnya. 

Gambar III.21. 

Grafik Tingkat Ketercapaian Target Kinerja Sasaran Strategis pada Misi IV 

 

 

 

 

8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

 

a. Indikator Kinerja Utama: Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam 

Kondisi Baik 

 

Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik telah memberi andil besar 

terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, penumpang, sosial dan 

kemudahan akses sarana transportasi lainnya seperti terminal atau stasiun serta sarana-

prasarana pendidikan dan kesehatan.  

Kondisi jalan dikategorikan dengan istilah jalan kondisi baik, jalan kondisi sedang, 

jalan kondisi rusak ringan, dan jalan kondisi rusak berat.  

78.57%

7.14% 14.29%

Pencapaian Kinerja pada Misi IV

Mencapai target Tidak mencapai target Tidak mencapai target tapi meningkat
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Tahun 2020 target Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik adalah 

94,48% (1.294,33 km) artinya masih belum mencapai target sebesar 96,17% atau 

hanya 98,24% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai target tetapi 

capaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 92,58% (1.268,29 km). 

 

Proporsi  Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik: 

=  
𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽 𝑘𝑘𝐷𝐷𝑘𝑘𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘  

𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑘𝑘𝑗𝑗𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘
 × 100% 

=  
1294,33 km
1369,97 km

 × 100% = 94,48% 

Sumber data: WEBGIS, 2020 

 

Faktor penyebab belum tercapainya target antara lain sebagai berikut.  

1) Kurangnya kerjasama yang baik antara Dinas PUPR dengan instansi lain dalam 

pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. 

2) Kurang cepatnya penanganan kerusakan infrastruktur yang ditindaklanjuti Dinas 

PUPR karena keterbatasan sarana prasarana serta mekanisme pengadaan.  

3) Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur untuk menunjang program 

dan kegiatan tahun anggaran 2020. 

4) Keterbatasan SDM. 

5) Kurangnya peranan kerjasama lintas sektoral, antara Pemerintah Daerah dengan 

Akademisi, LSM, Pihak Swasta, Asosiasi Jasa Konstruksi dan Masyarakat. 

6) Banyaknya usulan yang hanya berfokus ke pembangunan infrastruktur di daerah 

lingkungan saja, sehingga anggaran tidak terfokus ke permasalahan makro Kota 

Depok.  

 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator proporsi panjang 

jaringan jalan kota dalam kondisi baik adalah dengan melakukan perbaikan secara terus 

menerus terhadap seluruh proses pengelolaan APBD yang dimulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung-

jawaban anggaran serta kualitas hasil pekerjaan yang berfokus pada titik-titik jalan yang 

berkondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat. 
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Tabel III.30. 

Program Pendukung untuk Mencapai Target 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik 

PROGRAM PENDUKUNG ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Capaian 

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota 136.035.938.708  118.987.183.856  87,47% 

Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 19.054.724.650  18.038.445.421  94,67% 

Peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an 32.935.687.900  31.610.276.747  95,98% 

TOTAL 188.026.351.258  168.635.906.024  89,69% 

 

 

b. Indikator Kinerja Utama: Moda Share Transportasi Umum 

 

Tahun 2020 target penggunaan moda share transportasi umum adalah 30,61% 

sedangkan realisasinya adalah 17,1% atau dikisaran 55,86% dari target yang 

ditetapkan. Realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 

23,17%. Standar yang dipakai perbandingan moda share transportasi adalah dari Badan 

Pengelola Transportasi Jabodetabek yaitu sebesar 30,61%. Selama 2017—2019 

penggunaan moda share transportasi selalu meningkat, tetapi pada tahun 2020 terjadi 

penurunan. Hal ini terjadi karena kondisi pandemi Covid-19 yang telah mengubah 

kebiasaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.  

 

Moda share =  
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝐽𝐽𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝐽𝐽𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘
 × 100% 

 

Moda share =  
59.205
346.228

 × 100% = 17,1% 
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Gambar III.22. 

Moda Share Angkutan Umum Tahun 2017—2020 

 

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020 

 

Penyebab penurunan kinerja moda share transportasi:  

1) situasi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan diberlakukannya Pembatasan Sosial 

dan Kegiatan Masyarakat seperti kebijakan bekerja dari rumah dan sekolah daring 

yang mengakibatkan menurunnya jumlah perjalanan secara umum;  

2) masyarakat cenderung mengubah kebiasaan dalam melakukan perjalanan secara 

langsung ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau 

kendaraan lain berbasis online. 

 
Meskipun terjadi penurunan kinerja modal transportasi yang disebabkan oleh 

pandemic Covid-19, Dinas Perhubungan tetap berupaya meningkatkan kinerja melalui: 

1) penyuluhan pengemudi untuk peningkatan kemampuan dan perilaku mengemudi 

sehingga dapat menimbulkan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan; 

2) perubahan Perda Retribusi Izin Trayek dengan pembebasan biaya retribusi sebagai 

bentuk insentif; 

3) diperkenankannya badan angkutan umum sebagai tempat iklan untuk menjadi 

pendapatan alternatif;  

4) memfasilitasi awak angkutan umum untuk rapid test dan pembagian masker; 

5) telah dilakukan usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan 

subsidi melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; 

18.24%

21.80%

23.17%

17.10%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

2017 2018 2019 2020

Moda Share Transportation
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6) tahun ini BPTJ kembali akan mengajukan bantuan ke Kementerian Perhubungan, 

untuk Kota Depok sebanyak 4 trayek: Terminal Depok Timur – Terminal Kampung 

Rambutan, Terminal Depok – Lebak Bulus, Terminal Depok – Terminal Jatijajar, 

Terminal Depok – Cibubur (Harjamukti/Cibubur Junction) 

7) telah dilakukan kajian pembentukan UPTD yang akan menangani Angkutan Umum. 

 

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2020 sebesar 

Rp54.474.704.654,00 dengan realisasi sebesar Rp50.467.822.394,00 (92,64%). 

 

 

 

9. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata 

Ruang Kota 

 

Indikator Kinerja Utama: Persentase Kesesuaian RTRW 

 

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.  

Penggunaan lahan biasanya digunakan untuk melihat pemanfaatan lahan masa 

kini (present or current land use). Oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat 

dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

 

𝑋𝑋 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 𝐿𝐿𝐿𝐿ℎ𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑦𝑦𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑃𝑃𝐵𝐵𝑇𝑇𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃) 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑇𝑇𝑃𝑃𝐵𝐵𝑇𝑇𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑦𝑦𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆 𝐵𝐵𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑆𝑆𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅

 

 
 

Tabel III.31. 
Perhitungan Kesesuaian Pola Ruang dan Penggunaan Lahan 

No Pola Ruang Luas (Ha) Hitungan 
Kesesuaian 

  Kawasan Lindung     
1 Situ/Danau 152,79 100,00 
2 Sungai 18,74 100,00 
3 Kawasan Resapan Air 994,45 76,55 
4 Sempadan Situ/Danau 187,80 72,96 
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No Pola Ruang Luas (Ha) Hitungan 
Kesesuaian 

  Kawasan Budidaya      
1 Perumahan Kepadatan Tinggi 461,60 99,23 
2 Perumahan Kepadatan Sedang 6999,91 98,73 
3 Perumahan Kepadatan Rendah 5473,92 86,17 
4 Kawasan Perdagangan dan Jasa 1121,55 36,48 
5 Kawasan Perkantoran 74,03 59,17 
6 Kawasan Peruntukan Industri 338,03 83,99 
7 Ruang Terbuka Hijau 2310,91 86,81 
8 Kawasan Pertanian 432,66 32,36 
9 Fasilitas Penunjang Pertanian 33,35 62,02 

  KESESUAIAN   76,50 

 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020 

 

Target indikator kinerja Persentase kesesuaian terhadap RTRW tahun 2020 adalah 

60,00% dengan realisasi 76,49% atau capaian kinerja sebesar 127,48%. Capaian ini 

sudah mencapai target akhir RPJMD Perubahan sebesar 65%.  

 

Faktor pendorong keberhasilan atau peningkatan pencapaian kinerja Persentase 

Kesesuaian terhadap RTRW didukung faktor eksternal sebagai berikut. 

1) Meningkatnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

2) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mematuhi ketentuan dari Perda 

RTRW. 

3) Partisipasi masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

Total anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Kesesuaian terhadap 

RTRW pada Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebesar 

Rp2.138.475.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp1.859.127.450,00 

atau 86,94%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya anggaran sebesar 

Rp279.347.550,00 atau 13,06%.  

 
 
 
 



 

 109 

 
 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

10. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan 

Permukiman  

 

a. Indikator Kinerja Utama: Rasio Permukiman Layak 

 

Permukiman layak huni adalah lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu 

satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, dan utilitas umum serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan. Tujuan strategis 

Pembangunan Infrastruktur Permukiman adalah:  

1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota; 

2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

3) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni.  

Salah satu permasalahan permukiman yang menonjol di Kota Depok adalah masih 

adanya kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Program yang telah 

dilaksanakan berorientasi pada pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh dan 

peningkatan rasio permukiman layak huni.  

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

Tanggal 15 Januari 2018 tentang Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok 

Tahun 2020, dalam indikator rasio permukiman layak huni dijelaskan bahwa rasio 

permukiman layak huni adalah perbandingan antara luas permukiman layak dengan luas 

permukiman. Menurut data Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Depok luas permukiman layak pada tahun 2020 adalah 14.788,79 ha dan luas total 

permukiman di Kota Depok adalah 14.816,89 ha, sehingga didapatkan rasio permukiman 

layak huni sebesar 99,81%. 

Rasio permukiman layak huni =  
𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘

𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑡𝑡𝑟𝑟 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑘𝑘
 × 100% 

Rasio permukiman layak huni =  
14.788,79 ℎ𝑟𝑟
14.816,89 ℎ𝑟𝑟

 × 100% = 99,81% 

 

Target Rasio Permukiman Layak Huni tahun 2020 sebesar 97,72% dengan realisasi 

99,81%. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja rasio permukiman layak 

huni sebesar 102,14%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 

realisasi sebesar 99,54%.  
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Program pendukung untuk mencapai target rasio permukiman layak huni adalah 

Program Penataan Kawasan Permukiman dengan pagu sebesar Rp2.524.071.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp2.224.126.586,00 sehingga efisiensi sebesar Rp299.944.414,00. 

 

b. Indikator Kinerja Utama: Rasio Rumah Layak Huni 

 

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan 

bangunan dan Kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan.  

Kriteria standar rumah layak huni adalah sebagai berikut. 

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi: 

a) Struktur bawah/pondasi; 

b) Struktur tengah/kolom dan balak (beam); 

c) Struktur atas. 

2) Menjamin Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. 

3) Memenuhi kecukupan luas minimum bangunan 7,2 s.d. 12 m2/orang. 

 

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni adalah 

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2019 dilakukan perbaikan 

rumah tidak layak huni sebanyak 2.324 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 1.109 unit.  

 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

tanggal 15 Januari 2018 tentang Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok Tahun 

2020, dalam indikator rasio rumah layak huni dijelaskan bahwa rasio rumah layak huni 

adalah perbandingan antara jumlah unit layak huni tahun ini dengan jumlah rumah yang 

ada (populasi). Menurut data Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kota Depok jumlah rumah layak huni adalah 428.554 rumah dan jumlah rumah yang 

ada (populasi) adalah 429.117 rumah sehingga didapatkan rasio rumah layak huni 

sebesar 99,87%.  

 

Rasio rumah layak huni =  
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘 ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘𝑟𝑟

𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟ℎ 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 (𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)
 × 100% 

Rasio rumah layak huni =  428.554
429.117

 × 100% = 99,87% 
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Target Rasio Rumah Layak Huni tahun 2020 adalah 99,50% dengan realisasi 

sebesar 99,87%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi 

sebesar 99,76%. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja rasio permukiman 

layak huni sebesar 100,37%. 

 

Gambar III.23.  

Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Depok  

 

 
 

Program pendukung untuk mencapai target persentase rumah layak huni adalah 

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan pagu sebesar Rp2.543.007.000,00  

dan realisasi sebesar Rp2.349.420.672,00  sehingga efisiensi sebesar Rp193.586.328,00. 

 

11. Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan 

Ketersediaan Air  

 

a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Penduduk yang Mendapatkan 

Akses Air Minum yang Aman 

 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mempertahankan 

kelansungan hidup manusia. Hingga tahun 2020 jumlah penduduk Kota Depok telah 

mencapai sekitar 2,4 juta jiwa dan terus akan bertambah yang diikuti oleh meningkatnya 

kebutuhan air minum yang aman.  
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Air minum yang aman adalah air yang digunakan untuk minum, masak, dan 

kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. 

Kebutuhan air minum identik dengan kebutuhan air bersih. Salah satu tantangan 

bagi Pemerintah Kota Depok dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah masyarakat 

mendapatkan akses air bersih tersebut secara mudah dan aman untuk dikonsumsi baik 

melalui sistem perpipaan maupun nonperpipaan. 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

Tanggal 15 Januari 2018 tentang Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Depok 

Tahun 2020, dalam indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 

yang aman adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat mengakses air 

minum yang aman dengan jumlah penduduk Kota Depok. Menurut data Bidang 

Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok jumlah penduduk yang 

dapat mengakses air minum yang aman adalah 1.960.317 jiwa dan jumlah penduduk 

Kota Depok adalah 2.056.335 jiwa, sehingga didapatkan rasio rumah layak huni sebesar 

95,33%.  

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman:   

= 𝑗𝑗𝐿𝐿𝑗𝑗𝑃𝑃𝐿𝐿ℎ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 𝑦𝑦𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐵𝐵𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐵𝐵 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑃𝑃𝐿𝐿𝑗𝑗 𝑦𝑦𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑗𝑗𝐿𝐿𝑃𝑃
𝑗𝑗𝐿𝐿𝑗𝑗𝑃𝑃𝐿𝐿ℎ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑑𝑑𝐿𝐿 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝐵𝐵  × 100% 

=  1.960.317
2.056.335

 × 100% = 95,33% 

 

Pada tahun 2018 capaian persentase penduduk yang mendapatkan akses air 

minum yang aman adalah 72,05% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 

menjadi 81,35% dan pada tahun 2020 capaian persentase penduduk yang mendapatkan 

akses air minum yang aman adalah 95,33%. Capaian ini masih berada dibawah target 

yang ditetapkan secara nasional yakni 100% melalui program 100-0-100.  

Faktor utama penyebab belum terpenuhinya target persentase penduduk yang 

mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebagai berikut. 

1) Peningkatan jumlah penduduk yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan 

kapasitas penyediaan akses air minum yang aman serta sumber air baku masih 

terbatas pada sungai Ciliwung dan sungai Angke dengan kapasitas produksi air 

bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok sebesar 930 liter/detik. 

2) Biaya investasi penyediaan akses air minum yang aman baik perpipaan maupun 

non perpipaan yang sangat besar. 
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3) Pipa air bersih yang dimiliki PDAM Kota Depok sudah banyak yang melewati masa 

pakainya (sejak diserahterimakan dari PDAM Kabupaten Bogor), sehingga 

dibutuhkan peremajaan. 

4) Masih baiknya kondisi air tanah Kota Depok, sehingga minat masyarakat menjadi 

kurang untuk memasang jaringan perpipaan PDAM. 

5) Pembangunan jaringan distribusi air bersih perpipaan tidak hanya dilakukan untuk 

jaringan sambungan rumah, namun juga termasuk pembangunan jaringan pipa 

primer, sehingga menyebabkan penurunan realisasi target pembangunan. 

 

Program pendukung untuk mencapai target persentase penduduk yang 

mendapatkan akses air minum yang aman adalah Program Peningkatan Pengelolaan dan 

Layanan Air Bersih dengan pagu sebesar Rp11.466.119.900,00 dan realisasi sebesar 

Rp10.536.785.159,00 sehingga efisiensi sebesar Rp929.334.741,00. 

 

b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Tersedianya Air untuk Pertanian 

 

Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) 

memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut 

dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan 

saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani.  

Kota Depok memiliki kewenangan atas 2 daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi 

Enggram (Luas 51 ha) dan Daerah Irigasi Situ Ciriung (Luas 13 ha), sehingga total luas 

daerah irigasi 64 ha. Ketersediaan daerah irigasi ini menjadi faktor pendukung 

tersedianya air untuk pertanian.  

Total Luas =   64 Ha 

Kebutuhan air per ha: 1,2 lt/det/ha (pengolahan tanah) 

Total kebutuhan air = 64  x 1,2 = 76,8 lt/det 

Debit di intake bendung = 1.000 lt/det 

Faktor K = 1.000/1.200 = 0,8333 lt/det/ha 

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 86 ha X 0,8333 lt/det/ha= 71,6638 lt/det 

Realisasi tanam seluas 81,7 ha 

maka air yang sampai di petak tersier adalah 81,7 ha x 1,2 lt/det/ha = 98,04 lt/det 

Persentase tersedianya air untuk pertanian = 98,04 / 71,6638 = 136,8 % 
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Target indikator kinerja Persentase Tersedianya Air untuk Pertanian tahun 2020 

adalah 90,04% dengan realisasi 136,8 % (98,04/71,6638 liter/detik). Capaian ini telah 

mencapai target akhir RPJMD Perubahan. 

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Persentase Tersedianya 

Air untuk Pertanian antara lain sebagai berikut. 

1) Meningkatnya peran masyarakat dalam penyampaian kerusakan bangunan irigasi, 

agar selalu terpelihara dan segera ditindaklanjuti pemerintah. 

2) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan tahun anggaran 2020 

yang bersumber dari PAD, Bagi hasil Pajak Provinsi, dan DAU. 

3) Meningkatnya peran stakeholder dalam mendukung pembangunan infrastruktur di 

berbagai tatanan dan tingkatan. 

4) Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara Pemerintah Daerah 

dengan Akademisi, LSM, Pihak Swasta, Asosiasi Jasa Konstruksi dan Masyarakat. 

5) Peran aktif DPRD dan Masyarakat dalam menyampaikan usulan rencana kerja 

Dinas PUPR Kota Depok. 

Total anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Tersedianya Air untuk 

Pertanian pada Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan 

pengairan lainnya sebesar Rp29.666.484.904 dengan realisasi serapan anggaran 

sebesar Rp25.644.615.032 atau 86,44%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya 

anggaran sebesar Rp4.021.869.872 atau 13,56%.  

 

c. Indikator Kinerja Utama: Luas Genangan (Lebih dari 30 cm, selama 2 

jam) 

 

Tahun 2020 target indikator kinerja Luas Genangan (lebih dari 30 cm dalam 2 jam) 

adalah 78,01 Ha dengan realisasi 77,38 ha atau capaian sebesar 100,81%.  

Total Luas Genangan: 163,76 ha 

Kumulatif Luas genangan tertangani 2020: 86,38 ha 

Sisa Luas genangan belum tertangani 2020: 77,38 ha 

Target sisa Luas genangan 2020: 78,01 ha 

 

Capaian= 
(2 𝑥𝑥 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡
 × 100% = 

(2 𝑥𝑥 78,01−77,38)
78,01

 × 100% = 100,81% 
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Faktor pendukung keberhasilan dan peningkatan kinerja Luas Genangan (lebih dari 

30 cm dalam 2 jam) antara lain sebagai berikut. 

1) Terdapatnya Satuan Petugas (Satgas) Sumber Daya Air (SDA) yang menangani 

banjir dan longsor untuk penanganan sementara kerusakan infrastruktur. 

2) Cepatnya penyampaian informasi laporan kejadian banjir dan longsor ke Dinas 

PUPR Kota Depok, sehingga bisa cepat juga tertangani. 

3) Peran Masyarakat dan Legislatif dalam pengusulan kegiatan penanganan banjir 

dan longsor yang membantu pengurangan titik banjir. 

4) Pembiayaan yang besar dalam penanganan banjir didukung penuh oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

5) Melanjutkan Program Pengendalian Sistem Drainase Makro dan Mikro yang 

Terpadu dan Program Konservasi Sumber Daya Air dengan mengusulkan titik-titik 

banjir dan kejadian longsor. 

 
Tabel III.32. 

Efisiensi Anggaran Program Pendukung untuk Mencapai Target Luas Genangan 
(kurang dari 30 cm selama 2 jam) 

 

PROGRAM ANGGARAN (Rp) 
REALISASI (Rp) 

EFISIENSI 
SERAPAN PERSEN 

Pengendalian sistem 

drainase makro dan 

mikro yang terpadu 

57.847.244.241  53.268.963.909  92,09% 4.578.280.332  7,91% 

Konservasi sumber 

daya air 

29.443.129.682  25.786.837.088  87,58% 3.656.292.594 12,42% 

TOTAL 87.290.373.923  79.055.800.977  90,57% 4.548.972.782  9,43% 
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12. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah  

 

Indikator Kinerja Utama: Kualitas Effluen IPLT 

 

Kualitas effluent IPLT adalah aliran air atau gas yang dialirkan ke badan air alami, 

dari hasil pengolahan air limbah terpadu di Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 

2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik bahwa air limbah domestik yang 

dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari 

lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media 

lingkungan. Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan 

untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.  

Pemantauan kualitas effluent IPLT dilakukan untuk memenuhi ketentuan 

persyaratan teknis sebagai berikut. 

1) Menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi 

pengolahan air limbah domestik. 

2) Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah 

domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke 

lingkungan. 

3) Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan. 

4) Melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik 

yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik. 

5) Tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air 

limbah domestik. 

6) Menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan 

koordinat titik penaatan. 

7) Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penaatan. 

 

Pada tahun 2020 hasil pengukuran di Laboratorium Pengujian Departemen 

Teknologi Industri Pertanian, IPB terhadap kualitas effluent IPLT adalah BOD<95 mg/L, 

TSS<95 mg/L. Hasil ini sesuai target tahun 2020. Capaian ini menunjukkan capaian 

kinerja kualitas effluent IPLT sebesar 100%. 
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Program pendukung untuk mencapai target kualitas effluent IPLT adalah Program 

Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT dengan pagu sebesar Rp6.238.798.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp5.903.629.624,00 sehingga efisiensi sebesar Rp335.168.376,00. 

 

13. Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup  

 

a. Indikator Kinerja Utama: Level Kualitas Air 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, level kualitas air Kelas III adalah air yang 

peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 

untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang 

sama dengan kegunaan tersebut.  

Berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Depok diperoleh hasil level kualitas air Kota Depok masuk dalam kategori Kelas III. 

Capaian ini menunjukkan capaian kinerja level kualitas air sebesar 100%. 

 

Level Kualitas air tercapai didukung hal-hal sebagai berikut.  

1) Sosialisasi terhadap pelaku usaha kecil terkait pengelolaan lingkungan. 

2) Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan air limbah yang 

dihasilkan, sebelum dibuang ke lingkungan. 

3) Pembangunan IPAL domestik dan Usaha Skala Kota (USK) yang bertujuan untuk 

mengurangi tingkat pencemaran sungai/setu. 

4) Pemantauan kualitas air setiap tahunnya. 

5) Kajian Daya Tampung Beban Pencemar (DTBP) terhadap situ dan sungai untuk 

mengetahui beban pencemaran, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan 

kebijakan untuk pengendalian pencemaran air di Kota Depok. 

 

Program untuk mencapai sasaran strategis level kualitas air adalah Program 

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 

Rp1.987.204.132,00 dan realisasi sebesar Rp1.878.030.361,00 serta efisiensi anggaran 

sebesar Rp109.173.771,00. 
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b. Indikator Kinerja Utama: Level Kualitas Udara 

 

Level kualitas udara dihitung berdasarkan hasil pengukuran alat Stasiun Pemantau 

Kualitas Udara (SPKU) AQMS dalam keadaan aktif.  

 

Tingkat Kualitas Udara: 

 

=  
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝐽𝐽𝑘𝑘𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐽𝐽𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑘𝑘𝐽𝐽 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝐽𝐽 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝐽𝐽 ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽 1 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘

𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽 1 𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ𝐽𝐽𝑘𝑘
 x 100% 

 

Pada tahun 2020 target Tingkat Kualitas Udara sebesar 87% dan realisasinya 

tercapai 96,26% atau capaian kinerja sebesar 111%. Realisasi ini meningkat bila 

dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,70%. 

 

Faktor pendukung tercapainya target Level Kualitas udara sebagai berikut.  

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara, 

salah satunya dengan perawatan rutin kendaraan bermotor untuk menekan 

kualitas emisi kendaraan bermotor dan penggunaan transportasi umum. 

2) Kesadaran penanggung jawab kegiatan usaha dalam pengelolaan kualitas udara 

melalui pemantauan udara secara rutin dan penanaman pohon secara mandiri oleh 

pribadi/badan usaha. 

3) Pembinaan pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan kualitas udara yang 

didukung kondisi alat ukur kualitas udara, penanaman pohon, dan sosialisasi 

pengelolaan lingkungan. 

 

Untuk mencapai sasaran strategis level kualitas udara Pemerintah Kota Depok 

melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melaksanakan Program 

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan 

anggaran sebesar Rp1.435.149.708,00 dan realisasi sebesar Rp1.279,000.521,00 serta 

efisiensi anggaran sebesar Rp156.149.187,00. 
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14. Terwujudnya Depok Sebagai Kota Bersih (Zero Waste City)  

 

a. Indikator Kinerja Utama: Persentase Pengurangan Sampah 

 

Pada tahun 2020 target Persentase Pengurangan Sampah sebesar 17,28% dan 

realisasinya tercapai 17,69% atau capaian kinerja sebesar 102,03%. Realisasi ini 

meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,90%. 

 

% pengurangan sampah =  
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 3𝑅𝑅

𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑘𝑘
× 100% 

% pengurangan sampah =  
362.620
2.056.335

× 100% = 17,63% 

 

Jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan Sensus tahun 2020 adalah 2.056.335 jiwa. 

 

Kegiatan pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbulan sampah, 

pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara: menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang atau bahan 

yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.  

Faktor pendukung capaian Persentase Pengurangan Sampah sebagai berikut.  

1) Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya 

(hulu) dengan cara mendaur ulang sampah anorganik melalui bank sampah, 

serta pembuatan pupuk kompos dan maggot dari sampah organik.  

2) Dilakukannya edukasi pemilahan sampah sejak dini melalui pengembangan 

Pendidikan Lingkungan Hidup khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa 

dalam upaya pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Hingga 

tahun 2020, terdapat 136 sekolah yang berperan aktif dalam program ini dan 

mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata. 

Program untuk mencapai target Pengurangan Sampah didukung dengan 

anggaran Rp837.168.700,00 dengan realisasi sebesar Rp779.544.850,00 sehingga 

diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp57.623.850,00. 
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b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Penanganan Sampah 

 

Pada tahun 2020 target Persentase Penanganan Sampah sebesar 74,18% dan 

realisasinya tercapai 76,60% atau capaian kinerja sebesar 103,26%. Realisasi ini 

meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,21%.  

 

Realisasi =  
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑖𝑖𝑟𝑟ℎ 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 (𝑡𝑡𝐷𝐷𝑘𝑘)
𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑡𝑡𝑟𝑟𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐽𝐽𝑖𝑖𝑟𝑟ℎ (𝑡𝑡𝐷𝐷𝑘𝑘)

 × 100% 

 

Jumlah sampah tertangani 992,3 ton 

Jumlah timbulan sampah =  jumlah penduduk x 0,63 kg  

= 2.056.335 x 0,63 kg  

= 1.295.491 kg = 1.295 ton 

Realisasi =  
992,3 ton
 1.295 ton

 × 100% = 76 6% 

Jumlah penduduk menggunakan data hasil sensus penduduk tahun 2020 yaitu 

2.056.335 jiwa. 

 

Faktor pendukung tercapainya target penanganan sampah sebagai berikut. 

1) Adanya pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai berikut. 

a) Jumlah armada pengangkut sampah. 

b) Luas dan kapasitas lahan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah.  

3) Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara 

atau tempat pengolahan sampah terpadu telah mencukupi kebutuhan seluruh 

penduduk. 

4) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau dari 

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA) 

telah memadai. 

5) Pengolahan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, 

untuk pengembalian sampah dan/atau residu ke lingkungan secara aman. 
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Program untuk mencapai target Penanganan Sampah didukung dengan anggaran 

Rp13.539.082.300,00 dengan realisasi sebesar Rp12.418.279.072,00 sehingga diperoleh 

efisiensi anggaran sebesar Rp1.120.803.228,00. 

 

15. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga  

 

Indikator Kinerja Utama: Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik 

 

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2019 adalah 22.437.432 m2 atau 2.243,74 

ha (Bappeda, 2020) atau sebesar 11,20%.  

 

Pada tahun 2020 ada penambahan RTH berupa:  

1) TPU seluas 33.749 m2  (BKD, 2020) 

2) fasos dan fasum yang sudah serah terima 163.465,15 m2 (BKD, 2020) 

3) taman kota di 6 kelurahan 4.659 m2 (Dinas Rumkim, 2020) 

sehingga luas RTH menjadi yaitu 22.634.350 m2 atau 2.263,435 ha atau 11,30%. Luas 

RTH ini bahkan telah mencapai target akhir RPJMD yaitu 10,46%. Capaian ini 

menunjukkan capaian luas RTH sebesar 109,07%.  
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B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 

 

Tabel III.33. 

Rekapitulasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2020 

 

Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

1 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan public 

 
1 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik 100% 
Target 

tercapai 
√ Baik 

 
2 Opini BPK WTP WTP WTP 100% 

Target 
tercapai 

√ WTP 

 3 Predikat SAKIP B BB n.a. n.a. n.a. n.a. A 

2 Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 

 
4 Indeks Pendidikan 74,78 78,97 76,27 96,58% 

Tidak 
tercapai 

▲ 80,14 

3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 
5 Indeks Kesehatan 83,55 83,49 83,75 100,31% 

Target 
tercapai 

√ 83,56 

4 Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social 

 6 Indeks Ketahanan 
Keluarga 

Tinggi Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

116,12% 
Target 

tercapai 
√ Tinggi 

5 Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 

7 Nilai investasi (Rp) 8.443.718.
982.008 

6.120.000.
000.000 

7.887.879.
573.552 

128,89% 
Target 

tercapai 
√ 6.800 M 

8 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

6,97 7,67 -1,92% -25,03% 
Tidak 

tercapai 
X 7,31% 

6 Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

 
9 Indeks Gini Rasio  0,3435 0,361 0,342 105,26% 

Target 
tercapai 

√ 0,360 

 10 PDRB per kapita 
(Rp) 

27.619.762 33.463.328 29.516.876 88,21% 
Tidak 

tercapai 
▲ 35.768.800 

7 Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan 

11 Tingkat inflasi 
daerah 

3,29 3,02 1,78 141,06% 
Target 

tercapai 
√ 2,74 

12 Nilai pola pangan 
harapan 

91,61 89,5 85,6 95,64% 
Tidak 

tercapai 
X 90,8 
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Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

13 Proporsi panjang 
jaringan jalan kota 
dalam kondisi baik 

92,58% 96,17% 94,48% 98,24% Tidak 
tercapai ▲ 97,40% 

14 Moda share 
transportasi umum 23,17% 30,61 %  17,10 % 55,86% Tidak 

tercapai X 32,74% 

9 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota 

15 Persentase 
kesesuaian 
terhadap RTRW 

49,84% 60% 76,49% 127,48% Target 
tercapai √ 65% 

10 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 

16 Rasio permukiman 
layak 99,54% 97,72% 99,81% 102,14% Target 

tercapai ▲ 97,72% 

17 Rasio rumah layak 
huni  99,76% 99,50% 99,87% 100,37% Target 

tercapai √ 99,50% 

11 Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan Ketersediaan Air 

18 Persentase 
penduduk yang 
mendapatkan akses 
air minum yang 
aman 

81,35% 100% 81,13% 81,13% Tidak 
tercapai X 100% 

 19 Persentase 
tersediannya air 
untuk pertanian  

89,67% 90,04% 136,8% 151,93% Target 
tercapai √ 95,04% 

 20 Luas genangan 
(lebih dari 30 cm, 
selama 2 jam) 

61,93ha 78,01ha 77,38ha 100,81% Target 
tercapai √ 66,88ha 

12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah  

21 Kualitas effluen 
IPLT 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

100% Target 
tercapai √ 

BOD<90 
mg/L,TSS
<90mg/L 

13 Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup 

22 Level kualitas air Kelas III Kelas III Kelas III 100% Target 
tercapai √ Kelas III 

23 Level kualitas udara 93,7% 87% 96,26% 110,64% Target 
tercapai √ 90% 

14 Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City) 

24 Persentase 
pengurangan 
sampah 

16,90% 17,28% 17,63% 102,03% Target 
tercapai √ 20% 

25 Persentase 
penanganan 
sampah 

66,21% 74,18% 76,60% 103,26% Target 
tercapai √ 80% 

15 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

 26 Persentase luas 
ruang terbuka hijau 
publik 

11,20% 10,36% 11,30% 109,07% 
Target 

tercapai 
√ 10,46% 
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Keterangan:  

√ = mencapai/ melampaui target,  

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibandingkan tahun lalu, 

X = tidak mencapai target. 

Gambar III.24. 

Grafik Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Kota Depok 

 

 

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

tanggal 15 Januari 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 

2016—2021 untuk Tahun 2019—2021 terdapat 15 sasaran strategis dan 26 indikator 

kinerja utama. 

Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran yang mencakup 26 Indikator Kinerja 

Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebagai berikut. 

1) 1 indikator (3,85%) data tidak tersedia 

2) 18 indikator (69,23%) mencapai target terdiri atas: 

a) 4 indikator (15,38%) sesuai dengan target; 

b) 14 indikator (53,85%) melampaui target. 

3) 7 indikator (26,92%) tidak mencapai target, terdiri atas: 

a) 4 indikator (15,38%) yang tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih 

baik) dibandingkan dengan tahun 2019; 

b) 3 indikator (11,54%) tidak mencapai target. 

3.85%

69.23%

11.54%

15.38%

Rekapitulasi Capaian IKU Kota Depok

Data tidak tersedia

Mencapai target

Tidak mencapai target

Tidak mencapai target tapi
meningkat
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C. REALISASI ANGGARAN 

 

Tabel III.34. 

Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2020 

NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas 
Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan 
Publik 

 494.736.243.745,00   445.539.363.374,00  

Opini BPK 

1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah   2.466,009.900,00    1.903.762.845,00  

Predikat SAKIP 

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 
Pemeriksa   650.981.400,00    614.975.097,00  

3 Peningkatan Sistem Pengawasan    1.876.161.500,00    1.613.245.233,00  

4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan    2.192.165,000,00    1.970.673.664,00  

5 Peningkatan Ketentraman Ketertiban.dan 
Perlindungan Masyarakat   17.871.651.600,00    16.736.965.793,00  

Indeks Kepuasan Masyarakat 

6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur   14.537.269.250,00    13.025.612.451,00  

7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana 
dan Prasarana Pelayanan  209.153.491.078,00   191.371.878.234,00  

8 Peningkatan Administrasi Perkantoran   75.840.624.635,00    68.299.242.110,00  

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   41.957.239.712,00    38.400.550.304,00  

10 Pembangunan dan Pengembangan 
Teknologi Informatika   19.809.605.658,00    17.555.532.772,00  

11 Pengembangan Keterbukaan Informasi dan 
Komunikasi Publik    4.897.097.300,00    4.764.683.669,00  

12 Pengembangan Data dan Informasi statistik 
sektoral   946.621,000,00    943.990.400,00  

13 Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang 
dan Jasa    1.797.626.100,00    1.700.106.134,00  

14 Pembentukan. penataan produk hukum dan 
Kesadaran hukum dan HAM    1.660.589.220,00    1.402.037.686,00  

15 Peningkatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah    2.303.010.749,00    2.166.315.973,00  

16 Peningkatan Kualitas Perencanaan   24.569.621.123,00    21.837.617.928,00  

17 Peningkatan Inovasi Daerah   498.065.300,00    381.959.300,00  

18 Peningkatan Layanan KDH / WKDH    6.600.700,000,00    5.722.443.876,00  

19 Peningkatan  Layanan Kependudukan dan 
Catatan Sipil    8.576.579.800,00    7.404.066.497,00  
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NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

20 Peningkatan Kualitas Layanan Bencana   15,005.438.820,00    14.452.161.913,00  

21 Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD   13.332.044.700,00    11.886.468.833,00  

22 Peningkatan Peran dan Trifungsi DPRD   26.977.858.500,00    20.189.405.915,00  

23 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan    1.215.791.400,00    1.195.666.747,00  

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Akses 
Layanan Pendidikan   278.859.304.650,00   265.411.514.882,00  

Indeks Pendidikan 

1 Peningkatan sarana dan prasarana 
pendidikan   33.387.955.300,00    26.633.554.624,00  

2 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan  240.179.698.300,00   233.747.833.520,00  

3 Pendidikan Anak Usia dini dan lembaga 
pendidikan Masyarakat   932.254,000,00    912.949,000,00  

4 Peningkatan Kualitas dan tata kelola 
pendidikan    2.061.850.800,00    1.893.609.722,00  

5 Standarisasi Pelayanan Publik   32.911.600,00   32.911.600,00  

6 Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik   838.400.750,00    784.555.950,00  

7 Peningkatan Minat Baca Masyarakat    1.426.233.900,00    1.406.100.466,00  

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan 
Masyarakat   407.741.549.668,00   358.355.348.930,00  

Indeks Kesehatan 

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan  194.636.989.913,00   179.191.625.530,00  

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kesehatan    6.056.762.560,00    5.369.396.463,00  

3 Pengembangan dan Pengelolaan BLUD  161.882.150.811,00   140.258.901.117,00  

4 Pengembangan Program Kota Sehat    8.074.892.538,00    5.413.445.058,00  

5 Peningkatan Promosi Kesehatan    1.745.775.500,00    1.605.673.698,00  

6 Peningkatan Kesehatan Keluarga   457.473,000,00    433.345.500,00  

7 Pencegahan Penanggulangan Penyakit 
Menular dan Tidak Menular   33.851.082.446,00    25.704.603.764,00  

8 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi   844.072.300,00    200.600.200,00  

9 Peningkatan Kesehatan Lingkungan   192.350.600,00    177.757.600,00  

Sasaran 4 : Terbangunnya Ketahanan 
Keluarga dan Kesejahteraan Sosial   34.480.895.440,00    29.805.179.099,00  

Indeks Ketahanan Keluarga 

1 Peningkatan Keluarga Harmonis    1.026.612.200,00    1,007,002.200,00  
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NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

2 Pengembangan Kota Layak Anak    6.580.988.940,00    4.357.854.551,00  

3 Penguatan peran perempuan dalam 
pembangunan ketahanan  keluarga    1.402.494.900,00    1.227.867.131,00  

4 Peningkatan Pengembangan  Keluarga 
Berencana    3.956.789,000,00    3.797.692.304,00  

5 Peningkatan Kelembagaan Ketahanan 
Keluarga   12.931.091.350,00    12.328.284.291,00  

6 Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan 
Rentan    1.359.202.900,00    1.332.343.500,00  

7 Perlindungan dan Jaminan Sosial    2.037.336,000,00    1.951.870.800,00  

8 Peningkatan Rehabilitasi Sosial   766.380.350,00    681.239.414,00  

9 Pemberdayaan Sosial    1.015.613,000,00    1,003,003.208,00  

10 Pengembangan Kota Ramah Lansia    3.404.386.800,00    2.118.021.700,00  

Sasaran 5 : Berkembangnya Potensi dan 
Kreatifitas Masyarakat     4.893.754.300,00    4.518.671.124,00  

Jumlah Seni dan Budaya yang Dilestarikan 

1 Pengembangan seni dan pelestarian budaya    1.077.863.600,00    852.300.900,00  

2 Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya   410.395.400,00    389.302.300,00  

Persentase Organisasi dan Komunitas Pemuda yang Kreatif dan Mandiri 

3 Pembinaan Organisasi dan Komunitas 
Pemuda   832.470.300,00    740.841.400,00  

Jumlah Potensi Prestasi Cabang Olah Raga 

4 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga    1.342.500,000,00    1.338.622.324,00  

5 Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga    1.230.525,000,00    1.197.604.200,00  

Sasaran 6 : Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas   32.894.557.250,00    28.838.471.261,00  

Nilai Investasi 

1 Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha   362.421.400,00    287.334.551,00  

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

2 Peningkatan kapasitas IKM dan UM    3.726.528.100,00    2.985.911.600,00  

3 Penciptaan wirausaha baru   781.332,000,00    686.877,000,00  

4 Peningkatan akses pemasaran produk IKM 
dan UM    7.390.616.400,00    5.502.086.587,00  

5 Peningkatan mutu produk IKM dan UM   470.094,000,00    460.723.804,00  

6 Penguatan kelembagaan koperasi    1.227.414.800,00    1.142.110.569,00  
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NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

7 Peningkatan usaha koperasi    1.045.918.800,00    797,008.400,00  

8 Revitalisasi pasar rakyat   11.653.146.850,00    11.388.966.198,00  

9 Penyediaan Kios Bagi UMKM    1.969.504.900,00    1.900.280.500,00  

10 Pengembangan objek wisata   731.882,000,00    634.947.500,00  

11 Pengembangan pariwisata   325.918,000,00    250.769.300,00  

12 Peningkatan Penerimaan PAD    3.209.780,000,00    2.801.455.252,00  

Sasaran 7 : Meningkatnya Pemerataan 
Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat    5.525.961.800,00    4.732.782.250,00  

Indeks Gini Rasio 

1 Peningkatan Kompetensi Usia Kerja    3.280.468.550,00    2.623.294,000,00  

PDRB Perkapita adbh. 

2 Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja    1.298.710.550,00    1.273.571.100,00  

3 Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja   946.782.700,00    835.917.150,00  

Sasaran 8 : Meningkatnya Ketersediaan dan 
Terjaganya Kestabilan Harga Bahan Pangan    6.013.989.927,00    5.681.871.183,00  

Tingkat Inflasi Daerah 

1 Pengelolaan informasi dan pengawasan 
distribusi barang dan bahan pangan    1,005.209.700,00    935.824.784,00  

Nilai Pola Pangan Harapan 

2 Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 
dan Hortilkultura   646.207.300,00    628.133.204,00  

3 Peningkatan Produksi Perikanan   938.675,000,00    889.359.993,00  

4 Peningkatan Produksi Peternakan    2.014.983.077,00    1.921.358.198,00  

5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  
Hewan Menular   838.942.950,00    804.842,004,00  

6 Peningkatan Pemasaran Produk Pangan   156.575.900,00    106.976,000,00  

7 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan   413.396,000,00    395.377,000,00  

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi  256.293,001.386,00   229.221,001.661,00  

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik 

1 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota  136.253.138.688,00   118.987.183.856,00  

2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan   34.664.716.426,00    30.773.610.061,00  

3 Peningkatan sarana  dan prasarana ke PU 
an   32.935.687.900,00    31.610.276.747,00  
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NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

4 Penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung infrastruktur transportasi   36.078.827.872,00    31.949.934.370,00  

5 Penyediaan simpul transportasi    3.198.154.100,00    3.115.137.150,00  

Moda Share Transportasi Umum 

6 Peningkatan layanan transportasi umum   13.162.476.400,00    12.784.859.477,00  

Sasaran 10 : Terwujudnya Perencanaan. 
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 
Kota 

   2.138.475,000,00    1.859.127.450,00  

Persentase Kesesuaian terhadap RTRW 

1 Perencanaan. Pemanfaatan dan 
Pengendalian  ruang    2.138.475,000,00    1.859.127.450,00  

Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Sarana 
dan Prasarana Perumahan dan Permukiman  171.955.386.689,00   167.550.498.752,00  

Rasio Permukiman Layak 

1 Penataan Kawasan Permukiman  154.767.275.264,00   151.567.513.531,00  

2 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala 
Rumah Tangga dan Komunal   11.367.225.325,00    10.807.241.741,00  

Rasio Rumah Layak Huni 

3 Pengembangan Perumahan Bersusun dan 
Tidak Bersusun    1.966.155,000,00    1.861.571.058,00  

4 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni    3.854.731.100,00    3.314.172.422,00  

Sasaran 12 : Meningkatnya Jaringan 
Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan 
Ketersedian Air 

 128.831.578.727,00   115.237.201.188,00  

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman 

1 Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air 
Bersih   11.466.119.900,00    10.536.785.159,00  

Persentase Tersedianya Air untuk Pertanian 

2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan 
irigasi dan jaringan pengairan lainnya   29.666.484.904,00    25.644.615.032,00  

Luas Genangan Lebih dari 30 cm Selama 2 jam 

3 Pengendalian sistem drainase makro dan 
mikro yang terpadu   58.255.844.241,00    53.268.963.909,00  

4 Konservasi sumber daya air   29.443.129.682,00    25.786.837.088,00  

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Air Limbah     6.238.798,000,00    5.903.629.624,00  

Kualitas Effluen IPLT 

1 Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT    6.238.798,000,00    5.903.629.624,00  

Sasaran 14 : Terkendalinya Tingkat 
Pencemaran Lingkungan Hidup    3.422.353.840,00    3.157.030.882,00  
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NO. SASARAN/INDIKATOR/PROGRAM ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) 

Kualitas Air 

1 Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan 
Lingkungan Hidup    1.987.204.132,00    1.878.030.361,00  

Kualitas Udara 

2 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup    1.435.149.708,00    1.279,000.521,00  

Sasaran 15 : Terwujudnya Depok sebagai 
Kota Bersih (Zero Waste City)  117.433.809.794,00   105.779.465.314,00  

Persentase Pengurangan Sampah 

1 Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan  103.894.727.494,00    93.362.914.742,00  

Persentase Penanganan Sampah 

2 Peningkatan Pengelolaan TPA   13.539.082.300,00    12.416.550.572,00  

Sasaran 16 : Tersedianya Ruang Terbuka 
Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga   33.356.938.088,00    29.347.852.213,00  

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau 

1 Pembangunan. Pemeliharaan dan 
Peningkatan Kualitas RTH   33.356.938.088,00    29.347.852.213,00  

Sasaran 17 : Meningkatnya Kohesi Sosial    20.751.157.900,00    19.786.824.300,00  

Persentase Menurunnya Indeks Konflik Sosial 

1 Pembauran Kebangsaan   172.650,000,00    159.378,000,00  

2 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman 
dan Ketertiban    1.172.148.100,00    1.021.892.400,00  

3 Penanganan Konflik Sosial   393.544,000,00    389.509,000,00  

4 Peningkatan Wawasan Kebangsan dan bela 
Negara   333.238,000,00    326.529,000,00  

5 Pendidikan Politik Warga    1.660.282.500,00    1.548.708.500,00  

6 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Politik   512.461.500,00    507.836.500,00  

7 
Peningkatan Peran Serta dan 
Pemberdayaan Masyarakat serta 
Kemandirian dalam Pembangunan 

  16.506.833.800,00    15.832.970.900,00  

Sasaran 18 : Meningkatnya Toleransi dalam 
Kehidupan     7.512.411.750,00    5.803.092.230,00  

Persentase Dialog dan Fasilitasi Umat Beragama 

1 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan    4.204.013.300,00    3.247.507.680,00  

2 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama   44.489,000,00   43.489,000,00  

3 Peningkatan Pelayanan Sosial 
Kemasyarakatan    3.263.909.450,00    2.512.095.550,00  

 TOTAL 2.013.080.167.954,00  1.826.528.925.717,00  
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Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah 

Kota Depok. didukung pula dengan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp2.013.080.167.954,00 dengan realisasi Rp1.826.528.925.717,00 atau 90,73%. 

 

D. EFISIENSI ANGGARAN 

 

Tabel III.35. 

Efisiensi Anggaran tiap Sasaran Strategis Tahun 2020 

 

SASARAN STRATEGIS Penyerapan 
Anggaran (%) 

Capaian 
Kinerja (%) 

Efisiensi 
(%) 

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Manajemen 
Pemerintahan dalam Pelayanan Publik 

90,06% 100,00% 9,94% 

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Akses 
Layanan Pendidikan  

95,18% 96,58% 1,40% 

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan 
Masyarakat  

87,89% 128,89% 41,00% 

Sasaran 4 : Terbangunnya Ketahanan Keluarga 
dan Kesejahteraan Sosial 

86,44% 116,12% 29,68% 

Sasaran 5 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Masyarakat yang Berkualitas 

87,67% 51,93% -35,74% 

Sasaran 6 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan 
dan Kesejahteraan Masyarakat 

85,65% 96,74% 11,09% 

Sasaran 7 : Meningkatnya Ketersediaan dan 
Terjaganya Kestabilan Harga Bahan Pangan 

94,48% 118,35% 23,87% 

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas 
Sarana dan Prasarana Transportasi 

89,44% 77,05% -12,39% 

Sasaran 9 : Terwujudnya Perencanaan. 
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota 

86,94% 127,48% 40,54% 

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan 
Prasarana Perumahan dan Permukiman 

97,44% 101,26% 3,82% 

Sasaran 11 : Meningkatnya Jaringan Pengendalian 
Banjir dan Keberlanjutan Ketersedian Air 

89,45% 116,02% 26,57% 

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 
Air Limbah  

94,63% 100,00% 5,37% 

Sasaran 13 : Terkendalinya Tingkat Pencemaran 
Lingkungan Hidup 

92,25% 105,32% 13,07% 

Sasaran 14 : Terwujudnya Depok sebagai Kota 
Bersih (Zero Waste City) 

90,08% 102,65% 12,57% 

Sasaran 15 : Tersedianya Ruang Terbuka Hijau 
yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

87,98% 109,07% 21,09% 

RATA-RATA EFISIENSI ANGGARAN 12,79% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan 

visi dan misi Kota Depok Tahun 2016—2021. Melalui Laporan Kinerja ini, disajikan 

informasi atas berbagai upaya, hasil, dan tingkat capaian sasaran strategis Kota Depok. 

Selain itu, diinfomasikan pula alokasi anggaran, realisasi anggaran untuk mendukung 

pencapaian masing-masing sasaran strategis, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program, kegiatan, hambatan/kendala dalam pelaksanaan maupun upaya pemecahan 

masalah agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. 

 

Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran, 26 Indikator Kinerja Utama pada 

tahun 2020, menunjukkan sebanyak 1 indikator (3,85%) tidak tersedia datanya, 

18 indikator (69,23%) mencapai target dan 7 indikator (26,92%) tidak 

mencapai target. Indikator yang mencapai target terdiri atas 4 indikator (15,38%) 

sesuai dengan target dan 14 indikator (53,85%) melampaui target. Indikator 

yang tidak mencapai target terdiri atas 4 indikator (15,38%) yang tidak mencapai 

target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan dengan tahun 2019 dan 3 

indikator (11,54%) tidak mencapai target. 

 

Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kota Depok 

Tahun 2020. 
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Tabel IV.1. 

Rekapitulasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2019 

 

Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

1 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan public 

 
1 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik 100% 
Target 

tercapai 
√ Baik 

 
2 Opini BPK WTP WTP WTP 100% 

Target 
tercapai 

√ WTP 

 3 Predikat SAKIP B BB n.a. n.a. n.a. n.a. A 

2 Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 

 
4 Indeks Pendidikan 74,78 78,97 76,27 96,58% 

Tidak 
tercapai 

▲ 80,14 

3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 
5 Indeks Kesehatan 83,55 83,49 83,75 100,31% 

Target 
tercapai 

√ 83,56 

4 Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social 

 6 Indeks Ketahanan 
Keluarga 

Tinggi Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

116,12% 
Target 

tercapai 
√ Tinggi 

5 Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 

7 Nilai investasi (Rp) 8.443.718.
982,008 

6.120,000,
000,000 

7.887.879.
573.552 

128,89% 
Target 

tercapai 
√ 6.800 M 

8 Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

6,97 7,67 -1,92% -25,03% 
Tidak 

tercapai 
X 7,31% 

6 Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

 
9 Indeks Gini Rasio  0,3435 0,361 0,342 105,26% 

Target 
tercapai 

√ 0,360 

 10 PDRB per kapita 
(Rp) 

27.619.762 33.463.328 29.516.876 88,21% 
Tidak 

tercapai 
▲ 35.768.800 

7 Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan 

11 Tingkat inflasi 
daerah 

3,29 3,02 1,78 141,06% 
Target 

tercapai 
√ 2,74 

12 Nilai pola pangan 
harapan 

91,61 89,5 85,6 95,64% 
Tidak 

tercapai 
X 90,8 
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Sasaran 
Nomor 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 
2020 

Interpre-
tasi 

Status 
Capaian 

Target 
RPJMD 

8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi 

13 Proporsi panjang 
jaringan jalan kota 
dalam kondisi baik 

92,58% 96,17% 94,48% 98,24% Tidak 
tercapai ▲ 97,40% 

14 Moda share 
transportasi umum 23,17% 30,61 %  17,10 % 55,86% Tidak 

tercapai X 32,74% 

9 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaataan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota 

15 Persentase 
kesesuaian 
terhadap RTRW 

49,84% 60% 76,49% 127,48% Target 
tercapai √ 65% 

10 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 

16 Rasio permukiman 
layak 99,54% 97,72% 99,81% 102,14% Target 

tercapai ▲ 97,72% 

17 Rasio rumah layak 
huni  99,76% 99,50% 99,87% 100,37% Target 

tercapai √ 99,50% 

11 Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan Ketersediaan Air 

18 Persentase 
penduduk yang 
mendapatkan akses 
air minum aman 

81,35% 100% 81,13% 81,13% Tidak 
tercapai X 100% 

 19 Persentase 
tersediannya air 
untuk pertanian  

89,67% 90,04% 136,8% 151,93% Target 
tercapai √ 95,04% 

 20 Luas genangan 
(lebih dari 30 cm, 
selama 2 jam) 

61,93ha 78,01ha 77,38ha 100,81% Target 
tercapai √ 66,88ha 

12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air Limbah  

21 Kualitas effluen 
IPLT 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

BOD<95 
mg/L,TSS
<95 mg/L 

100% Target 
tercapai √ 

BOD<90 
mg/L,TSS
<90mg/L 

13 Terkendalinya Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup 

22 Level kualitas air Kelas III Kelas III Kelas III 100% Target 
tercapai √ Kelas III 

23 Level kualitas udara 93,7% 87% 96,26% 110,64% Target 
tercapai √ 90% 

14 Terwujudnya Depok sebagai Kota Bersih (Zero Waste City) 

24 Persentase pengu-
rangan sampah 16,90% 17,28% 17,63% 102,03% Target 

tercapai √ 20% 

25 Persentase pena-
nganan sampah 66,21% 74,18% 76,60% 103,26% Target 

tercapai √ 80% 

15 Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

 26 Persentase luas 
ruang terbuka hijau 
publik 

11,20% 10,36% 11,30% 109,07% 
Target 

tercapai 
√ 10,46% 
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Keterangan:  

√ = mencapai/ melampaui target,  

▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, 

X = tidak mencapai target. 

 

Gambar IV.1. 

Grafik Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Kota Depok 

 

 
 

 

Upaya pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Depok didukung dengan 

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.013.080.167.954,00 dengan 

realisasi sebesar Rp1.826.528.925.717,00 atau 90,73%. Sedangkan rata-rata efisiensi 

anggaran untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah 12,79%, dan efektivitas 

sebesar 114,34%. 

 

 

 

 

3.85%

69.23%

11.54%

15.38%

Rekapitulasi Capaian Target IKU Kota Depok

Data tidak tersedia

Mencapai target

Tidak mencapai target

Tidak mencapai target
tapi meningkat
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Tabel IV.2. 

Efisiensi Anggaran tiap Sasaran Strategis Tahun 2020 

 

SASARAN STRATEGIS Penyerapan 
Anggaran (%) 

Capaian 
Kinerja (%) 

Efisiensi 
(%) 

Efektivitas 
(%) 

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas 
Manajemen Pemerintahan dalam 
Pelayanan Publik 

90,06% 100,00% 9,94% 111,04% 

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan 
Akses Layanan Pendidikan  

95,18% 96,58% 1,40% 101,47% 

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat  

87,89% 128,89% 41,00% 146,65% 

Sasaran 4 : Terbangunnya Ketahanan 
Keluarga dan Kesejahteraan Sosial 

86,44% 116,12% 29,68% 134,34% 

Sasaran 5 : Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas 

87,67% 51,93% -35,74% 59,23% 

Sasaran 6 : Meningkatnya Pemerataan 
Pendapatan dan Kesejahteraan 
Masyarakat 

85,65% 96,74% 11,09% 112,95% 

Sasaran 7 : Meningkatnya Ketersediaan 
dan Terjaganya Kestabilan Harga Bahan 
Pangan 

94,48% 118,35% 23,87% 125,27% 

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Sarana dan Prasarana 
Transportasi 

89,44% 77,05% -12,39% 86,15% 

Sasaran 9 : Terwujudnya Perencanaan, 
Pemanfaatan dan Pengendalian Tata 
Ruang Kota 

86,94% 127,48% 40,54% 146,63% 

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas 
Sarana dan Prasarana Perumahan dan 
Permukiman 

97,44% 101,26% 3,82% 103,92% 

Sasaran 11 : Meningkatnya Jaringan 
Pengendalian Banjir dan Keberlanjutan 
Ketersedian Air 

89,45% 116,02% 26,57% 129,71% 

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Air Limbah  

94,63% 100,00% 5,37% 105,68% 

Sasaran 13 : Terkendalinya Tingkat 
Pencemaran Lingkungan Hidup 

92,25% 105,32% 13,07% 114,17% 

Sasaran 14 : Terwujudnya Depok sebagai 
Kota Bersih (Zero Waste City) 

90,08% 102,65% 12,57% 113,96% 

Sasaran 15 : Tersedianya Ruang Terbuka 
Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga 

87,98% 109,07% 21,09% 123,97% 

RATA-RATA EFISIENSI ANGGARAN 12,79% 114,34% 
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Upaya Pemerintah Kota Depok untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja 

adalah sebagai berikut. 

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan reviu indikator kinerja utama yang 

mendorong penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran demi 

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil.  

Hasil reviu ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 

821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Depok Tahun 2016 – 2021 untuk Tahun 2019 – 2021, yang semula 21 sasaran 

menjadi 15 sasaran, dan indikator kinerja sasaran yang semula 36 indikator kinerja 

utama menjadi 26 indikator kinerja utama. 

2. Implementasi dan optimalisasi SAKIP sebagai berikut. 

a. Melakukan pembinaan SAKIP yang intensif ke seluruh perangkat; 

b. Melakukan penyempurnaan laporan kinerja perangkat daerah dalam bentuk 

bimbingan teknis aplikasi e-SAKIP; 

c. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan meningkatkan kapasitas 

evaluator inspektorat; 

d. Meningkatkan kualitas evaluasi program melalui asistensi dari Bappeda, 

Inspektorat, dan Bagian ORB; 

e. Mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun IKI sampai dengan 

eselon 4. 

 

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2020. Semoga laporan 

ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang memadai atas pencapaian kinerja 

Pemerintah Kota Depok. 

 

























 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             

 

 
 

WALI KOTA DEPOK  

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK 
                      NOMOR  :  821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  

MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021 UNTUK TAHUN 2019-2021 

 

WALI KOTA DEPOK, 

 Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7                    

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah                         

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, telah                                         

ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok                                              

Nomor: 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah 

dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Depok      

Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, Keputusan Wali Kota                                                

Nomor: 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan                     

Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok                                    

Tahun 2016-2021 Untuk Tahun 2019-2021; 

Mengingat … 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia             

Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara                      

Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

   

9. Peraturan … 



 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan             

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara                          

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang                              

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara                   

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); 

  14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah    

Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 

Nomor 21); 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU                    : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 Untuk Tahun 2019-2021, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok 

dalam merencanakan program, kegiatan  dan indikator kinerja                

untuk tahun 2019-2021 wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok                

Tahun 2016-2021 Untuk Tahun 2019-2021 yang diatur dalam 

Keputusan  Wali Kota ini. 

 

KETIGA … 



Ditetapkan di Depok 

pada tanggal  15 Januari 2018 

        WALI KOTA DEPOK, 

 

                               ttd 

           K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Wali Kota Nomor: 

821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 

Tahun 2016-2021 hanya berlaku untuk pelaksana program, kegiatan, 

dan indikator kinerja sampai dengan Tahun 2018. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR :  821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 

TANGGAL :  15 Januari 2018 

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  

MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021 UNTUK TAHUN 2019-2021 

 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

Meningkatnya Kualitas 
Manajemen Pemerintahan 
dalam Pelayanan  Publik 

1. Survey 
Kepuasan 
Masyarakat  

baik baik baik baik Tipe perhitungan : Non Kumulatif 

Formulasi perhitungan : 

=

isir yang TerTotal Unsu

 per Unsuri PersepsiTotal Nila
IKM  X Penimbang Nilai x    

urJumlah Uns

BobotJumlah 
  g tertimbanrata- rata nilai Bobot  

Sumber Data : Kajian IKM (Bappeda, Diskominfo) 

 

Nilai IKM 

25-43,75 : tidak baik 
43,76-62,50 : kurang baik 
62,51-81,25: baik 
81,26-100,00 : sangat baik 

2. Opini BPK WTP WTP WTP WTP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok 
 
Sumber Data : BPK, BKD 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

 3. Predikat 
SAKIP 

CC B BB A Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB 
No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
 
Sumber Data : KemenPAN RB, Setda 

 

Meningkatnya kualitas dan 
akses layanan pendidikan 

4. Indeks 
Pendidikan 

74,37 77,82 78,97 80,14 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =  
𝐼𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑅𝐿𝑆  

2
 

Dimana : 

𝐼𝐻𝐿𝑆 =  
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 

𝐻𝐿𝑆𝑀𝑎𝑘𝑠 −  𝐻𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛

 

 

𝐼𝑅𝐿𝑆 =  
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛 

𝑅𝐿𝑆𝑀𝑎𝑘𝑠 − 𝑅𝐿𝑆𝑀𝑖𝑛

 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

HLS  = Angka Harapan Rata – rata  
Lama Sekolah 
RLS = Angka Rata-rata Lama 
Sekolah 
IHLS = Indeks Harapan Rata – rata  
Lama Sekolah 
IRLS = Indeks Rata-rata Lama 
Sekolah 

Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

5. Indeks 
Kesehatan 

83,09 83,42 83,49 83,56 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

 
 
Sumber Data : BPS, Kominfo 
 
 
 

AHH = Angka Harapan Hidup 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

Terbangunnya ketahanan 
keluarga dan kesejahteraan 
sosial 

6. Indeks 
Ketahanan 
Keluarga 

NA Tinggi Tinggi Tinggi Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

𝑰𝑲𝑲 =  
∑ 𝒃𝒊 𝒙𝒊

∑ 𝒃𝒊
 

 
Sumber Data : Survey IKK (DPAPMK) 

bi = Bobot (penimbang) indikator 
ke-i 
xi = nilai indikator ke-i 

Mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyarakat yang 
berkualitas 

7. Nilai 
Investasi  

Rp. 
4.015,33 
Milyar 

Rp. 

5.508,00 

Milyar 

Rp. 

6.120,00 

Milyar 

Rp. 6.800,00 

Milyar 

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=  𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒊𝒏𝒗𝒔𝒆𝒕𝒂𝒔𝒊 (𝑷𝑴𝑨 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝑴𝑫𝑵) 
 
Sumber Data : dinas PMTPSP, BKPPMD Prov. Jabar 

 

8. Laju 
Pertumbuha
n Ekonomi  

7,59 % 7,50 % 7,67 % 7,31 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

 LPE =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
𝑥100% 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

PDRB (t) :  Nilai PDRB Atas Dasar 
Harga Konstan pada tahun 
Pengamatan 
PDRB (t-1) :Nilai PDRB Atas Dasar 
Harga Konstan pada 1 tahun 
sebelum tahun pengamatan 

Meningkatnya pemerataan 
pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat 

9. Indeks Gini 
Rasio 

0,364 0,362 0,361 0,360 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

𝑮𝑹 = 𝟏 −  ∑ 𝑭𝒑𝒊𝒙(𝑭𝒄𝒊 + 𝑭𝒄𝒊−𝟏) 

𝒏

𝒊=𝟏

 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

GR  :  Indeks Gini Rasio 
fPi : frekuensi penduduk dalam 
kelas pengeluaran ke- i 
Fci : frekuansi kumulatif dari total 
pengeluaran dalam kelas 
pengeluaran   ke – i 
Fci-1 : frekuensi kumulatif dari total 
pengeluaran dalam Kelas 
pengeluaran ke (i-1) 
 
Nilai gini ratio berkisar antara 0 
dan1, jika: 
G <0,3 = ketimpangan rendah 
0,3 ≤G≤0,5 =ketimpangan sedang 
G >0,5 =ketimpangan tinggi 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

10. PDRB per 
kapita   
(adhb) (Rp) 

24.860.
873 

31.140.244 
33.463.32

8 
35.768.800 

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

PDRB per kapita = 
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐵

∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar 
Harga Berlaku 

Meningkatnya ketersediaan 
dan terjaganya kestabilan 
harga bahan pangan 

11. Tingkat 
Inflasi daerah 

4,25% 3,28% 3,02% 2,74% 

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

∆𝐼𝑛𝑓 =  
𝐼𝑛𝑓𝑛 − 𝐼𝑛𝑓𝑛−1

𝐼𝑛𝑓𝑛−1

𝑥 100% 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

∆ Inf = Laju Inflasi 
Inf (n) = nilai Inflasi pada tahun 
 pengamatan 
Inf (n-1) = nilai inflasi pada 1 tahun 
sebelum tahun pengamatan 

12. Nilai Pola 
Pangan  
Harapan 

84,4 88,2 89,5 90,8 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

𝑃𝑃𝐻 =  ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝐾𝐸𝑖

𝑛

𝑖−1

 

Jika Nilai AKEi  > Nilai Maksi , maka yang digunakan untuk 
penjumlahan adalah nilai Maksi 

 
Sumber Data : BPS, Diskominfo 

Nilai AKEi = Nilai Angka Kecukupan 
Energi untuk kelompok pangan ke – 
i 
Nilai Maksi   =  Nilai PPH Ideal 
untuk kelompok pangan ke – i  
n = Jumlah kelompok pangan yang 
diukur, yaitu sebanyak 8 kelompok 
pangan 

Meningkatknya kualitas dan 
kuantitas sarana dan 
prasarana transportasi 

13. Proporsi 
panjang 
jaringan jalan 
Kota dalam 
kondisi baik 

89,92% 94,54% 96,17% 97,40% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

=  

𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂 (

𝒋𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒌𝒐𝒍𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓+

𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒌𝒂𝒍+ 

𝑱𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒈𝒌𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏

)𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒊𝒔𝒊 𝒃𝒂𝒊𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒕𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎%  

 

Sumber Data : PUPR 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

 

14. Modal share 
transportasi 
umum 

23,38% 28,61% 30,61% 32,74% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑥 100% 

Sumber Data : Dishub 

 

Terwujudnya perencanaan, 
pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang 
kota 

15. Persentase 
kesesuain 
terhadap 
RTRW 

5% 55% 60% 65% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔)

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑇𝑅𝑊
𝑥 100% 

Sumber Data : PUPR 

 

Meningkatnya kualitas 
sarana dan prasarana  
Perumahan dan 
Permukiman 

16. Rasio 
permukiman 
layak  

97,28% 97,61% 97,72% 97,72% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛
𝑥 100% 

Sumber Data : Dinas Rumkim 

 

 17. Rasio rumah 
layak huni   

99,27% 99,44% 99,50% 99,50% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 
𝑥 100% 

 

Sumber Data : Dinas Rumkim 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

Meningkatnya jaringan 
pengendalian banjir dan 
keberlanjutan ketersediaan 
air 

18. Persentase 
penduduk 
yang 
mendapatka
n akses air 
minum yang 
aman;  

73,52% 100% 100% 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=
∑ 𝑝𝑛𝑑𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑝𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑛

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝑥100%  

Sumber Data : Dinas Rumkim, Dinkes 

 

 19. Persentase 
tersedianya 
air untuk 
pertanian  

70,04% 85,04% 90,04% 95,04% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=
∑ 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 (

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
) 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑚 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 

∑ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
) 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑚 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚

𝑥100%  

Sumber Data : Dinas PUPR, DKP3 

Ketersediaan air irigasi  dalam 
liter/detik 

 20. Luas 
genangan 
(lebih dari 30 
cm, selama 2 
jam) 

122,61 
ha 

89,16 ha 78,01 ha 66,88 ha Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔 (2𝑗𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ ℎ𝑢𝑗𝑎𝑛   

𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 30 𝑐𝑚) 

  

Sumber Data : Dinas PUPR 

 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan air limbah 

21. Kualitas 
effluen IPLT 

BOD < 
100 
mg/L, 
TSS < 
100 
mg/L 

BOD < 95 

mg/L, TSS 

< 95 mg/L  

BOD < 95 

mg/L, TSS 

< 95 mg/L  

BOD < 90 

mg/L, TSS < 90 

mg/L  

Tipe Perhitungan : non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

 

 

  

 

𝑥 =
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑢𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑏

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑚𝑒𝑛𝐿𝐻𝐾
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

Sumber Data : Dinas LHK, Standar baku KemenLHK 

Terkendalinya tingkat 
pencemaran lingkungan 
hidup 

22. Level 
Kualitas Air  

Kelas III Kelas III Kelas III Kelas III Tipe Perhitungan : Non Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : baku mutu kelas III berdasarkan PP No. 82 Tahun 
2001)  

 

Sumber Data : survey Dinas LHK 

 

 23. Level 
Kualitas 
Udara  

70% 85% 87% 90% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : jumlah rata-rata hari baik kualitas udara dalam 
satu tahun  
 
Sumber Data : Survey  Dinas LHK menggunakan alat Passive Sampler 

 

Terwujudnya Depok 
sebagai kota bersih (zero 
waste city) 

24. Persentase 
pengurangan 
sampah  

7,28% 14,78% 17,28% 20% Tipe Perhitungan : Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=
𝐴

𝐵
 𝑋 100% 

 𝐴 = 𝐶 𝑥 𝐷 

Sumber Data : Dinas LHK 

B : jumlah penduduk 
C : jumlah fasilitas 3R (unit) 
D : Penduduk terlayanani per fasilitas 3R 
(Jiwa/unit) 

 25. Persentase 
penanganan 
sampah  

 

51% 68,48% 74,18% 80% Tipe Perhitungan :  Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=
𝐴

𝐵
𝑋 100% 

A=
(𝐶 𝑥 𝐷 𝑥 𝐸 𝑥 1000)

𝐹
 

  

B = jumlah penduduk 

C = kapasitas kendaraan pengangkut 

(m3/unit) 

D : ritasi (kali/hari) 

E : jumlah armada (unit) 

F : timbulan sampah (lt/jiwa/hari) 
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SASARAN STRATEGIS 
INDIKTOR 
KINERJA 
UTAMA 

KONDISI 
AWAL  
(2016) 

TARGET KINERJA 
PENJELASAN/FORMULASI KETERANGAN 

2019 2020 2021 

Sumber Data : Dinas LHK 

 

Tersedianya  Ruang  
Terbuka  Hijau Yang  
Nyaman  dan  Ramah  
Keluarga 

26. Persentase 
luas ruang 
terbuka hijau 
publik 

10.46% 11,66% 12,06% 13,00% Tipe Perhitungan :  Kumulatif;  
 
Formulasi Perhitungan : 
 

=
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑇𝐻 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑇𝐻 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑘
 𝑥 100% 

Sumber Data : Dinas Rumkim 

 

 

                                                    WALI KOTA DEPOK, 
 

                                                 ttd 

 
 

                                                    K.H. MOHAMMAD IDRIS 
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